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Hukum Penanaman Modal patan Teori dan Praktik

BAB !
PENGERTIAN UMUM
PENANAMAN MODAL

A. Pengertian Penanaman Modal

Istilah Penanaman Modal atay Investasi merupakan istlah yang
dikenal baik dalam bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-
undangan, Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha.
Sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak d; gunakan dalam
perundang-undangan. Namun Pada dasamya kedua istilah tersebut mempunyai
pengertian yang sama sehingga keduanya di gunakan secara interchangeable,!

Istilah investasi berasal dari bahasa latin, yaitu imvesriye (memakai),
sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut den gan investment.’ Investasi
adalah kegiatan menanamkan modal baik langsung Mmaupun tidak langsung
dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah
keuntungan dari penanaman modal tersebut.?

Atas dasar jtu dapat dikemukakan beberapa alasan men gapa
seseorang harus melakukan investasi, antara lain -

a.  Untuk mendapatkan kehidupan yang Icbih lavak di masa yan g akan
datang, Ini merupakan hakekat hidup yang scnantiasa berupayva
bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari wakuu ke wakty atau
setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat
pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang

Hukum Penanaman Modal patam Teori dan Praktik

' Ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum dan K ehijakan investasi

Langsung Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, him. 1.

? Salim HS dan Budi Sutrisno ,Hukum Investasi Dy Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, him.31

3GST Eko Bawantoro, Belajar Memahami Pasar Modal, CV A neka, Surabaya,
1996, him 21, .



G LT

sekarang dan dengan barang moday akan dihasilky), alirap Produk by
masa yang akay datang”.

Dalam definisi in; investas; dikonstruksikay, sebagai sebyal, kegiatan,

Pemeringgp, Beberapa Negara dj dyp;, ini banyaj melakukan
Kebijakan Yangsifatnyg mendorong tumbuhnyz, investas; dj Masyarakat
melalui fagilitag fiskal moneter dap beberapa kemudahan diberikan
Kepada Masyarakag yang melakukan Investasj dj bidang-bidang usaha

lertengy 4

Dalam Undang~undang Penanaman Modal Nomo; 25 Tahun 2007
lidak mengadakan Perbedaan antap, Penanamap, Modaj Dalam Negeri dap:
Penanamay Moda| Asing, Qe karena ity Undang-undang tersebut mengenaj
Legiatan Penanaman modal, bajk Penanamap, Moda] Asing dan Penanaman
Modal Dalam Negeri dap tidak mengadakap, Pemisahan Undang-undang
weari khusyg, SCperti halny, Undang-undang Penanaman, Modaj terdahuly
sAngerdinl darj gyg Undang-undang, Yaity Undang-undang Penanamap,
Hedal Asing an Undang-undang Penanamap, Moda] Dalam Negeri.

tambahap /ceuntungan tertenty qyqy, “ang arau dap,, tersebyr

Dalam definjsj ini, investag; difokuskan Pada pencmpaa, uang atay,

dana. Tujuatmya adalah memperojeh keuntungan. Ini crat ka; lannya den gan

gedung-gedung Permesinay, bahan Cadangay, pen velenggaraan uang
sertq perkembangamgza). Dengan demikian, cadangan mogy
diperbesqy Sejauh tigay ada mody) barang Yang hayys digansi*
i Investagj dalam definisi in; adalah Penanamgp modal ungyk

Proses prodyjs;. Ini berartj bahwa Investag; yang ditanamkay, h

baran
oleh peny XMan mogjy| dalam negeri maupyn Penanaman mogy; asing unfyk €

ouhasy Inggris, yaity investmery,

Para ahli memijji; Pandangap yang berbeda Mmengena; konsep teoritjs
ntang investag;. .

Fitzgera) mengartikan invegyagj adalap 6

“aktivitgs yang berkaitgn dengan uaaltq penarifg), sumber-sumber

(dana) vang dipakaj untuk mengadakap aq,.a,,g modal pag, saay

alam
Feranany, Modal Asing. Istilah‘Pcnanaman Moda] adalah tefjemahap dari

7 Kamaruddin Ahtnad, Dasar-dagq, Manajemen, Investas; akarta, R; neka
T Cipta, 1996, 1y, 5.
“thid, him.2] -22 : S . T . .
“Indonesia, ¢ /,,,,'(,,,g_,,,,,faf,g Penanamg,, Mo,{'az, Pasa] ayay(y), Proects Eljflklogs,g,: Indonesis, Ichtiar Baru-vap Hoeve (13 Elsevier Pub“shing
’ “urdifin Haming dan Salim Basalamah, 7,4, Kelayajqy Investasi Proyey, J“‘"", akatta, n, /0. .
e 42003, him. 4. Dalam Damswara K. Hagono, Hukym Penmmm(m Modal, Jakarta, PT.Raja
GmﬁndoPersada, 2007,hlm.122.
"llkum POII
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5. pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan
dimasa yang akan datang,

Dalam definisi ini, investasi dikonstruksikan sebagai tindakan membelj
siham, obligasi dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian
sitham pada pasar modal, padahal penanaman investasi tidak hanya di pasar
modal. 1etapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti misalnya di bidang
pariwisata, pertambangan, minyak dan gas bumi, pertambangan umum,
kehutanan, pertanian, pelabuhan dan lain-lain,

Menurut pendapat Salim HS dan Budi Sutrisno investasi -

didefinisikan sebagai berikut :1°

“penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing
manpun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk
vvestasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ",

investasi ini dibagi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik.
[nvestasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar
negers. Senentara itu, investasi domestik merupakan investasi yang bersumber
dart pembiayaan dalam negeri. Investasi jtu digunakan untuk pengembangan
usihie yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh
Lermtungan,

X epulusan penanaman modal ini dapat dilakukan oleh individu atau
suau badan hukum yang memiliki kelebihan dana, Secara hakikat setiap aspek
kehidupan ekonomi termasuk kegiatan investasi tidak ada yang tetlepas dari
kemungkinan adanya resiko, antara lain meliputi : |

. Resesi yang akan menyebabkan kelesuan ekonomi padaumumnya ;
b. Adanya persaingan yang mengancam kelangsungan usaha;

¢ Menurunnya daya beli karena inflasi ;

. Nuikturunnyatingkatbunga;

v Naik turunnya mata uang kita terhadap valuta asing ;

£ Resiko karena perubahan kebijakasanaan pemerintah.

IDewasa ini banyak neégara-negara yang melakukan kebijaksanaan
yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik, maupun asing.
Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebab kegiatan investasi akan mendorong
pulakegiatan ekonomi suatu negara, penyerapan tenaga kerja, peningkata

"

Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi........ Op Cit, hlm. 33,
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output yang dihasilkan, pengehmatan devisa atzu bahkan penambahan
devisa.

' B. S¢jarah Perkembangan Penanaman mModal

Sejarahdanperkembangan investasi, tidak terlcpas dari gelombang
atau periodesasi investasi. Ada tiga gelombang atau periodesasi investasi,
vaitu Periode Kolonialisme kuno, Periode Imperialisme Baru, dan [ eriode
tahun 1960-an."

1. Periode Kolonialisme Kuno

Periode kolonialisme kuno dimulai abad ke -17 dan abad ke-18.

Periode ini ditandai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh

Spanyol, Belanda, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang

dan perkebunan dibeberapa negara jdjahan di Asia dengan cara

merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan
penduduk jajahan.

2. Periode Imperialisme Baru
Periode Imperialisme baru dimulai padaabad ke-19. Negara-negara
di Afrika, di Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya
“terbelenggu” dalam sistem penjajahan. Investasi negara-negara
Eropa di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan dan pusat-pusat
kota pada waktu itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting
bagi negara-negara jajahan tersebut.

3. Periode Investasi Tahun 1960-an
Periode Investasi tahun 1960-an dimulaj ketika ncgara-negara sedang
berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara
Yyang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Mclaluj pencrapan
halangan/rintangan perdagangan (trade barries) yang ketat dan
kebijaksanaan pajak, negara-negara tersebut “memaksa "
perusahaan-perusahaan multinasional Amer; ka Serikat dan negara-
negara maju lainnya untuk mendirikan caban g-cabang perusahaan
manufaktur di negara-negara berkembang terschut, disamping

" Erman Rajagukguk, dkk, Hukum Investasi (Behan Kuliah), Jakarta, Ul
Press, 1995, him. 1-2,
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mendirikan cabang-cabang perusahaan dibeberapa negara industrj
baru untuk produksi komponen-komponen dan dalam rangka
pemenuhan cksporke negara-negara maju. Arus investasi darj negara-
negara maju ke Negara-negara berkembang akan terys berlanjut dan
meningkat. Disepakatinya Agreement on Trade Investment

Measures (TRIMS) dalam GATT Putaran Uruguay (1994) *

merupakan tanda akan terjadinya arus investas; raksasa di masa-masa
mendatang karena setiap negara penandatangan persetujuan TRIMS
tersebut tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan
modal asing,

Kegiatan penanaman modal telah terjadi konsekuensi
herkeinbangnya kegiatan di bidang ekonomi Perdagangan. Mengenai sejarah
S perkembangan investasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periode
herkut ‘

A Pra Kemerdekaan
Penanaman modal dj Indonesia dikenal pertama kali melaluj

Fehijak swiaan Pemerintah Hindia Belanda yang memperkenalkan masuknya
modal asing Fropa untuk menanamkan usahanya dalam bidang perkebunan
aada taun 187012

Kemudian Pemerintah Belandamulaj mcmbukatanah-tanahpenmﬁan
1 donesia dengan mengeluarkan aturan pertanahan “dgrarische Wet”,
Padatahun 1870, Dengan adanyapemtummexsebut, maka penanaman moda]
sing Kliususnya yang datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan
deagan Pemerintah Belanda dizinkammtukmelakukan usahanya di Indonesia,
tinuininasih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu di pedalaman
vang tidak diusahakan oleh Pemerintah Belanda sendiri untuk usaha
veikebunan dengan melaly; Suatu pengawasan yang sangat ketat dari
Jemerintah daerah jajahan. Bidang usaha lainnya seperti pertambangan,
nerdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai oleh Pemerintah Belanda 12

Pada zaman penj ajahan kegiatan perdagangan menunjukkan
peningkatan namun kegiatan penanaman moda tidak begitu maju. Oleh
pemerintah penjajah sengaja diatur struktur dunia usaha sedemikian rupa

" Aminudin | Imar, Hukum Penanaman Moda] Di Indonesia, Kencana,
lakarta, 2004, hlm, 18

Ihid, him. 19
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sehingga kegiatan Penanaman modal dikuasai olch pemerintal penjajah dan
perdagangan menengah sengaja diatur suatu struktur duniz, usaha sedemikian
Tupa sehingga kegiatan penanaman modal dikuasai oleh pemerintah pemajah
dan perdagangan menengah diserahkan kepada golongan Cina, India. dan
Arab sedangkan golongan pribumi melakukan kegiatan keeil-keeilan.

b. Pasca Kemerdekaan
Setelah zaman penjajahan berakhir, dengan meninggalkan Kegiatan
usaha penanaman modal oleh pemerintah penjajah mak: pemerintah akhimya
turun tangan untuk mengambil alih kegiatan-kegiatan terschu sceara bertahap
melalui proses nasionalisasi,
Perkembangan investas; dij Indoncsia Pasca Kemerdekaan, tert agi
menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu :
1. Pada Masa Orde Lama
' PadamasaOrde Lama, arus investasi ke mdonesia menjadi
tidak ada karena semua perusahaan telah di nasionalise; tiiuk
kepentingan nasiona] 14
Sejak awal kemerdekaan, pemerintal) Indonesia telah
berusaha untuk melakukan pembangunan di bidang ckonomi. akan
tetapi mengalami berbagai hambatan. Schingga semua rencana yang
telah disusun menjadi berantakan. Dan sampai pada tahun 1949,
keadaan penanaman moda] asing yang datang ke Indonesia miisih
tetap mengalami kemandekan.

2. Pada Masa Orde Bary

Pemerintah Orde Baru di bawah kepeminpinan Socharto
selaku pengemban Surat Perintal Sebelas Maret men yadari scjak
semula bahwa bantuan asing , baik berupa bantuan ek mk maupun
modal bukan merupakan bantuan yang menentukan berhasilnyy
Pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam masa transaksi, bantuan
tersebut hanya untuk memulihkan kondisi perekonomian (i Indoneisa, '
Dimana pada saat itu keadaan politik dan perekonomian | ndoncsia
yang sudah hampir amruk dari pemerintahan scbelumn v,

" Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Dj . » Op Cir, hlm, 38,
' Erman Rajagukguk, Indonesianisasi Saham, Bina Aksara, Jakarta, 1955,
him1.

Hukum Penanaman Modal v, lam Teori dan Praktit, 7



hembali jadwa pelunasan hutang luar negeri,menanggulangi inflasi,
merchabilitas; infrastruktur, memperbaiki hubungan dengan luar negerj
dalan rangka mencarg bantuan
asing. Upaya yang digunakan oleh Pemerintahan Orde Baru berhasi
mclakukan perbaikan Sarana dan prasarana ekonomi's

Momentum awal mep ;
pida Masa Orde Bapy. Masa ini ditandaj dengan diUndangkannya
Undan &-undang Nomor 1 Tahun 967 tentang Penanaman Moda]
Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman
Modal Dalam N egeri.'” Keberadaan kedua Undang-undang ini
memberikan kesempatan kepada pemoda] asing dan domestik untuk

2).

3).

b. Investasi Langsung
Investasi langsung merupakan bentuk invesias; dengan jalan
membangun, membel; total atau mengakuisis; perusahaan,

Dilihat dari Asetnya."

Investasi berdasarkan asetnya ini dikategorikan dua jenis, yaity, -

a. Real Assets, adalah bersifat berwujud seperti gc(llmg-gc(iung,
kendaraan, dan sebagainya.

b. Financial assets, merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak
langsung Pemegangnya terhadap aktiva rij] yang menerbitkan sekiritas
tersebut,

Dilihat darj Pengaruhnya,

Investasi menurut pengaruhnya merupakan i; westasi yang didasarkan
Meninamkan investasinya di Indonesia. pada faktor-faktor yangmempengaruhi atay (jdak berpengaruh dari k egiatan
investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadii dua macam, vaity

3 Pada Masq Reformasi sebagai berikut -

Pada masa reformasi (1 998-2004), arus investasi ke

Indonesia mengalam; Penurunan. Ini terlihat darj jumlah investas; yang

thasuk sangat sedikit, Faktor penyebabnya adalah anggapan dari para
fvestor bahwa Indonesia merupakan negara yang belum aman,

Jenic-jenis Peng naman Modal

Investasi dapat dj

pengaruhnya serta sumber

golongkan berdasarkan
pembiayaannya.

4).
D). Dilinat dar Bentuknya, s

hvestasi berdasarkan bentuknya ini.merupakan investas; yang

a. Investasi Portopolio

Investasi portopolio ini dilakukan
surat berh

melalui pasarmoda] dengan instrumen
Arga, seperti saham dan obligas;i.

"Anminuddin lImar, Hukum Penanaman Modal. ., Op Cit, hlm.29

a. Investasi Outonomus (berdiri sendiri) merupakan investag; yang tidak
dipengaruhi tingkat pendapatan, bers;fa spekulatif, Misalnya,
pembelian surat-surat berharga.

Investasi Induced (mempcngamhi-mmj-ch;l
investasi yang dipengaruhi kenaikan perminta;
serta tingkat pendapatan, Misalnya, pengh
penghasilan yang didapat selain d
sebagainya.

bkan) merupakan
nakan barang dan jasa
asilan transitor; vititu

ari hekerja, seperti bunga dan

Dilihat darj sumber Pembiayaannya,?

Investasi berdasarkan sumber pembiayaanny: merupakan invesiasj

yang didasarkan pada asa] usul investasi ity diperoleh. Investasi in; dibagi
menjadi duamacam, yaity :

a. Investasi yang bersumber dayi modal asing (PNfA ), merupakan
investasi yang bersumber dari pembiayaan Juay negeri.

“Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasj Di.... Op Cit, him.35

“Panji Anoraga, Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing,
whasng, Pustaka Jaya, 1994, him.46

Hukum Penanaman Modal palg, Teori dawn Praktik

s KamaruddinAh.mad, Dasar-dasar Manejemen Investag.
% Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum investasi Dj. .
2 Ibid, him 38

- Op Cit, him.2
- Op Cit, him.37
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o Auvestasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN),
mierupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

i moefaat Penanaman Modal

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor di Indopnesia,
iernyata memberikan dampak positif di dalam pembangunan. Seperti kita
hetahui, untuk membangun diperlukan adanya modal atau investasi yang
hesar. Baik itu modal atau investasi yang berasal dari dalam negeri maupun
modal asing,

Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,
purseoringan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing,
+tn ataw badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki
oleh pihak asing,

Modal dalam negeri adalah bagian dari pada kekayaan masyarakat
Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara
Inaupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang
disisihkin guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur
olch Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing, ,

John Head mengemukakan 7 (tujuh):keuntungan dari adanya
v estast, khusunya investasi asing. Ketujuh keuntungan dari investasi tersebut
adidah -

a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah
schingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-
perusahaan baru ;

b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara
tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan
pcrusahan-perusahaan baru ;

¢. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan

penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk |

berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya ;

“ Sahm HS dan Budi Sutrisni, Hukum Investasi Di... Op Cit, hlm. 86.
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d.  Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat
digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan
industri lain ;

€. Memperluas potensi keswasembadaaan negara tuan rumah dengan
memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;

£ Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat di gunakan
untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk tuan rumah ;

g Membuat sumber daya negara tuan rumah, baik sumber daya alam
maupun sumber dayamanusia, agar lebih bermanfaat dari pada semula.

Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang
sangat penting bagi masyarakat karena investasi terschut memberikan
pengaruh dalam kehidupan masyarakat setempat. Mainfaat utama investasi
adalah:

L. Meningkakan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi masyarakat dengan adanya investor yang menanamkan inves asi
dapat mengningkatkan pertumbuhan ekonomj yang memadai dan juga
meningkatkan semua potensi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk
melakukan penyediaan barang-barang pokok yang dibutuhkan. Penin gkatan
pertumbuhan ekonomi tersebut dalam masyarakat menciptakan pengembangan
potensi serta dapat memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat setempat.

Hal ini tidak terlepas dari adanya kerjasama antara investor,
pemerintah dan masyarakat, Karena kerjasama ini sangat mempengarihi

terciptanya iklim ekonomi yang sehat bagi perkembingan dunia usaha dan
masyarakat itu sendiri.

2.. Terbukanya Lapangan Pekerjaan

Dengan adanya investor yang datang untuk berinvestasi memberikan
dampak positifbagi masyarakat sekitar, karena kegiatan penanaman modal
dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja.

Menurut Gunarto Suhardi, kehadiran investor asing di suatu negara
mempunyai manfaat yang cukup luas (multiplier effect). Manfaat yang
dimaksud yakni :

1. kehadiran investor asing dapat menyerap tcnaga kerja di negara
penerimamodal ;

Hukum Penanaman Modal Datam Teori dan Praktit "



2. dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan
haku ;
menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor;
dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak ;
adanya alih teknologi (transfer of tecnology) ;

0. adanyaalih pen getahuan (transfer of know how) .

Kchadiran investorcukup berperan bagi pembangunan ekonomj suatu
negar, arti penting kehadiran investor asing jtu sendiri bahwa investas; langsung
lcbih baik jika dibandingkan dengan investasi portofolio, karena investas;
');mgsung lebih permanen. Selain jty investasi langsung :

" a. memberikan kesempatan kerja bagi penduduk ;

). mempunyai kekuatan Penggandaan dalam ekonomi Joka] ;

¢. memberikan residu baik berupa peralatan maupun alih teknologi ;

d. bilaproduk dicksport memberikan jalan atau Jjalur pemasatan yang

oo

~

: tambahan devisa dan Pajak bagi negara ;

| ¢ lchihtahan terhadap fluktasi bunga dan valuta sing ;

£ memberikan perlindungan politik dan kemanan wilayah karena bila
\ investor berasal darj negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan
: diberikan, :

r Sckalipun kehadiran inthormembawamahﬁaatbagincgma penerima
dﬁodal, disisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak

o

7 AZAS-0ZAs Penanaman Modal

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan Pembentukan Undang-
andang Penanaman Modal, ketentuan Pasa] 3 ayat (1) Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Moda] menentukan bahwa
!’?n;maman Modal diselenggarakan asas-asas sebagai berikyt :
. 4. Asas kepastian hukum, yaity asas dalam Negara hukum yang

meletakan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

i
|
i
{
i
i
i

? " Gunarto ’S uhardi, Bebarapa Elemen Penting Dalam Hukum Perdagangan
Internasional, Universitag Atmajaya, Yogyakarta, 2004, him.45.
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e.

g.

i‘

sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanaman
modal.

Asas keterbukaan, Yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informas; yang benar, jujur dan tidak diskriminatif
tentang kegiatan penanaman modal.

Asas akuntabilitas, Yaitu asas yang mencntukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhjr dari penyelenggaraan penanaman modal di
pertanggungjawabkan kepada masyarakat ata, rakyat sebagai

perundang-undangan,
Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negarq
adalah asas perlakukan Pelayanan nondiskriminas; berdasarkan
ketentuan peraturan Perundang-undangan, baik antara penanaman
modal dalam negeri dan penanaman modal dari saty Negara Asing
daﬂi Penanam Modal dari Negara Asing lainya.
Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran sclurup
modal secara bersama-sama dalam kegijatan usahanya untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan
penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkead; lan dalam
usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana
mengupayakan berjalannya proses pembangunan melaly; penanaman
modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dajam segala
aspek kehidupan, baik un masa kini maupun yang akan datang,

Asas kemandirian adalah 4sas penanaman moda| yang dilakukan
dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan Negara dengan
tidak menutup diri Ppada masuknya modal asing demi terwujudnya
pertumbuhan ekonomi.

Asas keseimbangan kemajuan dan kesatyan ckonomi nasional
adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ckonomi
wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional,
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I )islu mping asas-asas modal di atas, dalam Agreement on Trade
Retared Invesment Measures (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas, yaitu
asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas i dalam penanaman
modal tidnk:membedakan antara penanaman modal asing maupun dalam
negeri mengingat penanaman modal itu sendiri bersifat state borderless (tidak
mengcenal batas Negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi
yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara Penanaman Modal
Asing dengan Penanaman Modal.

1 Hukum Penanaman Modal balam Teori dan Praktik

BAB il
TINJAUAN HUKUM ATAS UU PENANAMAN
MODAL NO. 25 TAHUN 2007

A. Latar Belakang Terbituya Uundang-undang No. o5
Tahun 2007

Penanaman Modal mempunyai arti penting bagi pemban gunan ckonomi
nasional sebagaimana tujuan yang hendak dicapai melalui Undan g-undang
Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
dinyatakan berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Ne gara Republik
Indonesia (LNRI) Tahun 2007 Nomor 67 pada tanggal 26 April 2007,
Undang-undang ini menggantikan 2 (dua) Undan g-undang yang mengatur
tentang ketentuan investasi yaitu Undang-undang Nomor 1 Talun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 9 8
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Apabila diperhatikan, pembahasan terhadap pembaharuan ketentuan
investasi memakan waktu yang relatif lama. Hal ini dikarcnakan al am Undanz-
undang Penanaman Modal menganut paham liberal yang belum sepenuh nva
dapat diterima oleh berbagai pihak. Adapun paham liberal dalam Undanyg-
undang Penanaman Modal dapat diketahui dari perlakuan yang diberikan
kepada penanaman modal. Dalam Undang-undang ini tidak dibedakan
perlakuan antara penanaman modal asing dengan penanamin modal dalam
negeri. Adapun alasan dikemukakan oleh pihak yang kurang sctuju diterapkan
paham liberal yakni dalam kondisi masa kini masih diperlukan perlindungan
terhadap industri dalam negeri, maka sebelum saatnya memberlakukan paham
liberal dalam Undang-undang Penanaman Modal ¢
Sedangkan dari pihak pemerintah mempunyai alasan mengapa

perlu adanya liberalisme karena pemerintah eptimis investasi usalia
di berbagai bidang akan semakin meningkat. Investasi merupakan instrumen

* Deni Purbasari, “Penerapan Liberalisme Dalam RUU Tidak Tepar”, dalam
www.hukum online, Edisi 8 September 2006.
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ving paling penting dalam pembangunan nasional, Sehingga diperlukan
Uindang-undang yang benar-benar berbeda dan menarik para investor asing
terlepas dart adanya berbagai pandangan terhadap Undang-undang Penanaman
Modal. ' . .

Ierlepas dari adanya berbagai pandangan terhadap kehadiran Undang-
undang Penanaman Modal, dalam Undang-undang ini berbagai kepentingan
diakomodasikan, disamping itu juga bertindak adil para investor namun tanpa
mengurangi kepentingan nasjonal,

Lahimya Undang-undang Penanaman Modal ini memang tidak
terlepas dari perkem bangan masyarakat khususnya komunitas pebisnis yang
cukup dinamis, baik dalam negeri maupun dunja Internasional, apalagi era
masa kini yang lebih dikenal dengan era globalisasi, arus Perputaran modal
yimg sangat cepat dari saty tempat ke tempat lain,

Pertimbangan diterbitkannya Undang-undang Penanaman Modaj
dalam honsiderannya disebutkan bahwa untuk mempercepat pembangunan
ckonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia
diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomj
menjadi kekuatan ckonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik
dart dalam negeri maupun luar negeri, * bahwa dalam menghadapi perubahan
perckonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama
Intemasional perlu diciptakan ikli Ppenanaman modal yangkondusif, promotif,
memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap
memperhatikan kepentingan ekonomi nasional 26 '

* Butir ¢, Konsideran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
I'enanaman Modal

™ Butiran d | Konsideran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penananan Moal, '
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kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ckonomi yang berdaya
saing tinggi serta iklim usaha Yang kondusif di bidang ketenagak erjaan dan
keamanan berusaha.?’ 3y

Oleh karena itu pelayanan primabagi investor perlu terus ditingkatkan
seperti standarisasi pelayanan masing-masing instansi, salah satunya dengan
ide one stop service.

B. Anatomi UU PM  Nowwor 25 Tahuw 200%

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 memuat susunan sbb :

a. Landasanpikirpembuat undang-undang, yang menjadi latar belakang
mengapa Undang-undang No. 25/2007 dibuat yang terdiri dari :
Menimbang dan Mengingat ; . ‘

b. BabI:Ketentuan Umum berupa Definisi atau Pengertian yang dianut

dalam Undang-undang ini, scope & wilayah berlakunya undang-

undangini ;

Baﬂ I :Azasdan Tujuan;

fl. Bab IIT : Kebijakan Dasar Penanaman Moda| ;
e. BabIV :Bentuk badan Usaha dan Kedudukan ;
f BabV Perlakuan Terhadap Penanaman Madal:
g Bab VI :Ketenagakerjaan ;
h. Bab VII: Bidang Usaha ;
i BabVII: Péngembangan Penanaman Modal Bagi Usaha M ikro/Kecil,
Menengah dan Koperasi;
J. BabIX :Hak. Kewajiban dan Tanggung Jawnb Penanaman Mod.al ;
k. BabX :Fasilitas Penanaman Modal ;
L Bab XI : Pengesahan dan Perizinan Perusahaan ;
m. Bab XII: Koordinasi dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal ;
n.  Bab XIII: Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal ;
0. Bab XIV :Kawasan Ekonomi Khusus;;
p. BabXV :Penyelesaian Sengketa ;
Q. BabVI :Sanksi;
. Bab VII : Ketentuan Peralihan ;
s. Bab XVII: Ketentuan Penutup.
n PenjelasanunnunUndang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal
Hukum Penanaman Modal palam Teort dan Pra Rtik 17



DL anotomi Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tersebut dapat

drani.ut hal-hal schagai berikut :

[

Landasan pikir

oo Dengan mengandalkanpeninglmtanpenanamanmodalbaﬂcdaridalam ]
maupun dari luar negeri dalam mengolah potensi ekonomi menjadi §¥
kekuatan ekonomi yang nyata, maka akan terwujud kedaulatan politik

dun ckonomi Indonesia dalam kondisi perubahan perekonomian global,
teriebib jika negara aktif ikut serta dalam berbagai kerja sama
Intemasional ;

b Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap
tmperhatikan kepentingan ekonomi mnasional ;

v Relomasi tatanan hukum penanaman modal sebagaimana diatur dalam
t'ndang-undang Penanaman Modal terdahulu;

Uenvertian/definisi
Membhakukan berbagai pengertian/definisi dalam pembinaan penanaman
cro-dald (lihdit Pasal 1 UU No. 25 tahun 2007);

Azis dan Tujuan

Pitam menjalankan misi pembinaan penanaman modal kebijaksanaannya
haruis didasarkan pada azaz dan tujuan yang jelas, seperti dirinci dalam
Pusyi 3 ayat (1) dan (2) UU No. 25 tahun 2007. Tidak boleh ada azaz

dan tujuan lain

kebijakan Dasar Penanaman Modal
Diwujudkan dalam bentuk : Rencana Umum Penanaman Modal, sesuai
denzan landasan pikir serta azas dan tujuan yang ditetapkan ;

Bentuk Badan Usaha

A Penanaman modal dapat dilakukan oleh orang perorangan atau
herbentuk badan usaha (berbadan hukum maupun tidak ) ;

b, Jika pemohon adalah Pemodal dalam negeri/pemodal asing dan

pemphon fasilitas, maka badan usaha haruslah berupa Perseroan
Terbatas berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dj wilayah
negara Rl, terkecuali ditentukan lain oleh UU;

¢. Joininvestment antara asing dan dalam negeri dapat dilakukan melalui

tiga cara ;

Hukum Penanaman Medal palan Teoridan Praktik

Menjadi pemegang saham pada saat pendirian Perscroan Terbatas ;
Membeli saham ;

Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ;

6. Perlakuan terhadap Penanaman Modal

a. Terkecuali ada perjanjian bilateral yang memmbulkan hak istimewa
bagi suatu negara, maka pada dasarmnya pemcrintah memberikan
perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal
dari negara manapun, yang melakukan kegiatan penanaman modal
berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal yang berlaku ;

b. Terkecuali melalui undang-undang, maka Pemerintah tidak akan
melakukan tindakan nasionalisasi ;

¢. Penanam Modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada
pihak ketiga yang diinginkan oleh penanam modal, sesuai dengan
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku :

7. Ketenzigakerjaan

a. Diutamakan penggunaan tenaga kerja Indoncsia dalam pelaksanaan
penanaman modal ;

b. Pemodal asing berhak menggunakan tenaga asing sepanjang menjabat
kedudukan yang memerlukan keahlian tertentu sesuai undang-undang ;

¢. Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga
kerja warga negara Indonesia melalui pendidikan dan latihan sesuai
peraturan perundang-undangan ;

d. Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga asing
wajib melakukan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja
Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan;

8. Bidang Usaha

a. Semua bidang usaha terbuka bagi penanam modal terkecualj yang
dinyatakan “Tertutup dan “Terbuka den gan persyaratan” dalam
Peraturan Presiden ;

b. Bidangusaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah :

* Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang dan
Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup
berdasarkan undang-undang ;
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Q.

¢ Bidangusaha yang tertutup bagi penanaman modal dalam negeri dan
asing, ditetapkan dalam Peraturan Presiden, berdasarkan kriteria ;

keschatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan

kcamanan nasional serta kepentingan nasiona] lainnya. Sementaraitn

hagi bidang usaha yang Terbuka dengan persyarakatan didasarkan
pada kriteria kepentingan nasional yaitui sumber daya alam,
perlindun gan/pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan

koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas #§

leknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan
badan usaha yang ditunjuk pemerintah ;

Pengembangan Penanaman Modal
a. Pemerintah wajib menetapkan :

Bidang usaha yang dicadangkan bagi bidang usaha mikro, kecil, §

menengah dan koperasi ;

Bidang usaha yang terbuka bagi usaha besar dengan Syarat
bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dankoperasi ;

Pemerintah melakukan pembinaan dan Pengembangan usaha | ;

mikro/kecil, menengah dan koperasi melalui “program
kcmitraan”,peningkatandayasaing, pemberian dorongan inovasj

dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-
luasnya ;

10. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

20

a4. Penanaman Modal berhak memperoleh ;

Kepastian hak, hukum dan perlindungan;

Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang [

dija]ankannya ;
Hak pelayanan dan

Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuaj dengan ketentuan _'

perundang-undangan ;

b. Setiap penanam modal berkewajiban untuk :
Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik ;
Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan ;

Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal kepada
BKPM ;
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Menghormati tradisi budaya masyarakat sckitar lokasi kegiatan
usaha penanaman modal ; dan
Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan ;

c. Setiap penanam modal bertanggung jawab :
Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang ticlak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugjan
Jika penanam modal menghentikan kegiatan atau meninggalkan
atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuaj
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah
praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan negara ;
Menjaga kelestarian lingkungan hidup ;
Menciptakan keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan serta
kesehatan pekerja ;
 Mematuhi semua ketentuan perundan g-undangan ;

11. Fasilitags Penanaman Modal

Pemerintah memberi berbagai fasilitas kepada penanam modal yan g
melakukan penanaman modal yang melakukan :

Perluasan usaha

Penanaman modal baru ;

12, Pengesahan dan Perizinan

a. Perusahaan yang menanamkan modal di Indonesia melalui Perusahaan
baik berbadan hukum maupun tidak, dilakukan sesuai peraturan
Perundang-undangan ;

b. Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang
berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

C. Setelahmemperoleh pengesahan perusahaan, penanam modal tersehut
wajib memperoleh izin dari instansi yang berwnang, kecuali ditentukan
lain, sesuai ketentuan yang berlaku ;

d. Izinsebagaimana dimaksud di atas diperoleh melalui Pclayanan T erpadu
Satu Pintu (PTSP) di BKPM (diatur dalam PP vang akan diterbitkan),
yangmemperoleh pendelegasian kewenangan dari lemba ga atau isntansi
yang memiliki kewenangan perizinan dan non penzinandi tingkat pusat
maupun di Provinsi atau Kabupaten/Kota ;
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I3. Kuordinasi dan Kebijakan Penanaman Modal
Kehijakan Penanaman Modal dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh
BKPM. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan UUPM sangat tergantungan

pida ketertiban dalam membuat at -aturan pelaksanaannya dan hal

ini sangat crucial dalam keberhasilan pelaksanaan setiap mdang-undang.
C. Beberapa Catatan Atas U pm Nowmor 25 Tahuwn 2003

l. Pengaturan Penanaman Modal
* Tempat : Seluruh Wilayah NKRI;

Penanam Modal : Siapapun (WNLWNA); .
Bentuk Usaha : Perorangan/Badan Usaha/Peme:inmhAsing/Penanam
Modal Asing (wajib Perseroan Terbatas utamanya yang mengajukan
permohonan fasilitas) ;
Jenis Usaha : Tunduk pada ketentuan perundang-undangan/Perizinan
yang berlaku ;
Dapat memperoleh fasilitas (Pasal 18 s/d 22 UU 25/2007), didilayani
lewat PTSP BKPM. |

2. Mekanisme Penanganan Penanaman Modal (diatur dalam PP) ;
PISP:
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan/non perizinan ;
I3ertempat dan di kordinir BKPM ;

BKPM memperolehpendelegasiankewenangandibidangpeﬁzinan 4

Maupun non perizinan dari instansj Yyang berwenang di tingkat pusat
maupun daerah, lihat Pasal 26 ayat(2); '

Yang ditangani : Penanaman Moda] yang memerlukan fasilitas, '

peninam modal oleh perseorangan atau perusahaan nasional yang
bermodalkan asing dan perpanjangan izin PMDN danPMA lama.

Semua pennohonanpemnmanmodalbaikdenganatautanpafasﬂitas |

yang diajukan ke instansi mana pundan pada tanggal berlakunyaUU No. 25/

2007 belum disetujui, harus diproses sesuaj mekanisme dalam UUNo.25/ &

2007, yang artinya ditangani oleh PTSP BKPM (Pasal 37 ayat(3).

(Catatan : Ini berarti bahwa hingga diterbitkannya Peraturan
f’claks;m:mnyaTcntangTatacaxaPelayananTerpaduSatuPinm,makasemua =

permohonan tersebut tertunda penanganannya. Kalau diterbitkan juga

2 Hukum Penanaman Modat palam Teori dan Praktik

persetujuannya misalnya oleh BKPM saat ini, maka otomatis menjadi tidak
mempunyai kekuatan hukum). :

Apakah Peraturan Pelaksanaan yang lama yang bersumber pada UU
PMA/PMDN, masih dapat digunakan, apakah tidak bertentangann dengan
jiwa UU No. 25 tahun 2007?. Ketentuan Peralihan pasal 37 UU No. 25
tahun 2007 menyatakan, “ Semua ketentuan peraturan perundangan yan g
merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1/1967 Jo.No. 11/1970
dan UU No.6/1968 JoNo.12/1970, dinyatakan (etap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang bary
berdasarkan undang-undang ini”,

3. Beberapa Istilah

*  Tempatdariusaha, dimanapun di Nusantara inj dan bisq berada diluar
negeri tetapi masih merupakan usaha penanaman modal berasal dari
NKRI, baik sepenuhnya maupun joint dengar pengusaha setempa.
Modal Asing, didalam pengertian otentik undan g-undang ini, telah
mengkatagorikan semua perusahaan nasional di Indo nesia yang ada
sahdm asingnya, menjadi perusahaan nasiona Yang benmodalkan asin g,
ini Ihendapat perlakuan yang sama. Akj batnya, tidak perly lagt ada
pengertian Perusahaan Asing atau domestik, yang ada adalah
Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional yang bermodalkan asin g,
disamping Perusahaan Nasional yang bermedalkan dalam Negeri,
Terhadap Perusahaan asing tentunya tetap dikenakan perlakuan yang
berbeda.
Penanam Modal, siapapun baik WNI maupun WNA tidak
diperlakukan berbeda, terkecual; ada undang-undang yan g mengatur
lain. Jadi tidak ada istilah PMA dan PMDN lag;j. Pertanyaan apakaly
WNA perorangan dapat menanamankan modalnya di Indonesia?
Bentuk Usaha, semua terbuka bagi Penanaman Modal kecuali yan g
dinyatakan tertutup dan terbuka den gan persyaratan, diatur dengan
Peraturan Presiden (Pasal 12 ayat (1) dan dapat dilakukan olch
perorangan, dapat badan usaha/Pemerintal Asing. Khusus Asing yan g
menghendaki fasilitas wajib berbentuk Perscroan Terbatas.
Mengenai Izin Usaha, mengingat beberapa undan g-undang sektora)
telah mengatur mengenai perizinan usaha dj bidangnya, dan hin gga
kini masih dipandang berlaku, sekal ipun kewe nangannya kini telah
diserahkan kepada pemerintah daerah, maka aturan pakoknya dari
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Uindang- undang tersebut masih diperlakukan, chenanga:mya tetap
seperti telah diatur oleh UU Pemerintah daerah No, 32 Tahun 2004, §
Oleh karena kewenangan perizinan itu oleh Bupati alikota, dapat
didelegasikan kepada bawahannya (tidak kepada di lyar itu) yang
ditugaskan menduduki desk di dalam PTSP BKPM. .

4. Posisi BKPM
Peraturan Presiden yang terakhir No.38 tahup 2007, melihat mater; I
Yang diaturnya begity luas, maka tampak sekali bahwa BKPM takut
kehilingan * pamor’-nyadalam menangani perizinan, menunjukan bahwadirinya
st Kutasa (scbetulnya tidak demikian, BKPM masih tetap mempunyaj peran
penting yang cukup luas). Peraturan Presiden ini (yang bersumber darj Pasal
S0ayat (7) UU No. 25 tahun 2007) materi yang diatur, adalah Perihal bidang
usiha schagaimana dimaksud dalam Pasa] 30ayat (7) itu adalah jenis industrj
yang khusus, bukan yang umum. Apa yang khusys ini mau dj umumkan?
Sebenarnya yang pertama harus diterbitkan setelah diundangkan UUno. 25
tahun 2007, adalah Peraturan Presiden tentang existensi BKPM dengan tugas

tertutup dan terbuka dengan syarat,
Kemudian urutannya adalah Perauran Presiden tentang Pelimpahan
kewenangan Presiden kepada BKPM dajam melaksanakan Pasal 30 ayat (7).
Mengapa diusulkan demikian, sebab dengan berlakunya UU No, 25
tthun 2007 scbenatnya semua kewenangan kerjaBKPM, yuridis formal sudap
tidak ada, Undang—undang hanya menunjukican BKPM yang mempunyai tugas
dan lungsi sesuai Paga] 28jo Pasal 29 Uy No. 25 tahun 2007,

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik darj UUPM No. 25 Tahun
2007 ialah :

I." Beberapa Perbedaan antara Uy No. 25/2007 dengan UU PM4 | '

dan PMDN,

Berikut inj perbedaan-perbedaan Yang pokok dari Pengaturan tentang j
Penanaman Modal dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007,
dibandingkan dengan UU tentang PMA dan PMDN yang lalu ;

2¢ Hukum Penanaman Modal patan Teori daw Praktik '

1. Tidak ada pengertian PMA day PMDN. yang selama jpj
merupakan dua Perusahaan Nasional ya ng berbeda asa)
permodalannya, Yajt, berasal dari modal asing dan dari Moga] dalam
Negeri, yang dalam kedua Undang-undan 2 PMA dan PMDN
ditetapkan artj otentik dari kedua Jenis modal tersehu, Sebagaimana
diketahui di masa berlakunya kedua undang-undang tersebut
perusahaan yangbergerak di tanah rini yang melandaskan pada

ya sendiri-sendiri, adalah shb;

Perusahan Nasiona]

1. yang bermodalkan dalam negeri (miijk warga negara
Indonesia) tanpa memperolch fasilitas Penanaman Modal
(dikenal Non-PMA Non PMDNj

2. yangbermodal dalam negeri (milik warga Negarg Indonesia)
dengan memperoleh fasiltas Penanaman Moda) (dikenal
sebagai Perusahaan PMDN):

3. yang bermodalkan asing (milik Warga negara asing mumj
atau campuran dengan WNJ) dengan memperoleh fusilitag

. (dikenal sebagai Perusahaan PMA);

b, Sempat ada pengertian Perusahaan Asin £ Domestik (dimiiik;
olehasingyang mempunyai keterangan kependudukan ving
omisili di Indonesia, dij bidang perdagangan telah diakhir
kegiatannya tanggal 31 Marct 1977
Perusahaan nasjona] yang bermodalkan dalan, negeri (milik wargg
negara indonesia), dapat memperoleh fasilitas ; juua yang bermodalk.n
seluruhnya/sebagian assing, dapat memperolch fasilitag;

*  Perusahaap Asing yang bermodalkan seiuruhnya asing tanpa
memperoleh fasilitag penanaman moda], beroperasi dj Indonesiy
melaluj perwakilannya dan kegiatannya diqy, olch Menperda Q.
Sebelum UU No. 25 tahun 2007 dikenaj Perusahaan PMA . pp DN,
Non-PMA dan PMDN., Setelah Undang-undan g No. 25 tahun 20017
diberlakukan, hanya ada Perusahaan asing day, Perusahaan nasiong]
yang bermodalkan dalam negeri, yang bermodalkan Campuran atay
seluruhnya asing, ketiga jenis perusahaan nasiony) tersebut (i
perlakukan sama dalam hak dan kewaji bannya. Han Yapcrusahaan
asing yang seluruh modalnya dikuasai asing yang sclurul modalinya
dikuasaj asing kegiatannya djatyr dengan peraturan menteri
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[
.

Undang-undang No. 25 tahun 2007 hanya membedakan ¥
Perusahaan nasional dengan perusahaan asing saja, perusahaan.
nasional bisa dimiliki oleh orang/pihak asing, Sementara itu, perusahaan § ¥
asing hanya dapat buka perwakilannya di Indonesia, djatyr oleh &

Menteri perdagangan,

Sebelum UU No. 25 tahun 2007, Perusahaan Non-PMA dan Nop. B

PMDN ditangani olehmasing-masi

BKPM (termasuk perijinannya),

Menurut UU No. 25 tahun 2007 Semua urusan Penanaman Moda]

pPenangannya dilayani melaly; pelayanan Terpadu Saty Pintu (PTSP)
BKPM, dengan pengecualian : perusahaan nasjonal yangbermodalkan

dalam negeri tidak memerlukan fasilitas, jnj tetap dilayani oleh &
Pemerintah Kabupaten/Kota, terkecualy jika temyata kemudahan |
perusahaan texsebutmmginginkmﬁsilitas,hamsmmghiﬁlﬁ;gi’m?’ %

perorangan maupun dalam suaty bentuk usaha, may melakukan =
penanaman modal sekeci] apa pun asal memerlukan fasilitas mesti

melalui“PTSP” BKPM. Jadi perlujugabatasan yangotentik mengenaj
Penanaman Modal, ‘

2007, BKPM hanya berfungsi dan bertugas sesuai Pasa] 28ayat(1)

Hukum Penanaman Modaj Dalamt Teori dawn Praktik

!

. Sementara itu, Pasal 28 ayat (2), menyatakan selain tugas
koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman mods L BKPM juga
melaksanakan pelayanan penanaman moia] berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Menuru Pasal 20 ayat (2) kepada
lembaga atau instasn; yang melakukan pelayanan T crpadi Satu Pinty
(PTSP), diberikan kewenangan perizi nan/non-perizinan dari instans;
Pusat maupun daerah yang berwenang.

Dari apa yang dikemukakan di atas maka dapat ditwrik kesim pulan shb
Dalam pelaksanaan UU No, 25/2007 Penanaman Modal. RK PM bertugas :
" Melakukan koordinasj pelaksanaan kebijakan yan gmeliputi (lihat ayat
(1) Pasal 28);
L. mengkaji.mengusulkan kebj jakan pelayana penanaman moda) -
2. menetapkan norma, standar dan prosedur plaksanaan kegiatan dan
pelayanan penanaman modal ;
3. -mengembangkan peluang dan potensi Penanaman modal di dacrah
dengan memberdayakan badan usaha ;
4. membuat Peta penanaman modal Indonesia :

mempromosikan penanaman modal ;

6. mengembangkan sektor usaha pPenanaman modal melalui pembinaan
penanaman modal, antara Jajn meningkatkan kemitran, meningkatkan
daya saing, menciptakan persain gan usaha vang sehat, (an
menyebarkan informas; yang scluas-luasnya dalam lingkup
penyelenggaraan penanaman modal ;

7. membantu penyelesaikan berbagai hambatan dan konsultasi
Permasalahan yang dihadapi penanam modz] dalam menjalank an
kegiatan Penanaman modal ;

8. mengkoordinasikan Penanam modal dalam negert yang menjalankan
kegiatan penanaman modalnya di luar wi layah Indoncsia.

“

Melaksankan pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (UU No. 25 tahun 2007), berarti bahwa BKPM
di samping mengikuti ketentuan perundang-undangan dalam ha perizinan
sektoral juga Wwajib mendasarkan pada Pasal 28 ayat (1) butir j, yaiy
mengkoordinas; danmelaksanakan Pelayanan terpadu sary | ’intu (PTSP).
Presiden dalam ha] kewenangan pemerintaly yang mengatur pelimpahan
pelaksanaan kewenangan perizinan kepada menter; terkait, seperti terjadi
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. Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal sesuai UU No. 25

Packa PP No. 17 tahun 1986 dan menteri tersebut melimpahkan kembalj 3%
hepada BKPM (sepanjang perusahaan nasional yang bermodalkan asing/ &
perusahaan nasional yang memerlukan fasilitas), dapat Juga ditempuh ;
Presiden langsung melimpahkan kepada BKPM, sebab BKPM sekarang {
wudah lembaga non-departemen yang independen. ‘
Discktor Perdagangan sebelum berlakunya UU No. 25 tahun 2007,
ada kewajiban yang diterapkan berbeda kepadaPerusahaan Nasional §
yang schahagian modal sahamnya dikuasai asing. Dengan berlakunya UU 8
No. 25 tahun 2007 maka ketentuan itu tidak lagi berlaku, sebab semua -§§
perusahaan Nasional harus diperlakukan sama, Jadj kalau wajib STUP §§
maka semua wajib memperoleh STUP yang sama. Tidak ada istilah STUP 1
niska semua wajib memperoleh STUP sebagaimana telah dilimpahkan 1 ‘:
kewenangannya oleh Deperdag, bagi PMA dan PMDN, Secara hukum 1
(+anrectswege), ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, Bagaimana
£ 1 No. 25 tahun 2007 mengatur dalam hal non-perizinan misalnya
ketenagakerjaan, pajak, bea cukai?

tahun 2007

* Dapat dilakukan oleh pemerintah dan bisa dilakukan oleh Pemerintah
Dacrah. Kriterianya ditetapkan dalam Pasal 30.
Hal yang disclenggarakan pemerintah adalah kewenanganatasbidang
yang ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (7). Pemerintah akan
menyelenggarakannya sendiri, atau mendelegasikan kepada Gubernur
alau menugasi Pemerintah Kabupaten/Kota, lihat Pasal 30 ayat (8).
Hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan
penyelenggaraannya, masih harus tunduk pada aturan yang ditetapkan
UU No. 25 tahun 2007, mengenai PTSP.

Miengenai pembagian urusan pemerintah di bidang penanaman modal inj

akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktik | :

BAB il
PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

A. Pengertian Modal Asing dan Penanaman modal Asing

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian mengenai
modal asing, yaitu : “uang atau barang yang dupar dipergunakan untuk
menghasilkan sesuatu dari suaty bangsa (negara) asing vang ditanambkan
dalam suatu negara denganmaksud untuk memperolelt keuntungan.

Pengertian Modal Modal Asing menurut Pasal | ayat 8 ULIPM
Nomor 25 tahun 2007 adalah :

“ Modal Asing adalah modal yang dimiliki oloh negara asing, dan utau
badan hukum Indonesia yang sebagian atau selurul modalnya dimiliki
oleh pihak asing”, '

Apabilakitg mengkaji definisi diatas, pemilik modal asing dapat dikategorikan

* menjadi limamacam, yaitu :

-Negara Asing, yaitu negara yang berasa; dari lyar negeri, vang
menanamkan investasinya di Indonesia.

Perseorangan warga negara asing, yaitu perscoran gan warga negara
asingmerupakan individu Juar neger yang menanamkan investasi nva
di Indonesia.

Badan Usaha Asing, yaitu badan usaha yang merupakan badan us:iha
yang tidak berbadan hukum.

Badan Hukum Asing, yaitu badan hukum yang dibentuk berdasark an
pada peraturan Perundang-undangan atan Act yang berlaku dj
negara-negara asing tersebut.

Badan hukum Indonesia yang sebagian aiau scluruh modaln va
dimiliki oleh ihak asing, yaitu badan hukum yang berkedudukan di
Indonesia, namun modal badan hukum tersebut scbagian atau
seluruhnya dimiliki oleh pihak asing 2

** Sudarsono, Karmus Hukum, Rineka, Jakarta, 2007, him 279
* Salim HS dan Budi Sutrisno, Op Cit, him.151.
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Pengertian PMA dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
terdapat didalam Pasal 1 angka 9, yaitu ; '
hagedan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baikyang

mengeunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan §

dengan penanam modal dalam negeri,"”

Kegiatan menanam modal merupakan kegiatan untuk memasukkan | 4
maodal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha, Kegiatan §
penanaman modal ini dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang §

mengeunakan modal asing sepenuhnya atau modal asing berpatungan
merupakan modal asing dengan Penanaman Modal Dalam Negeri. Modal
asmz vang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Modal asing
vany berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan
Penanaman modal Indonesia, yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing maksimal
"5 persen sedangkan pihak penanaman modal Indonesia, minimal modalnya
S persen. o

Mcnurut M. Soernarjah definisi Penanaman Modal Asing adalah
transter of tangible or intangible assets from one country to another
forthe purpose of use in the country to generate wealth under the total
o parital control of the owner of the assets,” 3

Penanam Modal Asing adalah transfer modal, baik yangnyata maupun
vang tidak nyata dari suatu negarake negara lain, tujuannya untuk digunakan
di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari
oemilik modal, baik secara total maupun sebagian. Dalam definisi ini,
Penanaman Modal Asing dikonstruksikan sebagai pemindahan modal dari
Hegara yang satu ke negara yang lain, dengan tujuan penggunaannya mendapat
Keuntungan,

“ Ibid, hlm.148-149

" Soemarjah M, The International Law On Foreign Invesment, Cambridge
Umiversity Press, United Kingdom, 2004, hlm.7.

“'Ismail Sunny dan Rudioro Rochmat, Tinjauan dan Pembahasan Undang-

widing Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Pradnya, Jakarta, 1967,
HITTRIREY
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B.Teori-teori yang Mewmpengaruhi Penanaman Modal Asing

Pada dasamya, Negara-negara yang scdang berkembang sangat
membutuhkan investasi, khususnya investasi asing, T ujuan investasi ini adalah
mempercepat laju pembangunan di negara terscbut. Pada umumnya, yan g
memiliki modal atau investasi adalah negara-negara yang sudah maju. Ada
dua teori yang menganalisis faktor penycbab negara maju menanamkan
investasinya di negara berkembang.

1. The Product Cycle Theory;*

The Product Cycle Theory atau teori siklus produk inj dikembangkan
Raymond Vernon. Teori ini paling cocok diterapkan pada investasi asing
secara langsung (foreig-direct investment) dalam bid:ing manufacturin <, yving
merupakan usaha ekspansi awal perusahaan-perusahan Amerika atau dischut
juga investasi horizontally integrated, yaitu pendirian pabrik-pabrik untuk
membuat barang-barang yang sama atau serupa di mana-mana.

The Product Cycle Theory atau teori siklus produk din vatakan bahwa
setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase yaitu -

- Fasépertama, fase permulaan atau inovas; :
- Fasekedua, fase perkembangan proses :
- Faseketiga, fase pematangan atau fasc standarisasi

Dalam setiap fase tersebut, berbagai tipc perekonomian Negara
mempunyai keunggulan komparatif (acomparative advaniage),

Fase pertama cenderung bertempat di negara atau negara-negiira
industri maju,

Fase kedua, proses manufacturing terus berkemban gdan tempat
produksi cenderung berkembang di Negara-negara maju lainn ya.

Akhirnya, dalam fese ketiga, adanya standarisasi proscs
manufacturing memungkinkan peralihan lokasi-lokasi produksi ke Negara-
negara yang sedang berkembang, terutama negara-negara industri baru (Vew:
Industrilizing Countries) yang mempunyai keunggulan komparatifberupa
tingkat upah rendah. Produk-produk dari negara-negara berkembang ini pula
yang diekspor ke pasar global, Selanjutnya adanya kombinasi antara produk-
produk yang distandarisasi, teknik-teknik produksi dengan kehadiran tenaga

* Erman Rajagukguk, dkk, Op Cit, hlm, 3-5.

Hukum Penanaman Modat patan Teori dan Pralketik o



keraemurah membuat Negara-negara industri baru tersebut menjadi negara-
nearsumber produk dan komponen industri yang sangat penting,

2.The Industrial Organization Theory of Vertical Integration ;*
Teort ini paling cocok diterapkan pada new multinationalism

(multinasionalisme baru) dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal,{

Menurut teori organisasi industri integral vertikal, investasi dilakukan:
dengan cara integral secara vertikal, yaitu dengan menempatkan beberapa
tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. i

Motivasi utamanya adalah :

I untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah ; .

- kebijaksanaan pajak lokal ;

3. untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, _
Artinya dengan investasi di luar negeri, ini berarti perusahaan-perusahaan

multinasional tersebuttelahmaintangikedatangmpmm&pmaingdminegam-

ncgara lain schingga monopoli dapat dipertahankan. Selanjutnya menurt §

Pandji Anoraga ada 4 (empat) teori yang menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi penanaman Modal Asing. Keempat teori itu adalah; :»
. Teori Alan M. Rugman
Alan M. Rugman menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing
dipengaruhi oleh variable lingkungan interalisasi. Tiga jenis variable
lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu ;

a. ekonomi
b.  non ekonomi dan
C. pemerintahan,

Variable ekonomi menyusun suatu fungsi produksi keseluruhan |

suatu bangsa yang didefinisikan meliputi semua masukan faktor yang
lerdapat pada masyarakat, Variable non ekonomi yang dimaksudkan

dalam hal ini adalah kondis; budaya dan sosial masyarakat suatu negara. | |

Dalam kenyataannya, setiap negara sesungguhnya mempunyai faktor
spesifik negara yang khas, tidak ada dua faktor ekonomi dan non
ckonomi nasional yang identik.

b, him, 5-6.
“Pandjr Anoraga, Op Cit, hlm. 50-69,

Hukum Penanaman Modal patam Teori dan Praktik -

Ketiga adalah variable Pemerintah. Set iap bangsa mempunyaj
kekhususan merek politisnya sendiri. Para politisi mencerminkan fuktor
spesifik lokasi bangsa dan bahkan menambahkan dengan suatu cara
khusus. Selalu terdapat keragaman dalam can ipur tangan Pemerintah
dalam bisnis Internasional.

Variable lain yang mempengaruhi dalam Penanaman Modal Asing adalah
variable internalisasi, yaitu keunggulan intcrnal vang dimiliki oleh
perusahaan multinasional.

2. Teori John During

John During menjelaskan faktor-faktor yang mempengari:hi
Penanaman Modal Asing melalui teori rancangan cklektis. Teori
eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang
diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam
Penanaman Modal Asing. Ketiga persyarakat itu, meliputi
keunggulan spesifik perusahaan, keunggulan internalisasi, dan
keunggulan spesifik negara.

3. Teori David K. Eitemen
David K.Eitemen mengemukakan tentang Penanaman
Modal Asing. Ada tiga motif yang mendasari Penanaman Mocdla]
Asing, yaitu :
a. motifstrategis;
motifperilaku ; dan
motifekonomi.
Dalam motifstrategi dibedakan dalam hal
mencari pasar ;
mencari bahan baku ;
mencari efisiensi produksi ;
mencari pengetahuan ; dan
. mencari keamanan politik.

Motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan cksternal dan yang
lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atay
kelompok motif ekonomi merupakan motifuntuk mencari ket intungan dengan
cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham

perusahaan,

oo

RO O
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[Misamping teori Sornarajah telah mengembangkan middle path
feory atau teori jalan tengah. Teori ini berupaya mendamaikan adanve
polarisasi dari dua teori yang saling bersilangan, yaitu teori klasik (classical
theorv) yang berpendapat bahwa semua Penanaman Modal Asing baild
silutnyva dan teori yang kedua, yaitu teori ketergantungan (depend theory,

yang beranggapan bahwa semua Penanaman Modal Asing bersifat]
meiibahayakan

b Pemerintah negara penerima modal adalah pemerintah yane
Bngizinkan penanam modal asing untuk menanamkan modal di negaranya.
#Dalam melakukan penanaman modal di Negara Asing, Penanam Moda |
A ing dalam menanam modal diwajibkan mengikuti hukum vang berlak
byaitu hukum negara di mana modal itu ditanamkan.
A Hak dan kewajiabn penanam modal, khususnva penanam modal asine
ktelah ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 13
iUndang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Tentang
Penanaman Modal. Hak Penanam Modal, berlaku untuk Penanam Mod
bdalam negeri maupun Penanam Modal Asing, yaitu :
82. Mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak vang diinginkannva ;
b. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valute asing. Hak transfer
merupakan suatu perangsang untuk menarik penanam modal asing.
Repatriasi (pengiriman) dengan bebas dalam bentuk valuta asing, tanpa
ada penundaan dari yang didasarkan perlakuan nondiskriminasi, sesuz:
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hak transfer dan
repatriasi ini, meliputi :
1). Modal;
2). Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendepatan lain
3). Dana-dana yang diperlukan untuk :
- pemblian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atar
barang jadi, atau
- penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi
kelangsungan hidup penanam modal,
4). Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal.
5). Dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman,
6). Royalti atau biaya yang harus dibayar,
7) pendapatan dari perseorangan warga Negara Asing yang bekerja
dalam perusahan penanaman modal,
8). Hasil penjualan atau likuaidai penanaman modal,
9). Kompensasi atau kerugian,
10). Kompensasi atau pengambialihan,
11). Pembayaran yang dilakukan dalam rangka,
a. bantuan teknis,
b. biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen,
¢. pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyck, dan.
d. pembayaran hak atas kekayaan intelektual

i!

Apabila kita perhatikan kondisi Indonesia saat ini, investasi
wsing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena dapat membantu;
Kita dalam meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan
perekonomian masyarakat serta pendapatan asli daerah. Dengan

demikian, teori klasik dapat diterapkan dalam rangka mendatangkan
mvestor asing ke Indonesia.

]
il

-tk dan Kewajiban Penanam Modal Asing

Penanaman Modal Asing adalah pihak yang paling menentukan dalam
penanaman modal asing (investor asing) dengan pemerintah negara yang
mencrima modal. Pengertian penanam modal asing menurut Pasal 1 angka6 |
“ndang-undang Penanam Modal asing Nomor 25 Tahun 2007, yaitu :
‘perscorangan warga negara asing, badan hukum asing dan atau |
pemerintahan asing yang melakukan penanaman modal di wilayah i
Negara Republik Indonesia.

Negara pemilik modal akan memilih tujuan investasi mereka.
Motiforang menanamkan modalnya diluar negeri adalah mencati bahan 1
mentah atau komoditi perdagangan, ini terutama dilakukan oleh negara-
hegara miskin akan sumber daya alam. Bagi negara tuan rumah, -
penanaman modal semacam ini sangat menguntungkan karena membantu

negara mengeksploitasi sumber daya alam yang masih belum
dimanfaatkan.?

" Huala Adolf, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan
Internasional (WTO), Jakarta, Rajawali, 2004, him. 8-9.

" Salim HS dan Budi Sutrisno, Op Cit, him. 205.
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Fh o Hasil penjualan asset
Hlak i tidak mengurangi kewenangan pemerintah untuk :
1). Memberlakukan ketentuan perundang-undangan yang
mewajibkan pelaporan pelaksanaan trasfer dana, dan

b). Iak pemerintah untuk mendapatkan pajak dana/atau;

pendapatan pemerintah lainnya dari penanaman modal,

¢). Menggunakan tenaga ahli warga Negara Asing untuk Jjabatan:
dan keahlian tertentu,

). Mendapat kepastian hak, hukum dan perlindungan,

©). Informasi yang dibuka mengenai bidang usaha yang
dijalankannya,

D. Hak pelayanan,

=) Berbagai bentuk fasilitas kemudahan,

Kcwajiban penmamanmodal,khususnyaPMAtelahditennﬂcandaIam 3

Pasai 15 UL PM No. 25 tahun 2007, yaitu :
‘ menerapkan prinsip tata kota yang baik,
b. meclaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan,

¢ membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan

menyampaikan kepada BKPM,

d menghormati tradis; budaya masyarakat sekitar lokas; kegiatan usaha |

penanaman modal, dan
¢ mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan,

Sclain hak dan kewajiban itu harus ditaati oleh penanam moda] |
Khususnya PMA, penanam modal jugamempunyai tanggung jawab lainnya, |
“anggung jawab ini adalah suatu keadaaan menanggung segala sesuatu yang |

berkaitan dengan penanaman modal, Tanggung jawab ini ditentukan dalam

Pasal 16 UUPM No. 25 tahun 2007, terdapat 6 (enam) tanggung jawab

penanam modal, yaitu :

4. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dankerugian jika
penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan §
kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan perundang-

undangan;
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¢. menciptakan iklim usaha yang schat. mencegah praktek monopoli
dan hal lain yang merugikan negara;
menjaga kelestarian lingkungan hidup;
menciptakan keselamatan, kesehat . kenyvamanan dan
kesejahteraan, pekerja, dan

£ mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan artinya bahwa PMA
yang menanamkan modalnya di Indonesia tidak hanya mematuhi peratiran
perundang-undangan di bidang penanaman modal, tetapi juga di bidang lainnya,
seperti ketentuan dalam Perseroan Terbatas (PT), laran gan praktik monopoli,
dibidang lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan negara dan lain-lain,
Apabila Penamanam Modal Asin g (PMA) melanggar peraturan perundang-
undangan, maka dapat dikenakan sanks;. Sanksi itu dapat berupa sanksi
pidana, perdata dan administrasi.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum
asing yang telah melakukan perbuatan pidana. Sanksi perdata merupakan
sanksi yang dijatuhkan kepada PMA yang telah melak ukan perbuatan melawan
hukum atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam konrak.
Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum
asing, yaitu dengan cara mencabut izin yang telah diberikaan ke badan hukum
asing tersebut.’® Dalam UUPM No. 25 Tahun 2007, pengaturan terhadap
sanksi yang dikenakan bagi PMA yang melanggar peraturan perundang-
undangan terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Sanksi ini mengatur mengenai
sanksi administratifbagi PMA yang melanggar Peratwan Perundang-undangan
yang berlaku.

b. Bentuk Kcrja Sama dalam Penanawian mModal Asing

Penanaman Modal Asing (PMA) dalam melaksanakan kegiatannya
di Indonesia dapat melakukan penanaman modal dengan bentuk kerja sama,
baik itu PMA bagi yang bekerja sama dengan pemerintah, badan hukum.
maupun perseorangan. Ketja sama antara modal asin g dan modal nasional di
atur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 UUPMA no. | tahun 1967. Dalam Pasal
23 ayat (1) ditentukan bahwa dalam bidang-bidang yang terbuka bagi modal
asing dapat diadakan kerja sama antara modal asing dan modal nasional.

* Ibid, him.213.
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Dalua kepustakaan hukum, kerja sama ini disebut dengan perjanjian patungan |
ataw kentrak joint venture,® :

Menurut AAG. Peter dan Siswosobroto terdapat pengertian yang
mengeniukakan bahwa kontrak joint Venture adalah : ’
“swatu kontrak antara dua perusahaan untuk membentuj suatu

perusahaan baru. Perusahaan baru inilah yang kemudian disebut |
perusahaan joint venture” 40

Erman Rajagukguk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan
jointventure agreement adalah : ‘
“suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal
nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontraktual)” *! :
Definisi-definisi tersebut memiliki inti yang sama mengenai joint venture 4
merupakan ; 7

o Kerja sama antara modal asing dan modal nasional ;

b. Membentuk perusahaan baru, antra pengusaha asing dan pengusaha |

nasional ;

¢. Didasarkan pada kontraktual,

Perusahaan baru merupakan perusahaan yang dibentuk antara
pengusaha asing dan pengusaha nasional, Semula pengusaha asing mempunyai
nima perusahaan sendiri dan pengusaha nasionnal juga mempunyai nama
perusahaannya sendini-sendir. Keberadaan kontrak joint venture dalam PMA,
mempunyai arti dan manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak.

Dalam UU Nomor 25 tentang Penanaman Modal tidak ditentukan
bentuli-bentuk kerjasama dalam Penanaman Modal Asing. Namun secara
umun: bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam rangka kegiatan
Penanuman Modal Asing di Indonesia, yaitu: 2 ;

" Ibid, hlm.206

" Peter, AAG dan Siswosobroto, Hukum dan Pembangunan Sosial, Sinar
Huparen, Jakarta, him.10.

" Erman Rajagukguk, dkk, Op Cit, hlm.200.

! 1. Joint Venture

Dari sudut ekonomi, Joint Venture adalah suatu persctujuan diantara dua
pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Silah
satu contoh adalah perjanjian kerjasama antara Van Sickle Associaties
Inc (suatu badan hukum yang berkedudukan di Delaware Amerika
Serikat) dengan PT. Kalimantan Playwood Factory (Badan Hukum
Indonesia) untuk bersama-sama mengolah Kayu di Falimatan Selatan,
Kerjasama yang disebut “Contract of Cooperation”
membentuk suatu badan hukum bary.

Sunaryati Hartono merumuskan Joint Venture merupakan Kerjasama
antara pemilik modal asing dengan pemilik modal Nasional semata-mata
berdasarkan suatu perjanjian belaka (contractu-l). *

i tidak

2. Joint Enterprise

Joint Enterprise adalah suatu perusahaan yang berhentuk badan
hukum antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional.
Joint Enterprise merupakan modal yang dinyatakan dalam valuta
asing. Dengan kata lain, kerjasama dalam bentul Jointenterprise
adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal asing denan
pemilik modal nasional yang dituangkan dalan hukum Indonesia,

|

Kontrak Karya
Kontrak karya adalah kontrak kerjasama antara moda] asing dencan
modal nasional yang terjadi apabila Penanaman Modal Asing

’

membentuk suatu badan hukum Indonesia. dan hadan hukum in
mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum Ving
mempergunakan modal Nasional. Bentuk Kerjasama kontrak Karva ini
biasanya hanya terdapat dalam rangka kerjasama antara perusahaan
negara dengan Penanaman Modal Asing, seperti misalnya kontralk karya
Pertamina dengan PT, Caltex Pasific Indonesia.

Production Sharing
Production Sharing adalah suatu bentuk kerjasama berupa perolehan
kredit dari pihak asing yang pembayarannya termasuk bunganya

“ Amrizal, Hukum Bisnis Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori
din Prokrek, Pradnya Paramita,Jakarta, 1999, him.86.
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¢ Modal Asing di Indonesia, Binacipta, Bandung, 1997, hin. 129,
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criahukan dari hasil produksi perusahaan yang bersangkutan, yang
Prasanva dikaitkan dengan suatu ketentuan mengenai kewajiban 4

Perusihaan Indonnesia tersebut mengekspor hasilnya ke negara 3
pemberi Kredit.

S Penanaman Modal dengan DICS-Rupiah

Penanaman Modal dengan DISC-Rupiah inj dilakukan dalam rangka 4
Penanaman Modal Asing yang merupakan bentuk Ccampuran antara §

hreditdengan penanam modal, Pada Debt Investment Convertion

Scheme-Rupiah (DICS-Rupiah), kredit yang seharusnya dikembalikan

pada kreditornya diluar negeri setelah jatuh tempo, selanjutnya oleh

pihak Indonesia kemudian diubah menjadi Penanaman Modal Asing -

di Indonesia atau disebut juga sebagai kredit Penanaman Modal
dengan Rupiah (DICS-Rupiah).

6. Portofolio Investasi

Mecrupakan penggabun gan modal asing dengan modal nasional. Cara
ini banyak dilakukan oleh pengusaha nasional darj golongan non-
pribumi atau keturunan Cina dan dilakukan secara diam-diam sehingga

sukar sekali untuk mempunyai data dan angka-angka yang pasti
mengenal kerjasama inj,

© Pentul Badan usaha dan Bidang Usaha Penanaman
Modal Asing

Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan PenanamanModalAsing diatur
dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Asing, yaitu :

“Penanaman Modal Asing wajib dalam bentu Perseroan Terbatas
berdasarkan Hukum Indonesia dan berkedudukan dj wilayah Negara
Republil Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang

Unsur yang melekat dalam ketentuan ini meliputi ;

it Bentuk hukum dari Perusahaan Penanaman Modal Asing adalah Perseroan
Terbatas (PT) :

b. Didasarkan pada Hukum Indonesia;
Beriedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
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Perseroan Terbatas diatur dalam UU No. 40 Talun 2007. Pengertian
Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalal - |
“badan hukum yang merupakan Persekutvan Modal, didivikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha (z'c"ng(ur modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memoemi persvaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksananya”,

Salah satu syarat dari badan hukum asing untuk menjadi Perseroan
Terbatas adalah badan hukum asin g itu harus melakukan kerjasama den zan
badan hukum domestik. Kerja sama antara bad:n huk um asing dengan
badan hukum domestik dituan gkan dalam kontrak Joint Venture.

Bidang Usaha dalam Penanaman Modal Asing diatur dalam Pas;.l 12
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang I’cnamm:m Modal, yaitu ;
(1).Semua bidang usaha atau Jenis usaha terbuka bagj kegiatan Penanaman

Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup

dan terbuka dengan persyaratan : .

(2).Bidang usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal Asing adalah :

a. Produksi senjata,mesiu,alat peledak, dan peralatan perang dan.
b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan
undang-undang, '

(3). Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden m .‘I]L‘I{l}‘lki!l] bidang u.::ma
yang tertutup untuk Penanaman Modal, baik asmg maupun dalam
negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, l_\-chu dayaan,
lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional . scrta
kepentingan nasional lainya.

(4).Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan terbuka
dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang .Crll!lll[) dan vang
terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan
Peraturan Presiden.

(5)-Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka LL:H gan persyaratan
berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan
pengembangan usaha mikro, kecil ,menengah dan k()pCI‘llS],-p'E!n gawasan
produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknolog, partisipasi mnldal
dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk
Pemerintah.
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Pradam ki lannya dengan hal ini, pada tanggal 27 Desember 2007
Pemenntah telaly mengeluarkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007
leniang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang
Dalti Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan
Persvaratan di Bidang Penanaman Modal.

b lenaka waktu Penavaman Modal Acing

Tangka waktu dalam UUPM Nomor 25 tahun 2007 tidak diatur
dengan jelas. Oleh karena ity Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994
fntane Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka
Heniman modal masih tetap diberlakukan karena belum terdapat peraturan
HirEng mengantur mengenai jangka waktu penanaman modal. Jangka
+antini diatar dalam Pasal 3 PP No. 20/ 994 dan telah ditentukan bahwa
Lepada perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA diberikan izin untuk
smzkawakiu 30 (tiga puluh tahun) terhitung sejak perusahaan berproduks;
Lomersil, Tahap cksploitasi, studi kelayakan, dan konstruksi belum
Ciperhitungkan mulag berlakunya izin usaha, namun bary mulai diperhitungkan
=telah perusahaan melakukan kegiatan produksi secara komersial.
Perusahaan asing yang telah mendapatkan izin untuk melaksanakan
-trbannya dapat memperbaharu izin usahanya apabila telah habis,
L aroanjangin izin usaha ini akan diberikan selama 30 (tiga puluh) tahun dengan
Aperusahaan masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi
perckonomian dan pembangunan nasional,
langka waktu dimiliki oleh PMA dalam melaksanakan kegiatan dapat
berakhir izinnya, hal ini dikarenakan :

I Jangka waktu izin Yyang telah diberikan kepada penanaman modal telah
berakhir, maksudnya jangka waktu yang telah diberikan selam 30 tahup

thu telah habis, dan perusahaannya tidak memperbaharui atay
nemperpanjangnya, maka demi hukum Jangka waktu PMA itu berakhir,
Dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah, yaitu pembatalan inj dilakukan
olch pejabat yang berwenang, Faktor penyebab pembatalan izin ini adalah
karena PMA telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan,
baik tercantum dalam izinnya maupun yang terdapat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, Sebelum melakukan pembatalan,
pemerintah harus melakukan teguran atau somasi kepada perusahaan PMA
minimal tiga kali dan teguran itu tidak diindahkan oleh PMA.
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3. Bataldemi hukumy, yaitu batalnya atau tidak berlakuny izin yangdiberikan
kepada PMA karena ditentukan oleh hukun ity sendiri. Maksudnya,
apabila PMA tidak melaksanakan Kegiatan dalam henguk nyata, haik
dalam bentuk administrasi maupun fisik dalam jangka wak 3 (tiga) tthun
(bagi proyek baru) dan untuk proyek perluasan dalam jangka wak 1y 2
(dua) tahun sejal dikeluarkannya izin tiduak meliksanakan kegiatannya
Secaranyata, maka izin PMA terschut batal demi hukum,



Hukum Penanaman Modal dalam Teori dawn Praktik

BAB IV
PELUANG DAN POTENSI INVESTASI
DI SUMATERA SELATAN

A Peluang (nvestasi DL Sumatera Selatav.

Epembangunan pada daerah tersebut. Pemban gunan ekonomi, merupakan
erwujudan dari pertumbuhan ekonomi, yang didukung oleh pengembangan
fsumber daya manusia. Kenaikan produktivitas dan pendapatan, kesempatan
kerja dan berusaha dapat menggambarkan pertumbuhan ckonomi.
Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan
fdan mengembangkan Propinsi Sumatera Selatan, maka program seperti
gPendidikan Nasional, Lumbung Energi, dan Lumbung Pangan, adalah Program
Prioritas yang termasuk dalam agenda Pembangunan Sumatera Selatan.
- Sumatera Selatan, sebuah Propinsi besar di Indonesia yang dikenal
bpenyimpan beragam potensi sumber daya alam yang sangat men guntungkan
fdan belum digali secara optimal. Hal tersebut diperkuat dengan keunggulan
secara geografis maupun letak daerah yang cukup stratcgis. Scjarah mencatat
jbahwa lintas perdagangan Intemasional sudah sejak zaman dahulu kala melintasi
gherairan disekitar Propinsi yang juga dikenal sebagai pusat dari salah satu
[kerajaan besar di Nusantara; Kerajaan Sriwijaya. Pada perkemban gannya,

fyang sangat dekat dengan pusat kegiatan ekonomi ASEAN seperti Malaysia
ddan Singapura di samping jaraknya yang tak (crlalu jauh dari pusat
fpemerintahan, Jakarta.

bUpaya pemberdayaan potensi kekayaan sumber daya alam Sumatera
Selatan, merupakan salah satu jalan guna menambah peran serta Sumatera
i Selatan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sckaligus meningkatkan
faraf hidup masyarakat secara ekonomi. Dalam rencana pcmbangunan
jSumatera Selatan, potensi sumber daya alam menjadi salah satu poins
penting yang akan digali serta dimaksimalkan secara ckonomi, sosial
fmaupun lingkungan, Karenanya disusunlah langkah-langkah strategis yany;
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hemudian diwuwjudkan dalam kebijakan program Sumatera Selatan

Lumbung Encrgi Nasional. '

Sumtera Sclatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk
drizanfaotkan melalui kegiatan investasi. Potensi yang cukup besar menjadikan
Sumatera Selatan scbagai peluang para investor dan teknologi untuk mengelola
dan menianfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Sumber daya tersebut harus dikelola secara baik dan hati-hati dengan
mcimperhatikan aspek-aspek lingkungan agar tetap harmonis dan
berhesinumbungan, yakni menyebar, merata, ke berbagai dacrah Kabupaten/
K.oti yang; berwawasan lingkungan serta mendukung terwujudnya ekonomi
kerukyatan. Visi Propinsi Sumatera Selatan adalah mewujudkan Sumatera
Seleatan 2008 bersatu lebih maju, Sejahtera dan Berdaya Saing Global dengan
Mencrapkan Otonomi Daerah Secara Murni dan Konsekwen.

Visi “Sumatera Seclatan Sejahtera dan Terdepan Bersama
Masyarakat Cerdas yang Berbudaya”.

Scjulan dengan visi tersebut, maka untuk mewujudkannya ditetapkan misi

(Infrastruktur Pencapaian Cita-cita) sebagai berikut :

I. Mengembangkan dan membina, serta memfasilitasi pembentukan

Sumber Daya Manusia (SDM) Sumatera Selatan yang kreatif,
produktif, inovasi dan peduli melalui semua jalur dan jenjang
pendidikan baik formal maupun informal ;

2 Mcmbangunan pertanian pangan dan perkebunan berskala teknis dan
ckonomis dengan infrastruktur yang cukup dan penerapan tcknologi
tcpat guna;

3. Mendayagunakan sumberdaya pertambangan dan energi (fosil dan
terbarukan) dengan cerdas, arif dan bijaksana demi kepentingan
masyarakat luas ;

+. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing
global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proposional
dengan memperkokoh kemitraan hulu hilir, serta industri kecil,
menengah dan industri besar ;

3. Membangun dan menumbuh kembangkan pusat-pusat inovasi yang
berbasis pada perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk
meningkatkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi |
berkelanjutan ;

0. Meningkatkan dan memeratakan pembangunan menuju kesejahteraan
yang bermartabat ; '
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Membangun dan memperkuat Jejaring kerjasama ckonomi (industr,
perdagangan) dan kelembagaan (regjonal, nasional dan intemasional) ;
Membangun Pemerintah yang amanah (demokrasi, berkeadi lan. jujur
dan bertanggung jawab, serta akuntabel) ;

Mengembangkan dan membina budaya dacrah yan g berakar pada
nilai-nilai luhur “Simbur Cahaya”;

- Membina toleransi dan keserasian dalam kehidupan beragama

Secara administrasi Propinsi Sumatera Sclatan terdiri dari 11 (sehelas)
Pcmerintahan Kabupaten dan 4 (empar) Pemerintah Kota, beserta
Perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, Pemerintah Kabupaten
dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan,
Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut sebagai berikut -

Kab. Ogan Komering Ulu ( Ibukota Beriuraju )

Kab. OKU Timur ( Tbukota Martapura )

Kab. OKU Selatan ( Ibukota Muara Dua )

Kab. Ogan Komering Ilir ( Ibukota Kavi: Agung )

Kab. Empat Lawang ( Ibukota Tehing Tinggi)

Kab. Muara Enim ( Ibukota Muara Fnim )

Kab. Lahat ( Ibukota Lahat )

Kab. Musi Rawas ( Ibukota Lubuk Linggau )

9. Kab. Musi Banyuasin ( Ibukota Seka.)

10. Kab. Banyuasin ( Ibukota Pangkalan Balai )

11, Kab. Ogan Dir (Tbukota Indralaya )

12. Kota Palembang ( Ibukota Palembanyg )

13. Kota Pagar Alam ( Ibukota Pagar Alam)

14. Kota Lubuk Linggau ( Toukota Lubuk i.inggan )

15. Kota Prabumulih ( Ibukota Prabumulin ).

RN B WL~

Pendapatan Perkapita di tahun 2009, pendapatan perkapita Sumatera

§Selatan atas dasar harga berlaku dengan migas dan tanpa migas meningkat
dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 15,90 juta tahun 2008 menjadi Rp. 16,05
juta tahun 2009 (dengan migas), atau dari sebesar Rp. 10,54 juta menjadi
[Rp. 11,49 (tanpa migas). Sedangkan pendapatan perkapita atas dasar harga
kostan dengan migas dan tanpa migas Jugamengalami peningkatan. Nilainva
naik dari Rp. 6,86 juta tahun 2008 menjadi Rp. 7,04 juta tahun 2009 den gan
P migas, sedangkan tanpa migas dari Rp. 5,27 juta menjadi Rp.5.46 juta.
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Icaatan iy estasi mengalami pertambahan selama dua tahun berturut-
turetdart 985 persen di tahun 2007, menjadi 6,77 persen dan 5,47 persen
pacadua tthun berikutnya, Sementara pertumbuhan nilai ekspor Sumatera
sclutan tuhun 2009 terkontraksi sangat tajam hingga negatif 11,32 persen. §
apuaiing sangat jauh merosot dibandingkan tahun 2008 yang masih tumbuh §
positt 777 persen. Kontraksi pertumbuhan ekspor ini terutama disebabkan
Lontiaksi ckepor luar negeri Sumatera Selatan yang mencapai negatif 16,12
person Sementara impor masih mampu tumbuh sebesar 8,84 persen. §

et nbuban in meningkat dibandingkan tahun 2008 yang tumbuh 8,56 persen. -
Centngkatan pertumbuhan terjadi pada komponen impor luar negeri, dari
sebesarneeatif 14,23 persen, menjadi 1,78 persen tahun 2009,

Guna menunjang rencana pembangunan strategis ini disusunlah
sebuah jendela informasi seputar peluang dan potensi investasi dj
Sumatera Selatan, sebuah media yang dibarapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi mereka yang memiliki minat untuk turut scrta
mengoptimalkan sekaligus menanamkan modal guna menggali potensi
daya alam Sumatera Selatan.

Sumber daya alam Sumatera Sumatera Sclatan tersebut antara lain -
- Minyak Bumi

Hingga 1 Januari 2004 cadangan minyak bumi Sumatera Sclatan
tercatat mencapai 704.518 MSTB (*MSTB= rictric stock tank harel
atau juta barel). Sekitar 404 juta barcl termasuk cadangan
terbukti,128,8 juta barel cadangan mungkin, dan 171.3 juta barel
cadangan harapan. Pada tahun 2008 nilai m nyak bumi Sumat ra
Selatan mencapai 279,75 juta barel. Sementara cksploitasi yang
dilakukan Pertamina dan mitra kerjanya sam pai saat ini mencapai
tingkat produksi rata- rata sebesar 28.480 rib barel per tahun.

Tabel 1
I"ORB Sumatera Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan 2000 Tahun 2008 (Juta Rupiah)

? No | Lapangan Usaha Jumlah (Rp) | Presentase
| (%) - Gas Bumi
o~ : P Potensi Gas Bumi Sumatera selatan terhitung mencapai 20.00% dari (12l
I | Pertanian 1L.567.768 . cadangan nasional, nilai tersebut setara dengan 32, 266 trilliun kaki kubik
2| Pertambangan dan | 13.616.652 5,42 (TSCF). Persentase tersebut meliputi 7,34 TSC'F cadangan terbukti, 55 4
penggalian ; TSCF cadangan mungkin 11,22 TSCF cadangan harapan. Upava
S Lol _ : cksploitasi yang dilakukan Pertamina dan mitra kerjanya mencapai angka
3 P ah 10.136.764 17,92 i . A o o
| ”lmusm engniatan : tingkat produksi rata-rata sebesar 129.030 MMSCF, sementara produksi
- 4 | Listrik, gas, Air Bersih 281.069 0,63 gas bumi sendiri pada tahun 2008 mencapai 434.108.64 MMBT1 .
:r 5 Bangunan 4.412.936 9,86 3
3 Perdagangan, Hotel dan| 8.101.478 18,09 b " Lf‘“nk o _ 7
Tingkat penggunaan listrik sebagai sumber energi vang terus
j Restoran meningkat sudah seyogyanya menjadi schu:h potensi yang harus
7 | Pengangkutan dan | 2.886.983 6,45 digali, seperti halnya kondisi yang terjadi Sumatera Selatan vang
Eomunikasi masih memiliki rasio elektrofikasi yang rendah. Saat ini sistem
_ i ketenagalistrikan Sumatera Selatan tergantung kepada jarinngan
S K an, Persewaan 2.386.939 5,33 ! . : 2 i - =
| Kedngdn ¢ R kelistrikan PT., PLN dan pembangkit captive. Meski sccara makro
| dan Jasa Perusahaan sistem kelistrikan masih dilaksanakan olch PT. PLN , Upaya
| - . . . ) - 4
| 9 | Jasa-jasa 4,689.418 10.47 peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan mutlak diperlukan guna
[ JUMLAH 53.080.027 100,00 menjadikan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional.
48 Hukum Penanaman Modal palanc Teori dan Praktik: < Hukum Penanaman Modal palaw Teori daw Pralktik 49



Nowoditas Hasil Tambang

; siw . g 3
Surs el dan penelitian menunjukan Sumatera Selatan Inengandungie

Landingnn sumber cnergi yang beragam, seperti ; batu bara (40,70
iwi cudangan nasi onal), minyak bumi (10% darj cadangan nasional), gag

frumi (9.02% cadangan nasional) dan panas bumi (5,02% dari cadangan
nasiona!),

Bat Burg

Potensi batu barg yang dimiliki Propins; Sumatera Selatan diketahuj
mwneapai sekitar 85% dari total cadangan yang terkandung dalam bupj
Stmeateri atau sekitar 22,24 milyar ton. Dalam program Sumatera Se]atar

whugai lumbung cnergi nasional, energi batu barg diposisikan sebagaj
salab satu sumber energi altemative pasca minyak bumi. 75% dari h ;
produksi Batu Bara Sumatera Selatan digunakan untuk memenuhy
kebutuhan dalam negeri, sementara 25%, lainnya dieksport ke berbag; _
Negara. Ditinjau dari segi kualitas, jenis batu bara Sumatera Selatan pada)
wmumnya dikategorikan sebagai batu bara rendah dengan nilai kalog ;
+.200-7185 kal/gr, air lembab 4,40-41%, zat terbang32,4-43 50% dag
Karbon total scbanyak 40,63% serta kandungan abu <109 dan sul furge

1. Kualitas batu bara dengan kandungan seperti batu bara Sumaterg
akan memberikan nilaj ckonomi yang lebih eptimal jika langs
dimanfaatkan dilokas; yangtidak jauh dari tamban

Energi Baru dan terbarukan
DI samping potens; sumber energi fosil, Sumatera Selatan masily
menyimpan potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar dag
bervariasi; antara lain: energi surya, energi air, energi biomassa, energ
Panas bumi dan sebagainya. Hingga saat ini pemanfaaatan sumber-sumb of
energl tersebut dapat dikatakan kurang optimal, mengingat be]

cnergl tersebut, Survey menunjukkan potensi panas bumi Sumatera Sela
dapat mencapai 1,472 MW atau sekitar 15,33% darj potensi yang dimili
keseluruhan pulau Sumatera, Sementara Potensi energi air, tin gkaf
pemanfaatannya hingga saat inj masih jauh dari nilaj potensi yang dimi i
Begitu pula dengan nilaj cadangan energi biomassa sebesar 12,229 98

GWh yang sebenarnya dapat dikonversi menjadi tenaga listrik yar
produktif;

all

Hukum Penanaman Modal patam Teori dan PrakHE

Lokasi Pertambangan
*  Batubara:
Muara Enem dan I_ahgt
Minyak Bumj :
Prabumulih, Muara Enim, Musi Banyuasin, Iahat, daun Ogan '
Ulu
Gas Alam

Prabumulih, Muara Enim, Mus;j Banyuasin, | ah
Ulu

Komering

al, dan Ogan Komering

Hasil Pertambangan dan Energi
Batu Bara
Batubara merupakan salah satu sumber energi y.
cukup bervariasi antara Jaj :
Bahan bakar langsung (PLTU, pabrik semzn 1))
Bahan bakar tidak langsung (konversi. bty bara), yaitu likuifaksi,
gasifikasi, upgrading brown coal, briket batubars dsh.
Minyak Bumij
Minyak bumi digunakan terutama untuk bahan bakar kend
dan untuk kebutuhan rumah tangga,
Gas Alam
Pemanfaatan gas alam Padaumumnya diketahy; sepy
bagi beragam industri, yang meliput; :
" Industri pupuk
LPG

ang memiliki pemanfaatan

araan bermotor

agai sumber energi

PLTG

Gas kota

Kilang

Industri melamin
Energi Baru dan Terbarukan
Hampir sebagian besar potensi energi baru dan terbarukan Sumaterg
Selatan dapat dikonversikan menjadi tenaga listrik yang lebih komersi]
menjadi tenaga listrik yang lebih komersi] dan produkstif,
Listrik
Pemakaian listrik umumnya terbagi dalam dy

akategori besar, rumah
tangga dan industri,

m Penanaman Modal Balawm Teori dawn Praktiy 51



Tabel 2
Data Sumber Energi Terbarukan

. No | VRV:VIIJ_/TI;'—HTH— [ Energi  Terbarukan

Geothermal Hydro Biomassa Biogas |
T . . i e
ST T— . B
O YTy E— v P - = 3
4 | OKU Selatan 1 *
5 ;.\']'imwx-'.:l_.l'{nim * * *
O l\lus:li{_.l\;ds ) * * *
7 g T ;

Batu Bara

- Meningkatkan statug cadangan
- Meningkatkan produksi baty bara
Meningkatkan pemanfaatan batu bara
Gas Alam
Meningkatkan produksi gas alam
- Meningkatkan pemanfaatan gas alam
- Meningkatkan kualitas dukungan insflastruktur
Meningkatkan pangsa gas alam
fnergibaru dan Terbarukan .
Meningkatkan riset dan penelitian dengan skala nasional darg
inlernasional seputar upaya eksploitasi
- Membangun pusat penelitian energi baru dan terbarukan
Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan
- Meningkatkan kualitas dukungan infrastruktur

Geothermal

Sumberdaya panas bumi atay geothermal di Sumatera Selatan terdapaf

direnam lokasi yang umumnya terletak dj bagian barat, tempatnya dif

Danau (231 Mwe), Marga Bayur (339 Mwc) dan Wai Sclabung (23]
Mwe) dan Kabupaten Lahat memiliki satu lokasi vaitu Tanjung Sak(j
(50 Mwe).

Peluang investasi geothermal ini muncul setelah Kementerian Fnerg
Sumsel Daya Mineral (ESDM) menetapkan Wilayah Kerja
Pemanfaatan (WKP) atau geothermal di Rantau Dadap, Muara Enim,
26 April 2010 lalu, Dengan adanya penetapan itu, Pemerintah Provins;
Sumatera Selatan mulai menawarkan wilayah tersehut kepada investor
yang berminat.

Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api.

Gambaran Pelabuhan Laut dan Pelabuhan penyebarangan, 122 HA .
biaya investasi Rp. 8,00 triljun

Jalur gandarrel kereta api ; Lubuk Linggau-Simpang-TAA -~ 382,048 & m
(jalur ganda)

Lubuk Linggau-Sekayu—Betung-TAA =385 km (Kereta Gantun g/KA)
Biaya Investasi Rp. 11,271 Trilliun

Tabel 3
Rencana Induk Kawasan Industri Tanjung A pi-api, Peraturan
Daerah Kab. Banyuasin No. 15 Tahun 2009,

mrkolaaﬂ - J-W o 75'-; l I-I! J
Perumahan I N TN :
Berbagai Industri T 1053 Ha ' ‘
Pusat Penelitian B i
Teknologi dan Pendidikan T s, !
Industri Logam T 186Y 1y ]
Rekreasi Air I T P
Industri Kimia i 166ty ﬁ
Arena Olah Raga, Taman T T T
Pusat Bisnis T T IRATIa |
Pusat Logistik I T T _'7__1
Parawisata dan Hutan Rawa RTINS _k‘_f

Biaya Investasi Rp. 54,271 Triliun
Diproyeksikan Menyerap Tenaga Kerja : 100.000 orang,



Tabel 4
Luas Panen dan Produksi Padi Sawah dan Ladang Meq urut
Subround di Propinsi Sumaters Selatan Tahun 2009

Investasi di Sumaterg Sclatan merupakan salah saty kegiatan yang
mempunyai nila; strategis dan Sangat propektif, oleh karena ity dalam erg
olonomi daerah sekarang maupun masa Yyang akan datang,
Datam proses pembangunan dan pengembangan invest -
melibatkan pemer; ntah saja, namun peran swasta pun Sangat diperlukan]

Padi  Sawal II Padi Tadang ]
!

meeean o SN
. i Produksi Luas Fl’rmlnk:! |
Pererinah berperan dalam hal Pengaiuran, pengawasan dan pembinag i ,
. . 3 ); N
Sedangkan yang bersifat usaha dj harapkan peran SWasta dan masyaralagf ! S _1]_”7‘ "t 'J -
Padia umumnya untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedigii 1302417 | "61588 | 7617053

berkesinambun ban serta tetap menjaga keselarasan,

—— ——b— P S S

905.252 | 1303 | 3452

738245 [T zan

“1@nbaran Potepgi bBaerah Sumaterg Selatan

|

I. Pertanian _ 2.945919 | 69335 | 179.322 j
Scktor pertanian dj § umatera selatan menikj Pperanan yang ¢ i |‘
berarti dalam perckonomian. Peranap sektor ini beradapadam-utankeﬁ b ey e sl

sclelah sektor pertambangan dan industri pengolahan, Besarnya kontribus : 8 umber : Badan Pusar Statistik Propinsi Stmaterq Sclatan, 2070
aktivitas perekonomian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRR) o
schesar 17,22 persen, Pada tahun 2008, secara nomina] nilai output sektop 2. Tanaman Sayuran (Horticulty re)

nn:ul;lfalh22.9(i5.527jutarupiah(atasdasarhargaberlaku)Cakupankcgi : 7 Sumatera Selatan memilkj Keragaman produksi tanaman
pertanian yang ada dj Propinsi inj terdiri atas beberapajenjs kegiatan, Agar thortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Pada Tahun 2009, terdapat
daput menampilkan data lebip rinci. Sektor pertanian dikelompokkandal £23 jenis komoditi Sayuran yang ditanam d; berbagai dacrah ky bupaten/
beberapa sub sektor yaity tanaman bahan makanan, perkebunan, kehutanan g kota, Sedangkan daerah yang menjadi sentry produksi savuran adalah
Petemakan dan perikanan, : imur, Banyuasin, Muarg Enim serta OK 1. Toy luas panen tananan

Di tahun 20009, rata-rata produksi per hektar padi sawah _;ayuran tahun 2009 mencapai 26.304 hektar, Pr‘miuksinn_\‘;z schesar

iencapai 43,37 kuinta] per ha, sedangkan padi ladang sebesar 26,68
Kuintal per ha, Jika dibandingkan rata-rata produks;j padi ladang tah ‘
2008 sehesar 33,67 kw/per hektar, produksi padi ladang 2009 terliha

et urun,

Tiga daerah utama penghasil sayuran adalah Kabupaey Ogan
i , Ogan Komering 1lir gan Muara [Enim. Secira
I buah-buahan dj Sumatera Selyiyn tahun 2009

Pada tahun 2009, nilai produksi padi ladang menuryp sebesag fmencapai 23,249 hektar. Daerah Yang menjadi sentry produksi sayuran
27,21 persen schingga hanya mencapai 179,322 ton dibanding produks i OKUTimur, Banyuasin, Muara Enim serta 0K Total luas pancn
tahun 2008 yang sebesar 246,365 ton. Sebaliknya produksi padi sawak 4man sayuran tahun 2009 mencapai 26.304 hek{ar
dart tahun ke tahup selalu meningkat, Pada tahun 2009, produksi padj 3 Produksi sebesar 1.666.875 ton. Tiga daerah uytamy penghasil

Swah mencapai 2.945.915 ton. Kenaikannya sebesar 8,11 persen ; Kabupaten Ogan Komering Uy

mur, Ogan
dibanding tahun sebelumnya,

Enim. Secara keseluruhan, produsksi bual -
an tahun 2009 mencapai 5 770.559 ton, dengan

i
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Tabel 5 ;
Fuas Panen Tanaman Sayur-sayuran Menurut kabupaten/Kota di
Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 '

l\'u_hri;.ﬁzltun/l'(om
|
|

iperkebunan milik negara yang dikelola olch P1p Nusantara, lerdapat
fjuga perkebunan yang dimiliki dan dikclola oleh rakyat. Perkebunan
ra Yat ini menghasilkan tanaman seperti karet. kopi, kelapa sawif dan
i apa sawit, karer. kopi dan kelapa
'mempakan komoditas yang berproduksi secara signifikan dibandingkan
‘dengan komoditas perkebunan lainnya. Produks;i komoditas inj
i berturut-turut mencapai 295.749 ton, 965.75¢ lon, 277.123 ton, dan
58.637 ton.
1' Kabupaten/Kota yang menjadi basis untyk Komoditas karet
v adalah Ogan Komering Ulu, Muara Enim, Musi Rawqs. Musi Banyuain,
" i i Jlu. Banyuasin. OKUJ
pat Lawang dan komoditas kopi yaitu Ogan Komering
OKU Selatan, Pagar Alam, Empat Lawan,,. Komaodit
{berada di kabupaten yang menjadi basis yaity Kabupaten Lahat Jan
d KU Selatan, Kabupaten/Kota yanz menjadi basis unyk
i komoditas kapuk yaitu Ogan Komering Uly, Ogan Komering [lir. O U
:Timur, Ogan Ilir, sedangkan untuk komoditas kayu manis berada di Oyan
i omering Ulu, Muara enim, Lahat, OKU Selatan, Pagar Alam, Komoditj
tkemiri berada dj kabupaten basis yaitu Lahat, OK[) Selatan, Pagar Alam,
‘ menjadi basis dj Ogan Komering Uly,
tOgan Komering Ilir, Musj Banyuasin, Banyuasin, Ogan lir, Palemba 12,
ELubuk Linggau dan komoditi Pinang di Ogan K ome ing U

‘ No

Sayuran/
Produksi

Op

|

o A
[ Ogan komering Uly
|

2 f Ogan Komering Ilir
Muara Enim Ul

Ulu,
ascenglieh

Lahat

Musi Rawas

lu, Lahat.

[.i;:]"'ir Alam Tabel 5
[ o5 Produksi Perkebunan Rak atMenurut.Jenijs Tanaman day
I . 4§
‘ M_( Lubuk Linggay Kabupaten/Kota dj Propinsi Sumatery Selatan
{ I3 wl-fmpu( Luwang _ﬁl‘—::i;t-liﬁ;-:i {'I\'ul !
f ’ - Karet —ﬁ_‘l\:h[).l Sawit Aren |
| T T omrm——— — .
Las i - 1 41.099,00 1.00)
Sumber : Badan Pusat Statistszropmsz Sumaterq Selatan, 2010 2 2AAET00 |
3 O 57.550.00 2400
3. Perkebunan | —_— —
: 32.043.00 [ |
L.uas wilayah serta mendukungnya kondisi lahan dj Sumatera ) |
Sclatan terhadap komoditag tanaman perkebunan menyebabkan Propinsi 5 | Musi rawas 7893400 %J;
memiliki potens; perkebunan yang cukup menj anjikan. Selain adanya 6 | Musi banyuasin 164.247.00 J "'*TL“f

Hukum Penanaman Modal patgin, Teorl dan Praktik
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‘I Banvuasin 97.636,00

Tabel 7

SN Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternal dan Kabupaten/i<ota

|
|

[y e ——— di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.
O OKT T imur 43,842,00 13.263,00 5,20 ———
i ‘ el Jenis Ternalk
1 Owan iy 14.014,00 16.150,00 13,30 T o ——
; No Kabupaten Sapi { Kerbau ! Ayam
E F e . T S ear—t— ‘
! 1 f Palembang 3.672,00 34,00 f Kampung |
| -1 S 'ﬁ-—‘ﬁ——-—“—'——-—-_‘—'—————"—-——- b e R fossmeoson _
if L2 Prabumulin 16.524,00 - - 1 mu_” 19.706 3.509 I\ 164.270 |
L Pagar Alam 69,00 2 B 2 | Ogan Komering Ilir 32.64] —Iﬁ— 1390 -_lA 776550
Pl ' Fubuk Linggau 2.469,00 9,00 3 | Muara Enim 55.776 ‘l 17:487 I 1.474.010
! 1< ‘ I Iil;‘lli Lawang - 4 | Lahat 36.743 | 8085 ‘ lii-f]—g(_‘
i —— _'__-'_'_'——-—_‘_.’_‘_' [ Ay 7'—{'—'( i T,
| JUMLAN 788.419,00 775.720,50 116,50 5 | Musi Rawas 35.402 | 22277 | ';““3- ’37'7’
e 6 [MwBanywsin 30w | wr i
Sumber : Badun Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan, 2010 Tm——ﬁ.——ﬁu—j—w TE T
8 | OKU Selatan 12981 | 1156 987.280
4. Peternakan S i |
Hewan ternak dibagi dalam kelompok temak besar, ternak kecil 9 | OKU Timur STz | Bl Wies N ]
dan unggas, Ternak yang masuk kategori ternak besar adalah sapi perah, 10 | Ogan Ilir 117.525 _[ 1.616 | 127.700
sapi kerbau dan kuda, Sedangkan kambing, domba, bab;, ayam dan itik IT | Empat Lawang —ﬁm—ﬂjk_ T T
digolongkan pada te i ; [ — | SR
Digolongkan pac m,makkem-l dan}lnggas . 7 | Palembang Y , o S
Secara umum, populasi sapl perah tahun 2009 mencapai 51 ekor, —_—
Mol . . : 3t | 8585
sementara populasi sapi, kerbau dankudamasmg—masmgsebanyak 342.412 13| Prabumulih 2.250 | N ' i‘_‘:“ ]
chor. 75217 ckor dan 669 ekor. Populasi unggas sebanyak 7.229.810 ekor. 14 | Pagar Alam 57.750
Sapi perah berada dj kabupaten/kota yang menjadi basis yaitu; 1% | Labuk Linggau 46100
Joan K SR 1 1 - 3 " _—
Jzan Komering Ulu, Muara Enim, Mu.51 Rawas, Mus;i Banyuasin dap JOMLAR TR
Empat Lawang, sedangkan untuk Sapl potong kabupaten/kota yang; .

menjadi basis adalah Ogan Komering_ Ulu, Ogan Komering Ilir,,
Palembang, dan Empat Lawang, Kabupaten/kota yang menjadi basis
untuk komoditi kerbag adalah Ogan Komering Ulu, Lahat, QKU
Sclaan, l’ugzu‘Aiam, Empat Lawang. :

Kabupaten/kota Yyang menjadi basis untuk ternak kuda adalah Ogan
Komering Uly, Muara Enim, Lahat, Palembangdan Lubuk i .-

_‘ :5. Perikanan

Sumatera Selatan memiliki potensi perikanan yang cukup besar, [Hal
i terlihat dari besamya produks; perikanan. Kondisi alam den ganmengalimva
fsungai besar seperti sungai Musi serta dacrah perairan Jaut yang cukup luas
§ 'merupakan faktor penunjang kelangsun gan produsksi perikanan.
Disamping bergantung kepada kondis; alam, produksi ikan Juga
§ diperoleh dari pengembangan budidaya perikanan. Produksi perikanan
3 ‘menunjukkan peningkatan seperti selama kurun wakiy 2008-2009. Jumlah

Vusi Rawas, Ogan [lir, Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau dan Empat §
Lawung, Kabupaten/kota yang menjadi basis untyk ternak domba ada]ah |
Muara Enim, QKU Timur, Ogan Ilir, dan KolaPalembang.

I\8
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produksi perg kanan tahun 2008 sebesar 23 1.740,7 ton meningkat menjadi i 6.Pertambangan dan Encrgi

i
240.477,2 ton tahun 2009, _ ' L : Alam Propinsj Sumatera Selatan memiliki pr(‘-{h!ksli dan poteng; bahan
abupaten Ogan Komering Jjjr dan Kabupaten Banyuasin menjadi £ tambang Yang cukup besar. Bahan tambang 1y, yang dihasilkay daerah

basis untuk komodj li perikanan laut, sedangkan Kabupaten Ogan Komezing § ini terdir; atas minyak bumi, gas bum; dan baty bary Selain ity terdapat juga

Ulu, Kabupagen Ogan Komering i, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten § produksi baty Pecah, tanah Jiat dan baty Kapur M inyak bum; dan gas bum;j
Banyuasing, dan Kabupatep Pagar Alam menjadi bagjg untuk komodili, .' diproduks; di kab

Upaten Muary Enim, Lahat, Ok 11 Mus; Banyuasin dan
perikanan umum,

E KotaPrabllmulih, sedangkan batubary digali dj £ abupaten Muara Epjy, dan
‘-' Lahat. Selam; tahun 2009, hanya komed; t tambgn 2 batubarg Yang mengalam;
ditaca fain adalap Kabupaten Ogan Komering Uly, Kabupaten Lahat, ¢ kenaikap Jumlah produksi yakp; sebesar 5 42 persen dibandin, tahun
Kabupaten Oy Timur, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, § : sebelumnya, Seq it

angkan untyk komoditj tambang minyak bup; dan gas bum;j
Kabupaten Mpat Lawang, Sedangkan untuk komoditi budidaya keramba 3 masing—masing mengalamj Penurunan prog g sebesar 25 83 persendan 10,22
Kabupaten/koyy Yang menjadij basjg adalah Kabupaten Ogan Komen'ng Tlir, S persen dibanding tahy, 2008,

Kot Ogan llir, Kota Palemba.ng, Kota PagarAlam, Kota Lubuk Linggay s Komoditas unggulan bahan galian dan Perambangan yyjr,, £as minyak
dan Kabupaten Empat Lawang. =

¥ bumi kabupaten Yang menjadi basisnya adalah Kabupaten Muara Enjp,.
'; Kabupatep Mus;j Banyuassin dan Kabupate, Banyuagip, Sedangkan iy
fi .gas bum; Yang menjadj basis adalap Kabupaten Mus; Banyuasin ga,, Kota
§ Prabumuli,

Kabupaten Muara Enjmy dan Kabupater, Lahat p ienjadi basjs untuk
4, sedangkan Kabupaten Ogan Komcrr’ng Ulu, Kabupaten ( )gan
Kabupaten Mus;i Rawas, dan, Kabupaten 0 U Timur menjadi
i basis komoditj andesit,

4 Kota Lubyj Linggay menjadi basjg Untuk komogij batu Kapur.
ten OganKornen'ng Ulu, Kabupaten Musi Rawas. Kabupaten OKU
» Kabupaten OKU Timur, dap Kota Lupyg Linggay menjadi bigjg

N Kabupaey Ku-l-; T
Air Tawar
| Uiy |::-.‘;\;J_H:|z!|g‘l-ﬂu_ | 5.063,5

Oy homerng iy

i Muan Lapn T |
, |

L6115

; ;lm.l - T 23162

!
|

1 e TS o e B untuk komoditi Pasir (bangunan dap, urug).

s { 33927 g Untukkomoditi batu kali hany, Kabupater, OKU Selatan menjadi
| !m‘-rwaf | 1% g S bas) anuntuk tanap urug, abupaten Yang menjad; basis adalah

¢ TORU Sefmem 17444 i

anKomering Uly, Kabupaten Ogan kcnmcring llir, Kabupaien
T A ; as, KabupatenMUSi Banyuasin, Kabupaten Banyuasip, Kabupaten
" . - S OK U Selatan, Kabupaten OKU Timur dap, Kota Lubuk 1 4, 88au. Kabupaten
I it Lawang - 5 il .
[ . j {0

i OKU Timgr

o P i Komenng Uludan Kabupaten Oku Selatan menjadi bagig untuk komodjy;
I E-"Hh.u:g A4, ol
e 10729 '
e 24900 :
P O 7. Industri
I3 Labl iy f 36157 : In st

i J\‘:T'“Tix o . Potensj sektor indugtyi di Sumater, Selatan ya, &potensial mel; puti
industy; - 1) Pupuk, kimia dap barang dar karet, 2) logam dasar, besi dar,

Sumber Badun Pusqy StatiStikPrOVi”S’ 033, 3) Kertag dan barang Cetakan, 4) Industy Kelyu/l"urni!ur'f:, 5) Semen
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dan Galian Non Logam, dan 6) Alat Angkut, mesin dan peralatan, Namun
untuk menentukan skala prioritas Industri mana yang diunggulkan, maka &
ditentukaan prioritas Industri unggulan.

Padatahun 2009 terjadi penambahan jumlah unit usaha dibanding

tahun 2008 pada berbagai kelompok industri pengelohan di Propinsi Sumatera 8

Sclatan. Kenaikan sebesar 3,37 persen. Hal ini berdampak pada terjadinya
kenaikan jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan ini yakni sebesar
0,77 persen atau sebesar 70,825 orang.

Padaindustri dasar maupun industri kecil terjadi kenaikan jumnlah unit -

tenaga kerja yang terjadi sebesar 6,06 persen atau sebanyak 37.599 tenaga
kerja di tahun 2009,

Kriteria Industri, industr yang paling diprioritaskan adalah Pupuk yait |
26,83%, prioritas kedua Kertas yaity 25,26%, prioritas ketiga Logam Yyaitu

19,94 %, prioritas keempat Semen Yaitu 16,96%, prioritas kelimaA]atAnglmt :

Yaitu 16,62 % dan prioritas keenam Furniture yaity 11,04%

Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan nilai produksj Perusahaan |
industri Besar dan Sedang Menurut Kode Industri tahup 2008,

/—Nn W Rata-ratg Nilai
Perusahaan Kerja Tenaga Produksi
(Orang) Kerja per (juta)
Perusahaan’
'm‘— Mukanan dan WWW
Minuman
/’ 2 Tekstldan 260 165000 T T3
Pakaian Jadi
S T B 5151 | 11560  318.046 1
Furniture)
L : :

62

Penerbitan,
Percetakan
dan
chr-oduksi
Media

Rekaman

60.000

5 | Kimia dan [
Barang-barang

bahan

300.000 l 1.523.01:

dari
Kimia
6 | Karet
Plastik

|

R ———
185710 [ 4.084061°

dan

7 | Barang Galian
Bukan Logam

143.600

—_ | —

8 | Logam 6 152 | 75330

Dasar,

barang darj

Mesin
9 | Alat 7 356
Angkutan |
10 | Furniture
dan Industri
Pengolahan 6

|

|

|

logam, . Jl
|

50710 | 41918

370 61.670 11.461

8.740.535

Lainnya

—_—

152 24.509 161.243 |
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8. Listrik dan Air Minum ‘
Scbelum tahun 2005, PLN Wilayah IV Sumatera Selatan

miengeunakn tenaga disel, uap dan gas sebagai sumber tenaga pembangkit
listrik._lumlah tenaga listrik yang diproduksi dari mesin diese] ini adalah sebesar

11.3006.222 Kwh dari sebanyak 40 pembangkit listrik diesel di tahun 2009, ]

Jumlah yang dihasilkan ini mengalami penurunan sebesar 17,44 persen
dibandingkan tahun sebeluninya., ]
PLN menyalurkan listrik kepada pelanggannya yang terdiri atas
Lelompok rumahtangga, usaha, industri, instansi pemerintah dan lainya. Total
vneret listrik yang disalurkan adalah 2.428.091 -754 Kwh. Sebesar 53,06

persen dar jumlah tersebut disalurkan ke konsumen rumahtangga, 13,29 persen

hepada kelompok usaha, 18,87 persen ke pelanggan industri, 5,37 persen

ke nstansi pemerintah, dan sisanya 9,42 persenuntuk pelangganategori lainnya,

Jika dilihat dari sisi banyaknya pelanggan PLN di Sumatera Selatan
pada Tahun 2009 jumlah pelanggan listrik PLN adalah sebanyak 890.395,
Jumlah tersebut meningkat 4,03 persen dibandingkan jumlah pelanggan pada
tihun 2008, yaitu sebesar 855.937.

Dari jumlah tersebut sebesar 93,84 persen dari jumlah pelanggan PLN
lersebul adalah pelanggan tempat tinggal/rumah tangga. Daya listrik yang
tersambung untuk tiap-tiap kelompok rumahtangga, usaha, industri, instansi
pemerintah, dan lain-lain masing-maing sebesar 696.088 kva; 197.434 kva,

Tabel 10
Daya Listrik Tersambung pada Konsumen
di Propinsi Sumatera Selatan 2009

| No | Kelompok Tarif Satuan Jumlah
o -I-T{Lﬂinah Tangga Kva 653.735
2 | Usaha Kva 171.300
3 | Industri Kva 144.669
4 | Instansi Pemerintah Kva 50.981
S | Lain-lain Kva 83.791
o Jumlah Kva 1.104.477

Hukum Penanaman Modal palan. Teori daw Praktik

Tabel 11
Banyaknya Air Minum yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota
di Propinsi Sumatera selatan Tahun 2009

No Kabupaten/Kota Banyaknya M3 Nilai (000 Rp) |

1| Ogan Komering Ulu 2.163.711 5282539
2 | Ogan Komering Ilir 430.996 CS91.690 |
3 | Muara Enim 2936329 | 061198 _
4 | Lahat 1.106.627 1659941 |
5 | Musi Rawas 0 ) '
6 | Musi Banyuasin 3.426.771 7070892 _
7 | Banyuasin 583.881 | 1016827 __‘}
8 | OKU Selatan 664225 | 1309414 |

9 | OKU Timur 362.734 k08810
10 | Ogan Ilir 0 T T
11 | Empat Lawang 0 T T
12 | Palembang 44721912 | 156367859 |
13 | Prabumulih 769.894 1870996 N
14 | Pagar Alam 38.287 40446
15 | Lubuk Linggau 2.488.629 5742872 ;
Jumlah 59.583.005 191374212

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan 2070

9. Perdagangan, Ekspor dan Import
Wilayah Sumatera Selatan memiliki banyak pusat produksi yeng
tersebar di beberapa tempat. Pusat-pusat produksi 1crschut men ghasilkan
komoditi berupa produk pertanian seperti beras, produk perkebunan seperti
kelapa sawit, karet, kopi dan aneka komoditi lain. Di samping itu juga terdapat
produksi bahan galian/tambang dan barang-baran g industri. Potensi tersebut
menunjang kegiatan perdagangan di Sumatera Sclatan. Peranan sektor
perdagangan terhadap struktur perekonomian cukup dapat diperhitungkan.
Aktivitas perdagangan aneka komoditas umumnya dilakukan melalui
beberapa pelabuhan muat yang cukup banyak terdapat di Sumatera Selatan.
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Keheradaan pelabuhan muat tersebut tidak terlepas dari keadaan geografis §
dan tofogralis wilayah ini yang mempunyai beberapa sungai beserta anak §

sungaimya. Disamping itu berdasarkan sejarah, Sumatera Selatan telah -
meman(hatkan laut sebagai gerbang perniagaan sejak dahulu. ;

Selama tahun 2008, jumlah perusahaan wajib daftar pada dinas §
perindustrian dan perdagangan di Sumatera Selatan sebanyak 5.180 buah. |
Perusahaan tersebut terdiri atas 716 buah PT, 142 buah Koperasi dan 1.858

buah 'V dan 2.404 buah PD.

Neraca perdagangan yang meliputi kegiatan ekspor impor di §

I’ropinst Sumatera selatan tahun 2009 mencapai 3.045.568,00 ribu juta dollar.

Hal imi ditunjukkan oleh nilai ekspor yang mencapai 3.200.010,00 ribu juta }

dollar dan nilai impor yang mencapai 154.442,00 ribu juta dollar.

Tabel 12
Ekspor dan Impor Menurut Komoditi
di Propinsi Sumatera Selatan 2009.

| No | Komoditi Berat Bersih (Kg) | Nilai (USS)
i 1 | Daging Hewan 508.390 2.556.558
" lican dan Udang 2.005.361 15.340.266
| i Sayuran dan Umbu-umbian 54.036 86.994
"4 | Buah-buahan dan Kacang- 15.306.619 8.126.623
kacangan
"< | Kopi, teh dan rempah 14.706.304 20.726.234
6 | Biji-bijian berminyak, bijian 22.230 2.145
dan buah-buahan
7 | Lak, getah dan damar -+ 95.425 98.254
8 | Minyak dan lemak atau nabati 637.255.927 553.302.689
9 | Gula kembang dan gula 2.812,241 290.934
10 | Olahan biji-bijian, tepung dan 5.956 23.383
susu
11 | Hasil olahan buah-buahan, 25.134° 112.782
sayuran, kacang-kacangan
12 | Macam-macam makanan 727 2.725
olahan
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13 | Sisa hasi! industri makanan 137.791.159 21.011.378 7]

14 | Bijih, kerak dan abu logam aa14.520 7 Tiavsas

15 | Bahan bakar minyak dan| 2088825476 | SSiS386i0
bahan bakar lainnya

16 | Kimia anrganik 71335231 38702289

17 | Kimia organik acoo00 Tl TasoaETs

18 | Pupuk FOG 63 2aSiEs

19 | Macam-macam hasil kimia 32.809.96.1 LR 01903

20 | Karet dan bahan-bahan karet 698563230 1.86-1370.1 80

21 | Barang-barang dari kulit I . : 0

22 | Kayu dan barang-barang kayu 64.792.610 LL10.822.580

23 | Jerami pabrikan, keranjang 188960 | 90,941
barang o ) 1 L

24 | Buku dan barang cetakan 0 ‘ 0

25 | Payung, tongkat 0 | o

26 | Besi dan Baja o0 o

27 | Barang-barang dari besi dan 70300 T 277204
baja :

28 | Barang-barang alumunium 2975 | Toz00 |

29 | Timah 905.051 19.362.016

30 | Mesin-mesin/pesawat 81.645 6112
mekanik

3T | Mesin (Peralatan istrik) R

32 | Lokomotif dan peralatan 0 2.000
kereta api

33 | Kapal laut dan bangunan 408.6 23255
terapung

34 | Alat Optik, photografi dan 4.561 23.255
peralatan medis |

35 | Perabot, penerangan rumah 262.227 374.591

JUMLAH 3.822.464.798 3.471.835.856

Hukum Penanaman Modal palam Teori dan Praktik:

B Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan 2010

67




10. Transportasi Darat

Pembangunan dan peningkatan fasilitas transportasi seperti jalan dan
Jembatan menjadi semakin penting karena berhubungan dengan kemudahan
Komunikasi dan mobilitas antar daerah, ‘

Transportasi Laut

Pelabuhan Jayt g Palembang, Boon, Baru, adalah sebagai pusat
kegiatan angkutan layt seperti bongkar muay barang dan jasa serqy untuk
aktivitas anglutan penumpang. Kegjatan bongkar mugy barang inj meliputi
perdagangan dalam negeri dan Juar negert. Berbeda den ganangkutan baran g,

sistem angkutanpenmnpang hanya beroperasi untyl: Penumpang dalan neger,

Pada tahun inijuga,jumlahjunjungm kapal yang berasal dari
pelayaran asing menurun dibandingkan tahun lalu yaitu 1.099¢9 unit tahun 2008
menjadi 688 unit. Begitu juga dengan pelavaran domestik. Jumlah unit
kunjungan kapal menurun dari 2.211 pada tahun 2008 menjadi 1.846 unit
pada tahun 2009, Secara umum, volume bongkar uat barang per( agangan
luar negeri lebih kecil jika dibandingkan bop, gkar muat baran g perdagangan
dalam negeri selama empat tahup terakhir, Ban yaknya baran £ yang dimuat dj
pelabuhan adalah 1. 5 19.231 ton dan barang yang dibongkar hanya sebanyak

dan kuantitas, maka semakin lancar proses pendistribusian barang dan jasa
antar wilayah, Sehingga akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan
perekonomian., Laly mobilitas penduduk dan modal cenderung akan menjadi

akan menjadi terjan gkau dan terbuka terhadap area Jain,
Dinas Pekerjaan Umum sebagai perwakilan pemerintah dalam &
Hiengatur dan memantay pembangunan dan peningkatan sarana jalan dan
Jembatan telah berusaha melakukan penambahan Panjang jalan dalam tiap |
tahunnya. Pan jang jalan dj Sumatera Selatan adalah 10.938,45 km di tahun
2008, Sekitar | 1,80 persen atay 1.290,24 km darj Panjang jalan tersebut §
adalah dibawah langgung jawab dan Wewenang negara. Sisa jalan sepanjang

Untuk perdagangan dalam negeri, volume barang yang dimuat adalah
1.748,49 km atay 15,98 persen adalah jalan Yang menjadi tanggungjawab ]

2.882.060 ton dan barang yang dibongkar dj pelabuhan sebanyak 1.119.050
§ ton. Jumlah Penumpang yang berangkat dan tiba Pelabuhan Laut Pajer bang

. mengalami penurunan Ppada tahun 2008-2009 Jumlah kedagan £4n penumpang
I laut menurun dari sebesar 249,093 orang tahun 2008 menjad; 151 965 orang

persen telah diaspal dan sisanya memiliki beraneka tipe permukaan,
Panjang Jalan Negara dan Propinsi Menurut Kabupaten/Kota.

Tabel 13
Jenis Permukaan J alan di Provins;j Sumatera Selatan 11. Hotel, Restoran dan Pariwisata
Tahun 2009 (Km). Peran sektor pariwisata makin penting di dalam pey ckonomian
e Veionn ' Indonesia, baik. sebagai salah saty sumber pcne.rimn:m devisa maupun
f I kesempatan kerja serta kesempatan berusaha, Bagi Sumatera Selatan ‘ang
| Panjang Jumlah Panjang . memiliki potens; Parawisata yang cukup besar. Diharapkan kegiatan
Jalan (Km) Pepariwisataan dj mampu menjadi salah satu kekuat i pembangunan

1.290,24

|
l
)f I Nasional

Propinsi

|
2 Kabupaten/Kota
4 L_Non Status
S

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumaterg Selatan 2070

: mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah berusaha men geluarkan berby gai
. kebijakan terpadu tentang pariwisata,

4 Statistik Pariwisata hingga saat ini masip, Sangat terbatas sekalj.
¢ - Sementara inj hanya menggambarkan jumiah w; Salawan mancanegara (ap
E domestik Yyang berkunjung ke Sumatera Selatan, Daty Yang lebih rinci seperti
¥ jumlah pengeluaran Wisatawan, belum tersedia. Data tersepy diperlukan untuk
1 pengembangan Perencanaan dj bidang pariwisata, Pada tahun 2009 Jumlah

¢ Wisatawan Yang berkunjung ke Sumatera mencapai 2.331.600 wisatawan,
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Jumlah tersebut naik sebesar 12,88 persen dibandingkan data tah 1
sebelumnya.

Dibandingkan data tahun 2008, jumlah wisatawan asing
berkunjung ke Sumatera Selatan pada tahun 2009 juga mengalami penin

BAB V
PAYA PEMERINTAH SUMATERA SELATAN
MENARIK INVESTOR ASING DALAM
KEGIATAN PENANAMAN MODAL*

Sumatera selatan. Sementara pada tahun 2009 jumlah kunjungan wisatawag
nsing mencapai 30.333 wisatawan atau meningkat sebesar 67,68 persen.

Tabel 14

Jumlah Hotel Berbintang, Kamar dan Tenaga Kerja

di Propinsi Sumatera Selatan tahun 2009

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2010
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F'A. PENDAHULUAN

' No | Kabupaten/Kota Bintang Jumlah Tenaga
L Kamar Kerja i Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan,
[~ T"O%s ErnenE U 73 750 334 kesejahteramdankemalqnuran ra}\yatnya Usaha kearah tersebut dilakukan
o i dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengin negara lainn 1ya.
) yan K i i
- Ogan Komering tir 2 003 199 i Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah imenarik sebanyak
3| Muara Enim 16 126 24 i munglqn investasi asing masuk ke negaranya.*
4 | Lahat 20 246 89 i Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara
"5 | s Fow 78 366 216 j: didasarkan mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang
EBE T ) = 5 5 makmur Pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk
t G
o o5 Bty ‘mengarah kebidang industri, negara-negara terschut sudah sejak awal
7| Banyuasin 8 46 12 f dﬂladapkan pada permasalahan minimnya modal dan tcknologi yang
& | OKU Selatan 4 24 8  merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh
O [ OKU Timur 7 20 93 b untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundan . m: 1suknya modal asing
_ i = . 'I a6
10 T Opan i z = T | dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang tersebut.
11 Empat Lawang - - -
12 | Palembang 125 1.791 8.288
13 | Prabumulih 28 308 571
14 | Pagar Alam 1 75 95 : *“ Tulisan ini pernah dipublikasikan dalam Juraal Nasional terakred tasi
15 | Lubuk Linggau 26 345 313 §+ 'Dinamika Hukum” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jawa Tengah. Vol
- _ 11 No. 1 Januari 2011, ISSN 1410-0797. Untuk keperluan buka ini Penulis telah melakukan
JUMLAH 378 4.495 10.789 S p————

* Yulianto Ahmad, :Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
dalam Kegiatan Investasi:, Jurnal Hukum Bisnis,Vol 22, No.5, Tahun 2003, him.39
“ Ridwan Khairandy,"Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing Joint

enhtradalamAhhTelmologl di Indonesi,"Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, N0.5, Tahun
{2003, him 51.
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Masuknya modal asing merupakan stimulus bagj pertumbuhagf

ckonomi. Selain itu, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat pu}

terjadi transfer teknologi, baik yang berupa manajemen, skill, maup

kemampuan mengelola dengan peralatan modern.+’

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun, Up
membangun diperlukan adanya modal atay investasi yang besar. Kegiatag

penanaman modal di Indonesia telah dimulaj sejak Tahun 1967, yaitu sejal
dikcluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahup 1967 tentang penanaman

modal asing dan Undang-undang nomor 6 Tahun 1968 tentang pena

modal dalam negeri.* Keberadaan kedua instrumen hukum ini, diharap
agar investor, baik investor asing maupun investor domestik untuk dapaf]

menanamkan investasinya di Indonesia,

Menurut data badan penanaman modal Cina, selama Januari-Mej}
2003 realisasi investasi Indonesja ke Cina mencapai 56,74 Jjutadolar AS ]
Adapun nilai kontrak (persetujuan) investas; yang lari ke Cina sebesar 264

juta dolar AS, atau naik 3 19,77% dibandingkan periode
tahun sebelumnya. Nilai kontrak danrealisasi itu berasal darj

buru dari Indonesia yang menanamkan modal di Cina. Darj jumlah perusahaan,
terjadi peningkatan sebesar 38,9 %.%

Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberjan insentif fiskal

dapat dijadikan salah saty alternatif untuk mendorong kembali tumbuhnya

sektor industri. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah bahkan telah ‘
mengcluarkan paket insentifpajak yang dinilai cukup progresif. Melalui ha]

lersebut, pertumbuhan investasj diharapkan dapat terdorong lagij 5°

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara dipengaruhj
oleh iklim investasi yang kondusif dan prospek pengembangan di negara

penerima modal, Iklim investas; yang dimaksud adalah suaty kebijakan

“ Muhammad Luthfi, “Perlindungan
Legal Review, No.40 Tahun IV, Januari 2006

* Salim HS dan Budi Sutrisno, Op Cit, him 1.

" Kompas, “Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Drastis”, Sabty A

A0 Agustus 2003, darj http://www.kompas.com/kompas-cetaldm08/30/_ckonomif
520991 him, diakses tanggal 20 Desember 2010,

* Nugroho Pratomo, Pertumbuhan Ekonom; 2007 Masih san
Kepada Pemerintah”, Media Indonesia, Jumat, 9 Nopember 2007, him.21.
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Hukum Bagi Investor J aﬁgan Diabaikan”, §

gat Bergantung

¥ embagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang
diih: apkan terjadi di masa mendatang, yang dapat mempengaruhi tingkat
Ben gembalian dan resiko suatu investasi.s!

Ada lima faktor utama yang mempengaruhi mas: iknya in\fc.'.s_to rke
negara, yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsisten kebi jakan,
lasi, dan pajak.*? _ _ .
Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor

Bmemerlukan Jjaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu sudah
1]

ya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yan ¢ berkaitan dengan
an modal asing terutama yang berhubungan den gan perlindungan

i investor asing dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mercka
i secara adil.

Dinegara manapun di dunia ini, investasi kapital publik lazimnya

il memang hanya bersifat stimulan. Proporsi terbesar 1ana pembangunan dan
| ggerak ekonomi masyarakat sesungguhnya berasal dari dua stakeho —:'{G[v'
’ 'py:::glain, yaitu : sektor privat dan masyarakat itu sendini, Dalam kondisi seperti
; ini, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah ditunu_n untuk 11'1.L"11c131pka11 SUE&C?
: bersaing yang tepat. Bagi pemerintah pusat strategi bersaing itu bisa berbentuk
, * antara lain, yaitu :

1. peraturan perundang-undangan yan g kondusif dan memberikan
perlindungan hukum bagi investor,
2. insentifdi bidang perpajakan dan bea masul: baran g modal,
3. kewenangan dan prosedur yang jelas, cepat. murah d:.m. mudah,
4. pengaturan dan penyediaan tenaga kerja yan 8 kn}anlltl f; o
Upaya pemerintah di era otonomi dalam menj ach_kzm (18{3T‘ﬂj? seba 411
wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkemban gan mvestasi dilakulkan

§ melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang di([asarkan pada
: kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sum ber
| daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelemba $zaan dan teknologi yang
b sesuai dengan karakteristik daerah

*' Ridwan Khairandy,’ Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam
Era Otonomi Daerah”, Jurnal Hukum Republica,Vol 5 No. 2, Tahun 2006, him.150 _
%2 Camelia Malik, Jaminan Kepastian Hukum Dalam Kegiatan Penanaman Modal

2 Di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No. 4 tahun 2007, him. 15,

* Yulianto Syahyu,”Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam:

Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis,
- Vol 22, No. 5 Tahun 2003, him.46.
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-
Bagi Pemerintah daerah Sumatera Selatan, persaingan yang semalé
tajam ini memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, be}
s yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemild
rupa schingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembang]
investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar secara strateg
sistematis dan efisien, 3
Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan Jugamelakukan upaya nt}
menarik investor, khususnya investor asing, untuk melakukan kegiat

penanaman modal di Sumatera Selatan, yang diharapkan dapat menimby]]
dampak positifbagi pengembangan dmiausahadacmhdalamrangkam .

_;::',«- dorong pertumbﬁhan bisnis, adanya supply tck nologt dari investor haik
filam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan
ek eljaaﬂ-ss
-' Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing khususnya
i g berlokasi di negara berkembang , sering merasa khawatir akan hcgiig
yak resiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik, sosial, dan ckonon‘u
ara-negara berkembang atau sedang berkembang yang belum lSt:lbt]‘
ahal, penanaman modal asing membutuhkan iklim yang kondusi f sifatnya
erti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian hukum atau jaminan
dari negara penerima modal. 56 Berbagai permasalahan dan kendala
gmuncul dalam penanaman modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara
ua belah pihak. Untuk itu, peran pemerintah sangat deerIukgn melalui
sistem kebijakan yang terarah dan dapat memberikan kepastian hul-um
arasa keadilan bagi kedua belah pihak."’ ‘
Semua permasalahan dalam bidang investasi harus disclesaik an agar
klim investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalahan in; antara
liin, Pertama: bagaimana mensejajarkan posisi investor dalam bcrin\'.cs.'asL
Bchingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. Kedua, bquu mana
e enciptakan kepastian peraturan di bidang investasi schingga [erc;p.m iklim
Rondusif bagi investasi di tanah air. Ketiga, bagaimana menciptakan
fermonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar bebas dan era otonomi
*. acrah untuk mencegah relokasi perusahaan ke berbagai negara lain.
; 3 Untuk meningkatkan investasi di Sumatera Selatan terutama dari
- Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang tidag thar negeri diperlukan institusi yang kuat, sehin 8ga ak:ul ) melahi.rkan pola
terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukuriiie epemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan Investasi. Den gan
karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanasg idemikian, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan re fL)rma‘m
jangka panjang usaha mereka. iirokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim invFgla31, yang antara lain
i I’msedurpeﬁzinanyargtidakbe:be]jt.beﬁt Yyang dapat mengakibatla akukan dengan penyederhanaan sistem dan perizinan usaha, penuru nan
high cost economy. ' bert agai pungutan atau pajak yang tumpang tindih, serta transparansi
Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang fbiaya perizinan. Hal lain yang harus mendapatkan penckanan adalah
penting sebagai alat untuk mengin ikan ekonomi global. Selain jtu ke :

investasi akan memberikan dampak positifbag; negerapenerima modal, sepert]

B. PEMBA HASAN

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangun 0
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah terseb
dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu denggg
menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.* Bl
negara berkembang ingin menarik negara maju agar berinvestasi di ne gt
tersebut maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik an
modal asing tersebut, antara lain: '

B
il

% Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Thalib, “Globalization and Development:
‘ ; ¢ Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law”, California Western
nternational Law Jurnal, Vol 33, Spring, 2003, him.335.

- : A9
* Yulianto Ahmad, “Peran Multivestasi Investment Guarantee Agencyf

* Aminudin Ilmar, Op Cit, him.69.
(MIGA) dalam Kegiatan Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahup 20033 57 Ibid, him.68,
hlm 39, 3 * Ibid, him 67.
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niclakukan evaluasi dan review atas pemetaan lokasi investasi, sehingg}
menghadirkan instrumen kebijakan yang sinergis antara Pemerintah P
dan Dacrah menjadi aspek penting, mengingat tumpang tindihng
Peraturan Pusat dan Daerah akan berimplikasi pada terhambatnya ar
barang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehg
Deregulasi dan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerg)
harus diletakkan pada dasarnya kewenangan dan tanggung jawab, baf
duri pengawasan, promosi atas potensi sumber daya dan peluar
tnvestasi serta pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalaf
melakukan kerjasana ekonomi dengan luar negeri, dan yang tidak kalg
penting adalah perubahan mendasar pada aspek perilaku birokrat da
pujubat baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga keberadagt
mercka tidak menjadi predator dalam dunia bisnis dan investasi, Denggg
demikian, baik dari aspek kebijakan investasi maupun dari aspe}
kelembagaan dengan jelas menggambarkan buruknya iklim investasi d
Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pemerintah melalui kebijakan:

Ec ktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosal,
:tapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktu r claslar (listrik,
gelekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), hcr[ungsm)_’a scqur
ipembiayaan dan pasar tenaga kerja, regulasi dan perpay a.k an, bn-okr;}m.
fmasalah good governance termasuk korupsi, kon s:lstcnsyd an kepastian
¥idalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak l.angsnng
fmempengaruhi keuntungan bersih atas biaya rcsﬂ;oymgku panjang dari
egiatann investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.*’
] Pemerintah melalui Departemen dalam negeri menindaklan)uti
cebijakan itu dengan meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan
, 1y enteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang }’cpyclcngg:p‘:mn
g1 ayanan satu pintu. Peraturan Mendagri ini pada intinya meminta pemerintah
ah melakukan kegiatan seperti :

- Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha ' .
Pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di

daerah
kebijakan untuk mendorong perbaikan iklim investasi.. Sinergis dat Pemangkasan waktu dan biaya perizinan
kesinambungan kebijakan antar lembaga, baik pada tingkat Departemeg Perbaikan sistem pelayanan
terkait, BKPM serta instansi terkait padalevel Pemerintah pusat maupug Perbaikan sistem informasi, dan
ducrah menjadi amat penting dalam rangka mendorong hadirnys Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan
pelayanan publik yang baik dan efektif, sebagai bagian integral dari upay perizinan

melakukan perbaikan iklim investasi di Indonesia_ % )

Keluarnya paket kebijakan investasi diharapkan mampg
mendongkrak kinerja investasi di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan
sebab Pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikag
nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab untuk mendongrak
pertumbuhan ekonomi, tidak pelak bahwa investasi harus menjadi prograng
yang dikelola secara serius. Munculnya sebuah kebijakan memang padj
dasarnya untuk menanggulangi dan melanéarkan setiap tindakan pemerintal
kedepan. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kepijakan tersebut
hendaknya merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh, artinya sebelun
kebijakan itu benar-benar dilaksanakan pemerintah sudah mempunyaf
“planning map” yang memandu secara manajerial. Ada sejumlah faktog
yang sangat berpengaruh pada baik tidaknya iklim investas; di Indonesia

Berdasarkan kebijakan tersebut diterapkan strategi yang dipandang
fefektif untuk meningkatkan pelayanan perizinan ke dalam suatu sistem
iper yelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.®

: Menurut [r; Mustawani dalam rangka melaksanakan amanat Undang-
E mdang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pada Pasal 4 avat
(2) butir b langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
iadalah sebagai berikut :©2

 http://www.Scribd.com/doc/2413665/kebijekan investasi dalam hal
mbangunan ekonomi writing, diakses tanggal 3 Mei 201 2.
i ¢ Juniarso Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara
kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.
3  Wawancara dengan Bapak Mustawani, yaitu K abid Pelayanan Pelayanan
"Penanaman Modal (Sekretaris) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera
Selatan, tanggal 3 Juni 2010.

* http://ekosb.mullti jurpal/i i i, diakses 3 Mej 20121
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Pemcrintah Sumatera Selatan telah menetapkan kebijakan yanf
dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panja .

Dacrah Provinsi Sumatera Selatan pada salah satu progranil

prioritas yaitu Pembangunan Pemerintah dengan fokus :

Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasifl
I Sumatera Selatan yaitu, antara lain :
Meningkatkan mutu Pelayanan Satu Titik (One Stop Service) dengzs ]

membuat mutu pelayanan (waktu, biaya, kecepatan) masyarakat dafl

ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih daan akuntabel

meningkatan investasi daerah.
Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencan:

- pelaksanaan, dan pengawasan program kinerja pemerintah provinsifé
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalan

. melayani masyarakat dan pelaksanaan tugas Pemerintah melal
pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan.

Untuk merealisasikan program tersebut Petherintah Provinsi Sumatentl
Selatan telah menetapkan Peraturan Gubemnur Sumatera Selatan Nomor 3§
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraanpelaymanpeﬁzinanpenanmnanm A

terpadu satu pintu,

Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Sumate
Sclatan harus diikuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatagh
investasi. Kepastian hukum menurut undang-undang adalah jamins

pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan pera

perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan d

kebijakan bagi penanam modal.

.Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatalf
dalam menarik investor asing, secara garis besar upaya tersebut daps

dikategorikan menjadi dua, upaya umum dan khusus,

Upaya-upaya yang sifatnya umum yang telah dilakukan oleh PemeriL i

Sumatera Selatan, yaitu :

1. Menambah aktivitas kantor perwakilan Sumatera Selatan di Jakerth
sekaligussebagaitempatpmmosi,baikunmkberbagaihasil odulal
kerajianan khas Sumatera Selatan maupun potensi bisnis dan investa i

di Sumatera Selatan;

2. Gunamempercepat pelayanan bagi investor dan mengurangi ekonoq

biaya tinggi, maka telah disiapkan Gedung Graha promosi invests
Sniwijaya;
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3. Meningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak
terkait;

4. Membuka informasi melalu beberapa kedutaan besar RI diluar ncgeri
tentang potensi dan peluang investasi di Sumatera Sclatan.
Sedangkan upaya-upaya khusus yang terus dilakukan Pemerintah

1. Meningkatkan komitmen kepala daerah dan Stakeholder untuk d apat
melaksanakan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan,
sehingga terciptaiklim investasi yang kondusif serta memberi jaminan
kepastian hukum bagi Investor yang berinvestasi di Sumatera Selatan,
Apabila iklim investasi dapat dibangun lebil kondusifyang didukung
oleh kepala daerah dan stakeholder yang ada, maka dalam jangka
Panjang secara makro akan dapat meningkatkan insentif pajak dan
pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Akhirnya, dengan iklim
investasi yang kondusif, investasi akan memingkat, dan secara sinergi
kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan aparatur penyelen ggara
jugaakanmeningkat.

2. Membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten
yang tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian
hukum karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan
perencanaan jangka panjang usaha mereka

3. Prosedurperizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan
high cost economy.

Adabaiknya pemerintah pusat membantu sungguh-sun gguh upaya
pemerintah daerah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan
penanaman modal di daerah

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penzinan penanaman modal
teréadu satu pintu di Sumatera Selatan adalah bagian dari pelayanan
publik untuk memberikan pelayanan kepadz masyarakat khususnya
kalangan dunia usaha Pelayanan publik ini sendiri pada hakekatnya
adalah pemberian Pelayanan prima kepada masyarakat yang
merupakan perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdj
masyarakat,

© Tulus Tambunan, 2007, Kendala Perixinan dalam kegiatan penanaman modal

3 Indonesia dan Upaya perbaikan Yang perlu dilakukan pemerintah, Jurnal hukum

k Bisnis, Vol. 26, Nomor 4,him. 41,
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Badan penanaman modal daerah Provinsi Sumatera Selatan
scbagai satuan kerja perangkat daerah berdasarkan peraturan
daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja

inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga

teknis daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan badan yang
berwenang di bidang pelayanan penanaman modal terpadu satu
pintu/one stop service.

Sebagai Badan yang bertanggung jawab terhadap investasi di Provinsi
Sumatera Selatan maka dalam memberikan pelayanan perizinan yang

berkaitan dengan penanaman modal dilakukan berdasarkan Peraturan }
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 tahun 2009 tentang ¥

Penyelenggaraan perizinan penanaman modal terpadu satu pintu.

Pelaksanaan peﬁzinaninidihampkanterwﬁudnyapelayananpublik '

yang cepat, murah, transparan, pasti dan terjangkau, terwujudnya
hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan dibidang
perizinan serta terciptanya iklim investasi yang kondusif,

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang |
terlaksananya investasi dengan baik . Tersedianya sarana dan

prasarana pendukung terus ditingkatkan Pemerintah Sumatera Selatan,
pembangunan pelabuhan Tanjung api-api merupakan salah satu upaya
pemerintah membuka akses bagi investor asing.

5. Menyusun rencana-rencana penanaman modal daerah yang dalam

garis besarnya berisi tujuan, susunan proiritas strategis dan promosi §

penanaman modal.

Z. PENUTUP

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan melakukan upaya untuk §&
menarik investor, khususnya investor asing, untuk melakukan kegiatan
penanaman modal di Sumatera Selatan, yang diharapkan dapat menimbulkan |

dampak positifbagi pengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu
pertumbuhan dunia usaha daerah, yang nantinya bermuara kepada peningkatan
dan pemerataan kesejahteraan rakyat di Sumatera Selatan.

Upaya-upaya khusus yang dilakukan Pemerintah Sumatera Selatan

adalah: a). Meningkatkan komitmen kepala daerah dan stakeholder untuk -

dapat melaksanakan kegiatan penanaman modal di Sumatera Selatan,

sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif serta memberi jaminan 3
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i

kepastian hukum bagi investor asing yang berinvestasi di Sumatera Selatan,
b). Membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsisten yang
tidak terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum,
¢).Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkan
high cost economy. Pelaksanaan penyelenggaraan peclayanan perizinan
penanaman modal terpadu satu pintu di Sumatera Sclatan adalah bagian
dari pelayanan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
khususnya para investor asing, selain itu pemerintah Sumatera Selatan
terus meningkatkan sarana dan prasarana vang dapat menunjang
terlaksananya investasi dengan baik serta menyusun rencana-rencana
penanaman modal yang dalam garis besarnya berisi tujuan, susunan
prioritas strategis dan promosi penanaman modal.

i Hukum Penanaman Modal palam Teori dan Praktik 81



)

2

Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktikd

BAB Vi
Jaminan Kepastian Hukum dalam
Kegiatan Investasi di Sumatera Selatan

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara adalah untuk
memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut antara lain, telah
dijabarkan dalam Pasal 33 undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari
pembentukan seluruh Peraturan Perundang-undangan di bidan 2
perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi
. nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan
i terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan
ekonomi dengan pelaku usaha ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi den gan
b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XVItahun
i 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi seba gai
. sumber hukum materill. Dengan demikian pengembangan Penanaman Mod]
l:bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari
]: kebijakan dasar penanaman modal &

: Berkaitan dengan hal tersebut, Penanaman Modal harus menjadi
¢ bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan
! sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonom; nasional,
i menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi
| berkelanjutan, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pemban gunan
¢ ckonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan
i teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta
b mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian
ang berdaya saing.

: “ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007
iTentang Penanaman Modal.
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Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercap ;-
apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapal§

I'usal dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum d
bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, sert
iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan®

berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebutlg

dtharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan,

[ndonesia merupakan Negara yang sedang membangun. Untuk
rembangun diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Kegiatag
I'enanaman Modal di Indonesia telah dimulai sejak Tahun 1967, yaitu sejal
dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penz
Modal Asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penz
Madal Dalam Negeri

‘Keberadaan kedua instrumen hukum ini, diharapkan agar investog
buaik investor asing maupun investor domestik untuk dapat menanamkar
investasinya di Indonesia.

Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan
kescjahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakuks;
dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnys
taluh satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyg :
mungkin investasi asing masuk ke negaranya.%

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suaf
regara didasarkan mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi sug ¥
negara yang makmur, Pembangunan Nasional harus diarahkan ke bidang
industri. Untuk mengarah kebidang industri, negara-negara tersebut sudal
sc¢jak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya modal dan teknolog

rmasuknya modal asing dari negara-negara maju ke negara-nega
herkembang tersebut.?

“ Salim HS.,SH., MS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi ...... Op Cit, hlm
* Yulianto Ahmad, Peranan Multilateral .......... Op Cit,hlm.39.
*? Ridwan Khairandy,"Peranan Perusahaan ........ Op Cit, hlm 51.
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Upaya-upaya yang dibangun untuk menarii investasi dj Indoncsia

. | tidak diikuti dengan jaminan kepastian hukum b gi kegiatan investas;.
diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instans; Pemerintzi§-

Persoalan ini mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan

-modalnya di Indonesia. Hal inj dapat dilihat dari semakin banyaknya
| perusahaan industri yang menutup atau memindahl:an usahanya ke negara

lain, seperti ke Vietnam dan Republik Rakyat Cina. Bahkan ada

-kecenderungan pula mereka yang sudah melakukan investasi sejak lama

di Indonesia meninggalkan Indonesia dan memincéahkan investasin va ke

- negara lain. %

Menurut Data Badan Penanaman Moda| Cina, sclamia Januari-Mej

h 2003 realisasi investasi Indonesia ke Cina mencapai 56,74 juta dolar AS,
- Adapun nilai kontrak (persetujuan) investasi yang lari ke Cina scbesar 264
j juta dolar AS, atau naik 3 19,77 % dibandingkan periode yang sama pada
“tahun sebelumnya. Nilai kontrak dan realisasi itu berasal dari 50 perusahaan
t-baru dari Indonesia yang menanamkan modal di Cina. Dari jumlah perusahaan,
- terjadi peningkatan sebesar 38,9 %.¢

Beberapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal

dapat dijadikan salah satu alternatif untuk mendorong kembali tumbuhn va
sektor industri, Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah bahkan telah
i mengeluarkan paket insentif Pajak yang dinilai cukup, progresif. Melalui hal
ftersebut, pertumbuhan investas; diharapkan dapat terdoron glagi.™

Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suaty ncgara

kdipengaruhi oleh iklim investas; yang kondusif dan prospck pen gembangan
pdi negara penerima modal. klim investasi yang dimaksud adalah suaty
pkebijakan kelembagaan dan lingkungan, baik ya ng sedang berlangsung
smaupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang, yang dapat

i L@ mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suaty investasi,”
yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yand

ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengundang

|

'

% Ridwan Khairandy,"Tklim Investasi ....... Op Cit, him. 148,
® Kompas, “Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Drastis™, Sabtu
tus 2003, diakses dari http:/www.kompas.com/kompas-cetak/()308/30/ekonomi/

"Nugroho Pratomo, "Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat Bergantung

WKepada Pemerintah”, Media Indonesia, Jumat, 9 Nopember 2( )07, hlm.21.

" Ridwan Khairandy,’ Iklim Investasi dan Jaminan .. . . ", Op Cit, hlm.150.
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Selain itu, untuk menanamkan modalnya di Indonesia para invem
memerlukan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karenall
sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitar
dengan penanaman modal asing terutama yang Per_hubungan dfang i
perl hulungan terhadap investor asing dalam bisnis dan bagaiman:
memperlakukan mereka secara adil.”

Upaya Pemerintah di era otonomi dalam menjadikan daerah sebagai
wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi dilakukan
¢ melalui regulasi dan formulasi keb; jakan pembangunan yang didasarkan pada
¢ kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber
- daya manusia dan sumber daya alam lokal, kelembagaan dan leknologi yang

- sesuai dengan karakteristik daerah .

Kepastian hukum itu meliputi ketentuan pemndang-.undangan ang Peningkatan investasi daerah akan dapat terwujud jika di daerah
dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenaifl. terdapat potensi yang dapat “dijual” kepada para investor. baik ity berupa
|wlilk&%=lllili{n keputusan pengadilan. Kesulitan—kesulitanl tersebut dapatl, potensi sumber alam maupun sumber daya manusia Sclanjutnya hal san gat
dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara-negar

@' penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang dimilikinya
herkembang yang mengundang penanaman modal asing untuk membantu b tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual terscbut harus didukung olch
pertumbuhan ekonominya.™

. : terciptanya ikfimyangkondusg'dan mendukung investasi seperti adanya
Tidak adanya kepastian hukum dalam kegiatan investasii

“Wjaminan kepastian hukum bagi investor . Karena Jaminan Kepastian
nmenycbabkan munculnya berbagai permasalahan. Permasalahan in

§'hukum adalah menjadi satu ukuran bagi para investor untuk berinvest asi
kemudian mengakibatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan

b disuatu tempat. Kalau tidak ada jaminan kepastian hukum jangan harap
‘para investor mau berinvestasi.
; Peran Pemerintah daerah dalam memberil a
thukum dan menciptakan iklim investas; yang kondusifini terus dilakukan
idengan membuat kebijakan-kebijakan investasi yang lebih kondusif'schingpa
finvestor lebih tertarik untuk berinvestasi di Sumatera Selatan.

Pemerintah daerah dalam melakukan upaya untuk menarik invesior
menanamkan modalnya di Sumatera Selatan, Khususnya dapat
dilihat dalam Pembangunan didacrah Sumatera Se) atan, dimana investor
memiliki peran yang sangat penting dalam pembanguan. Diharapkan dengan
emenggaet investor ke daerah dapat menimbulkanp dampak positif bayj
Ipengembangan dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhin
ekonomi daerah yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan.
Kecenderungan iklim investasi yang kondusif tersebut, tidak terlepas
ari keberhasilan Pemerintah mengesahakan Undang-undang Penanaman
gModal Nomor 25 Tahun 2007 dan berbagai kebijakin khususnya tentang
@aminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal. Wala: 1ptin
fdalam pelaksanaannya Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan
Penanaman Modal Di Sumatera Selatan n
kendala-kendala.

N jaminan kepastian

I"arahnya lagi produk hukum yang dikeluarls;an Pt_amerintah dae.rah banya
yang berbenturan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah P

wewenang kekuasaan, misalnya saja dalam penarikan pajak dan retribusifié. atuk

masuknya para pengusaha dan investor mengakibatkan penambahag
pendapatan yang cukup signifikan.” .
Bagi Pemerintah daerah Sumatera Selatan, persaingan yang

sedemikian rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhE}n dat
perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunial
sccara strategis, sistematis dan efisien.

1asih mengalami hambatan dan
” Yulianto Syahyu,”Pertumbuhan Investasi........... Op Cit, hlm.46.

" Mochtar Kusuma Atmadja, " Investasi Di Indonesia dalam Kaitannya dengs
P’elaksanaan Perjanjian Hasil Puturan Uruguay”, Jurnal Hukum, No.5,Vol3, 1996,
™ [bid, hlm.67.
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Menurut Data Badan Penanaman Modal Cina, sclama Januari-Mei
2003 realisasi investasi indonesia ke cina menjacap 56,74 juta dollar As.
+ Adapun nilai kontarak (persetujuan) investasi yang lari dari Indonesia ke Cina
sebesar 264 juta dollar AS, atau naik 31 9,77 % dibandingkan periode yang
'sama pada tahun sebelumnya. Nilai kontrak dan relisasi itu berasal dari 50
tahun 2007 dbuat untuk menarik investor. Untuk memberikan jaminag perusahaan baru di Indonesia yang menanamkan modal di Cina, Dari jumiah
sepastian hukum. Undang-undang penanaman modal tersebut harus segerf® perusahaan, terjadi peningkatan sebesar 38,9%, 7
dikelahui oleh aturan pelaksananya. Tidak mungkin tampal sulam seper Bebarapa ekonom masih sepakat bahwa pemberian insentif fiskal
sekarang. Jika Pemerintah tidak segera mengeluarkan aturan lanjutan, mak ydapat dijadikan salah satu alternatifuntuk mendoron g kembali tumbuhnya
tidak akan banyak investor asing yang masuk, bahkan yang telah ada pufsektor industri. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah nahkan telah
Japat hengkang, @ 'mengeluarkan paket insentif pajak yang dinilai cukus progresif. Melalui hal
Sctiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunar tersebut, pertumbuhan investasi diharapkan dapat terdorong la g1
wescjahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebufflé Melalui berbagi kebijakan diatas, di satu sisi memang dapat
Jilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu denga@memberikan harapan kepada pengusaha atau investor schin ggamercka
wegara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalai@® bersedia menanamkan modalnya lagi di Indonesia. Namun. disis ain fasil; ias
nenartk sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.” kdan kemudahan sebenamnya bukanlah aspck yang terfalu dibutuhkan
Mcnarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatgi pengusaha saat in. Sebaliknya, kepastian hukum, terutama pada tingkat
weara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuifpelaksanaan, merupakan aspekyang paling penting. ‘Walau kiini hal terselbut
nenjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional haru@sudah terdengan klasik, namun dalam kenyataannya hal itulah yang belum
harahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kesana, negara-negariiidapa sepenuhnya diberikan oleh pemerintah. Pemberian insentif fiskal melalui
vrsebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimny pengurangan pajak dan tarif seperti yang telah dilakukan pemerintah-
vodal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menujiipemerintah sebelumnya tidak lagi menjadi terlalu relevan, bahkan kebijakan
‘ndustrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebu acam itu justru akan cenderung merugikan negara.*
wlalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ki Bila negara berkembang ingin menarik negara maju agar berinvest asi
legara-negara berkembang tersebut,”® dinegara tersebut, maka adabeberapa hal yang harus dipenuhi untuk menarik
Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Indones arus modal asing tersebut antara Jain, *
idak ditkuti dengan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi. Persoala : Peraturan-peraturan kebijakan yang tetap den konsisten yang tidak
i mengakibatkan para investor enggan untuk menanamkan modalnya @terlalu cepat berubah dan dapat menjamin adanya kepastian hukum karcna
indonesia. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak perusahaan industri yan§@ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaan jangka panjang
menutup dan memindahkan usahanya ke negara lain, seperti vietnam dajnsaha mereka.
Republik Rakyat Cina, Bahkan ada kecenderungan pula mereka yang sudafit ‘
nclakukan investasi sejak lama di Indonesia meninggalkan Indonesia daf
memindahkan investasinya ke negara lain,”

Adalima faktor utama yang mempengaruhi masuknya investasi k
‘it negara, yaitu stabilitas politik, kepastian hukum, konsistens
<ehijakan, regulasi dan pajak. Undang-undang Penanam modal No. 25

: "* Kompas,"Pelarian Modal dari Indonesia ke Cina Meningkat Dratis™ Sabry
830 Agustus 2003, diakses dari http:."/www.kompas.cornfkmnp:.x-cemk /0208/30/ekonomi/
1520991.htm

" Nugroho Pratomo,”Pertumbuhan Ekonomi 2007 Masih sangat bergantung
tkepada Pemerintah”, Media Indonesia, Jum'at, 9 Nopember 2007, him.21.

" Yulianto Ahmad, “Peran Multilateral ........... Op Cit, hlm. 39,

" Ridwan Khairandy, “Peranan Perusahaan........... Op Cit,hlm. 51. 0 Ibid
" Ridwan Khairandy, “Tklim Investasi ........ Op Cit, hlm.148. ¥ Ibid
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Prosedur perizinan yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatkaglh

. Semua permasalahan dalam bidang investasi harus disclesaikan
high cost economy.

pagar iklim investasi yang kondusif dapat segera tercin a. Permas: i
Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai ha@¥ antara lain, Pertama: bgagaimana mznsej 'fiark an p‘ots‘i :T:\];;‘:“olirlléig;:::
atas kekayaan milik investor. ~ Jf berinvestasi, sehingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. Kedua
Sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investas fbagaimana menciptakan kepastian peraturan di bidang investasi sehing ":;
mercka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi atai tercipta iklim kondusif bagi investasi di tanah air. Ketiga, bagaim ana
pengangkutan, perbankan dan peransuransian. } menciptakan harmonisasi hukum dj bidang investasi pada cra pasar bebas
Sccara umum diketahui bahwa penanaman modal asingldan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ke berbagai
khususnya yang berlokasi di negara berkembang atau sedangl negara lain & e
berkembang, sering merasa khawatir akan begitu banyak resiko. Hal iniJl Investasi merupakan salah satu penggerak proses penguatin
discbabkan oleh keadaan politik, sosial, dan ekonomi negara-negarkperekonomian negara, karena itu dalam rangka kebijakan ck.onomin: a
berkembang atau sedang berkembang yang belum stabil. Padahal] fbeberapa negara berusaha keras untuk meningkatkan invest .
PPenanaman Modal Asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatnyilisa
seperti rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian hukum atagiie ing. Para investor diundang masuk ke suatu negara diharapkan dapat
jaminan hukum dari negara penerima modal.* J embawa langsung dana segar/fresh moncy dengan harapan agar n%og il
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Kafi Anan. Difllys ng masuk tersebut dapat menggerakkan roda pcrusah:uﬁ/i nd:mtri y'u;w
berpendapat bahwa tanpa adanya pengelolaan yang baik, aturan hukus pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian suaty ncg\ara o
yang pasti, sistem admistrasi yang predictable, legitimate power, dag i Disinilah hukum merupakan faktor yang sangun penting (l:llan)
regulasi yang responsif, maka dapat dipastikan tidak akan ada laglilik itannya dengan perlindungan hukum yang dibgri.\un}w,,u negara‘ba ;
pendanaan asing yang masuk ke negara tersebut dan tidak akan adfilkegiatan penanaman modal. Faktor yang utama bagi hukum untuk dapﬁl
kckuatan ckonomi dunia yang akan membuat negara-negarggperperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mam ;U
berkembang menjadi sejahtera. Pada dasarnya modal itu merupaks guenciptakan “stability”, “predictability” dan “fuirnes” Duy hal Vaiw
hal yang bersifat penalaut. Sehingga, dalam investasi asing membutuhksilfbertama adalah prasyarat bagi sistem ekonom! apa saja untuk berfungs;
adanya kepastian hukum, dimana hal ini sangat jarang ditemukan d ermasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hu ki m
ncgara berkembang.®  a Wﬁnbanglmndanmengakomodasi kepentingan-kepentinean yang saling
Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanama ‘ b =
modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuj

4 " din .Kebutlllhan fungsi hukum untuk dapat meramaikan (predictability)

s suatu anglmh-langkahyangdiambilkhususnva venting bagi negar:

itu. peran pemerintah sangat diperlukan melalui suatu sistem kebijakan yan) -+ Penting bagi negary
terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bag

. : asinya. Saluh
cara peningkatan investasi yang diharapkan adalah melaluj inveslasi

i
i
j

ang sebagian besar Takyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-

codua bc":lah pihal ‘ lakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah
mtukmeh_).ag:amekamsme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebilan
pelingga meIalmsxstemhukmndanpemnuan hukum yang dapat memberikan
Q= .ncungan, akan tercipta kepastian (predictability), keadila (fai
* Aminudin Ilmar, Hukum Penanaman Modal........ Op Cit, hlm.69. R arn il ol i

Misiensi (efficiency) bagi i
" Delisa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, “Globalization and Developmea (il ( y)bagi parainvestor untuk menanamkan modalnya.

I'ree Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law”, California Wes )
li:ternastional LawJurnal, Vol 33, Spring, 2003, him. 336-337.
* Aminudin Ilmar, Op Cit, him.68.

* Aminudin Iimar,Op Cir, him 67.
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I. Peran Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kepastiay

3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, sehingga mendatangkan
ukum dan menciptkan iklim investasi yang kondusif di Sumatery penghasilan tambahan dari Juar yang dapat dipergunakan untuk berbagai
Selatan, keperluan untuk kepentingan penduduknya.

‘§ 4 Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang mana
Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan dapat digunakan oleh penduduk untuk men gembangkan perusahaan
tuntutan kecadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif dan industri lain,

penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investag
modal sccara langsung sangat baik dibandingkan dengan penarikan dan
wiernasional lain seperti pinjaman dari luar negeri.% ;
Modal asing yang dibawa investor merupakan hal yang sangat penting
schagai alat untuk mengintegritaskan ekonomi global. Selain itu, kegjatar|
investasi akan membexikandampakpositifbaginegampmeﬁmamodal, epertig
mendorong tumbuhnya bisnis, adanya supply teknologi dari investor dalam
bentuk proses produksi Mmaupuan permesinan, dan menciptakan lapangan®
pekerjaan.® &
Lingkungan bisnis yang sehat untuk berinvestasi tidak hanya diperluka| 7
untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, tetapi juga agar perusahaz
vang sudah ada tetap memilih lokasi dj Indonesia. Faktor utama yang
mempengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja dan produktivitast
rerckonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial, politik, dan institusi 4
Secara lebih rinci, penanaman modal asing merupakan hal yang harg Implementasi dari otonomi daerah yang memberikan kewenangan
disambut baik karena dapat memberikan keuntungan cukup besar te pada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, masyarakat dan
perekonomian nasional, misalnya dapat berupa :* @ pemerintah daerah serta investor untuk menanamkan investasinya di
I Menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah, sehi 2288 daearah. Namun demikian, pemerintah daerah masih memiliki kendala
mereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka. jdalam mendatang investor, salah satunya adalah rumitnya prosedur yang
Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk t “Smasih menggunakan metode sentralistik dimana pemerintah pusat masih
rumah, sehingga mereka dapat bergabi dari pendapatan perusahaarg (dominan dalam mengatur investasi di daerah. Padahal yang mengetahui
perusahaan baru. A §situasi dan kondisi iklim investasi daerah adalah pemerintah daerah ity
'. ndiri. Jadi selayaknya daerah yang menentukan bolel; tidaknya calon
mvestor terkait dengan pembangunan daerah ini.
Untuk meningkatkan investasi di Sumatera Selatan terutama dari
iz negeri diperlukan institusi yang kuat, sehingga akan melahirkan pola
kepemimpinan yang mendukung kebijakan-kebijakan investasi. Dengan
emikjan, yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan reformasi
birokrasi sebagai prioritas perbaikan iklim investasi, yang antara lain
Bilakukan dengan penyederhanaan sistem dan perizinan usaha, penurunan
berbagai pungutan atau pajak yang tumpang tindih, serta transparansi biaya

5. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan
memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.

6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk
berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah.

7. Membuat sumber daya negara tuan rumah baik sumber alam dan sumber
daya manusia lebih baik pemanfaatannya daripada semula.
Dengan demikian, arti modal asing bagi pemban gunan ekonomi negara-
negara berkembang, termasuk Indonesia pada dasarnya adalah
meningkatkan perekonomian nasional dan modernisasi struktur ekonomi
nasional. Namun investor yang menanamkan modal dj negara
berkembang pada umumnya menuntut kepastian hukum dalam
berinvestasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum dan ekonomi
yang memadai untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia.

d0an

(]

¥ Yulianto Syahyu,”Pertumbuhan Investas; Asing ....... Op Cit, hlm. 46.

" Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, “Globalization a;
Development. ......... Op Cit, him. 335.

* Kompas, “Repormasi Iklim Investasi”, 4 Pebruari 2006. ;
* John W Head, Pengantar Umum Hukum Ekonomi-Seri Dasar-dasar Hula

Ekonomi 1, Program Kerjasama antara ; Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitag
Indonesia, 1997, him. 89,
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perizinan. Hal lain yang harus mendapatkan penckanan adalah mela
cvaluasi dan review atas pemetaan lokasi investasi, sehingga menghadirkag
instrumen kebijakan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerali
menjadi aspek penting, mengingat tumpang tindihnya peraturan pusat dag
daerah akan berimplikasi pada terhambatnya arus barang dan Jjasa tetapy
Juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Deregulasi dan sinergitaf
kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah harus diletakkan pads
dasarnya kewenangan dan tanggung jawab, baik dari pengawasan, promos it

1

L) ebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Ada beberapa isu penting vang menjadi
ffokus kerja Pemerintah berkaitan dengan program investasi yang
ldirencanakan ke depan, antara lain: kelembagaan, regulasi, Bea Cukai,
ipajak, tenaga kerja, Paket kebijakan dan program yang dijalankan
;,. emerintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

L]

) Tabel 15
Paket Kebijakan Investasi Indonesia

atas potensi sumber daya dan peluang investasi serta pembagiag Kebijakan

Propgram

kewenangan antara pusat dan daerah dalam melakukan kerjasamg

UMUM
ckonomi dengan luar negeri, dan yang tidak kalahpenﬁngadalahperu bahad

A. Memperkuat Kelembagaan

mendasar pada aspek perilaku birokrat dan pejabat baik di tingkat pusa
maupun daerah, sehingga keberadaan mereka tidak menjadi predatog
dalam dunia bisnis dan investasi. Dengan demikian, baik dari asp
kebijakan investasi maupun dari aspek kelembagaan dengan jelag
mcnggambaﬂcanburulqwaikliminthasicﬁhdonmiaSehingga diperiukar
upaya pemerintah melalui kebijakan-kebijakan untuk mendorong
perbaikan iklim investasi mutlak diperlukan sebagai bagian dari usaha untuk
menghindarkan investasi asing langsung di Indonesia. Sinergis dan}
kesinambungan kebijakan antar lembaga, baik pada tingkat Departemen

Pelayanan Investasi

1 Mui?ulu_l 1 Vl.I-!-uf:lrlil‘;;_-ll‘l;d;'—l!L_siz’a
Penanaman Modal yang memuat
prinsip-prinsip dasar. antara lain
‘perluasan definisi modal,
transparansi, perlakuan sama
investor domestik dan asing

(diluar Negarive List) dan Dispute

Settlement.

terkait, BKPM serta instansi terkait pada level Pemerintah Pusat maupug
daerah menjadi amat penting dalam rangka mendorong hadimya pelayan at
publik yang baik dan efektif, sebagai bagian integral dari upaya melakukan

2.Mengubah Peraturan yang

Terkait dengan Pe nanaman

perbaikan iklim investasi di Indonesia.® ;
Salah satu ciri umum negara berkembang adalah kekurangan mod

Sebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan atau lebih tepat

Kurangnya investasi di dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingka

Modal
3.Revitalisasi  Tim  Nasional |
Peningkatan IEkspor dan

Peningkatan Investasi

|
i
;
-
i
|
E
4
1
«z

pertumbuhan ekomoni. Keadaan tersebut bisa dikurangi jika pemerinta
bisa membangun dan menciptakan sarana produksi yang dimiliki masyaraksf
dan scktor swasta. Pembangunan dan penciptaan sarana produksi tersebu

4.Percepatan perizinan kegiatan
usaha dan penanaman modal seiia

pembentukan perusahaan

lealahdenganmembmgminﬁ'amuknnymgmcnduhmgmgramt chut;
Kebijakan tersebut cukup realistis mengingat pemerintah tidak lagd
rempunyai pilihan lain yang mendukung. Oleh karenaitu, pemerintah dengar

iB.Sinkronisasi Peraturan Pusat dan
iii ' Peraturan Daerah (Perda)

Peninjanan Perda-perda ~yan
! P 3 B

menghambat Invesiasi

segala daya upaya mencoba untuk menegaskannya dalam sebuah kebijz
yang salah satunya mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pakef

C.Kecjelasan Ketentuan mengenai
Kewajiban analisa dampak
Lingkungan (AMDAL)

Perubahan — Keputusan Menteri

Negara (Kepme neg)  Lingkungan

Hidup tentany Jenis Rencana Usaha

dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
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Kebijakan

Program

I:. Mempromosikan Transparansi

dan disclosure

L.Tax Audit, Investigation dan

Disclosure

2.meningkatkan Pengetahuan

masyarakat mengenai pajak

KETENA | GAKERJAAN
A Menciptakan Iklim Hubungan 1. Mengubah Undang-undang
industrial yang mendukung Nomor 13 Tahun 2003
perluasan lapangan kerja tentang Ketenagakerjaan.

2.Mengubah peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketegakerjaan.

I3. Perlindungan dan Penempatan

TKI di luar negeri

Mengubah Undang-undang Nomor
39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri

C.Penyelesaian Berbagai
Perselisihan hubungan
idustrial secara cepat, murah

dan berkeadilan

Implementasi UU nomor 2 Tahun
2004 tentang
Hubungan Industrial

Penyelesaian

D.Mempercepat Menkum dan

Mengubah UU/Peraturan/  Surat | -

Fleksibel dan produkstif

HAM proses penerbitan Keputusann/ Surat Edaran terkait
perizinan ketenagakerjaan '
E. Penciptaan pasar tenaga kerja Pengembangan Bursa Kerja dan

Informasii Pasar Kerja

F.Terobosan Paradigma
pembangunan transmigrasi
dalam rangka perluasan

tenaga kerja

98

Mengubah UU Nomor 15 Tahun
1997 tentang Ketrasmigrasian
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Kebijakan Program
USAHAKECIL, MENENGAH. | DAN KOPERASI
Pemberdayaan Usaha Kecil, | 1.Penyempurnaan | [,;L‘r_;_lﬁ;rgm_;, '!
Menengah terkait dengan perjanjian bagi '
dan Koperasi/UKMK UKMK

2.Pengembangan Jasa Konsultasi 7:
Bagi Industri Kecil dan I

Menengah (1KM)

3. Peningkatan akses JKMK
kepada sumber daya financial

dan sumber daya produktif

lainnya

4. Penguatan Kemitraan Usaha Besar ‘
{

dan UKMK T

) Keluarnya paket kebijakan investasi tersebut diharapkan manipu
m endongrak kinerja investasi di Indonesia kh ususnya di Sumatera Selatan.
iSebab Pemerintah menyadari bahwa investasi dapat diharapkan memberikan
nilai bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mendongrak pertumbuhan
fekonomi, tak pelak bahwa investasi harus menjadi program yang dikelola
Becara serius. Munculnya sebuah kebijakan memang pada dasarnya untuk
fmenanggulangi dan melancarkan setiap tindakar pemerintah kedepan.
Namun yang perlu digaris bawahi adalah kebijakan tersebut hendaknya
@ merupakan bagian dari perencanaan menyeluruh, artinya schelum kebijalcan
tu benar-benar dilaksanakan pemerintah sudah mempunyai “planning map”
:.‘:u memandu secara manajerial. Ada sejumlzh faktor yang sangat
berpengaruh pada baik tidaknya iklim investasi di Indonesia. Faktor-fak tor
ersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga
v bilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (istrik, telekomunikasi dan
brasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar
gakerja, regulasi dan perpajakan, birokrasi, masalah good governance
asuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah
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yang fangsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan neto atf§:
binyaresiko jangka panjang dari kegiatann investasi, dan hak milik mulfl
dari tanah sampai kontrak.”’ 1

Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri menindaklanjul
kebijukan itu dengan meluncurkan kebijakan yang tertuang dalam Peratur:g
Mcnteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggarasg
Pclayanan Satu Pintu. Peraturan Mendagri ini pada intinya meminj
pemerintah daerah melakukan kegiatan seperti :

- Penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha .
Pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintudg
daerah
Pemangkasan waktu dan biaya perizinan
Perbaikan sistem pelayanan
Perbaikan sistem informasi, dan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelengg
perizinan

Berdasarkan kebijakan tersebut diterapkan strategi yang dipandangé

cfektif untuk meningkatkan pelayanan perizinan ke dalam suatu siste
penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu.” p:
Menurut Jr; Mustawani dalam rangka melaksanakan amanat Undang
undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal padapasal 4 a
(2) butir b langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Sela
adalah sebagai berikut :
- Pemerintah Sumatera Selatan telah menetapkan kebijakan ya
dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Panj.
Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada salah satu pro
prioritas yaitu Pembangunan Pemerintah dengan fokus ; ;
Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbagé
ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih daan akuntabe

! http://www.Scribd.com/doc/2413665/kebijakan investasi dalam } ﬁ

pembangunan ekonomi writing, diakses tanggal 20 Januari 2011. 4
** Dr. Ir.H.Juniarso Ridwan & Achmad Sosik Sudrajat, Hukum Administrig

Negara dan kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.
" Wawancara dengan Bapak Ir. Mustawani,CK.,M.Si yaitu Kabid Pelayanii
Pelayanan Penanaman Modal Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatg
Sclatan, tanggal 3 Januari 2011
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Meningkatkan mutu Pelayanan Satu Titik (One Stop Service) dengan
men}buat mutu pelayanan (waktu, biaya, kecepatan) masyarakat dan
meningkatan investasi daerah ;

Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perencanaan,
pelak.sanaan, dan pengawasan program kincrja pemerintah provinsi ;
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam
melayani masyarakat dan pelaksanaan tu gas Pemerintah melalui
pendidikan dan pelatihan lanjut secara berkesinambungan,

Untuk merealisasikan program tersebut Pemerintah Provinsi Sumater

Pelatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Sclatan Nomor 39

Hahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
[erpadu Satu Pintu.

Selain itu langkah-langkah yang diambil Pemerintah daerah dalam hal

: " c.liwakili oleh Badan Penanaman daerah Sumatera Sclatan dalam
Shenjalankan fungsinya, antara lain ;

penyusunan rencana-rencana promosi dan penanaman modal i
daerah yang garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas, stratei
promosi penanaman modal;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi-inswansi di dacrah dalam
Fangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi
Investasi yang berhubungan dengan penanaman modal:

pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan pemerintah daerah di
bidang penanaman modal dan promosi investasi:

penyusunan norma, standar dan proscdur kegiatan penanaman
modal;

pemberdayaan investasi di daerah melalui Badan Usaha Miliki
Negara, badan usaha milik swastamaupun bacian usaha milik dacrah
untuk mengembangkan peluang potensi pcnanaman modal;
pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu
satu pintu sesuai dengan kewenangan propinsi dan didukun gdengan
kemajuan informasi;

penyusunan peta investasi daerah

perencanaan kerjasama dan promosi penanaman modal:
pgngembmgm sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan
di bidang kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan
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!
emberikan informasi yang seluas-luasnyfkemudian méngaldbatkan kurangnya minat investor untuk menanamkan
m

usaha yang sehat Qaﬂ modal; imodalnya ke daerah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Peraturan
dalam lingkup kegiatan penanaman tas hambatan-hambatan yan@#Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah dengan
pembantuan dalam penyelesa{;n;ﬂ(mk egiatan peNANAMAN IO dailialasan hak otonomi yang nota bene membuat beban tarbahan bagi investor.
dihadapi duniausahadalammmJumpen dukung penanaman moda @Parahnya lagi produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah daerah banyak

berian fasi ofbe d kebijak diambil oleh intah uu
k. pcrencanaandanpem : paencanaanprom_ beroenturan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat (UL
- ]asan dan penyerasian

L pengkoordmas‘ml’ penye

1 pemerintzh daerah; fyang lebih tinggi). Hal tersebut menyebabkan kesan saling berebut
yangakandilaksanakﬂnole. pdan rogram pembangunan yaugwewenang kekuasaan. Wewenang tersebut bukannya tidak beralasan.

m. pelaksanaan .renca“a kerja ¢ denl;anmelmnismeyangditetap c@Sebab, dengan masuknya para pengusaha dan investor mengakibatkan
menyangkutbidangugss UL COFTC 135 pelaksanasfbenambahan pendapatan yang cukup sigrifikn.

n. pelaksanaan pemanta\la'n . Kepastian Hukum yang diberikan Pemerintah yaitu adanya jaminan
penzmamanm‘>€1:;1!1;‘2":":'-"‘(;‘_1;i dang nan modal; flari pemerintah terhadap penanam modal yang akan menanamkan

0. pelaksanaanpel

: 1 an oleh Gubernur sesuai denginodalnya di wilayah Indonesia khususnya Sumatcra Selatan. Jaminan
tugas lain yang diberikan -
p. pelaksanaan

gersebut yaitu berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun

tugas dan fungsinya- - epastian hukum tersebut berjalan kurang efektif karena banyak sckali
) .k investasi di Sumate 5‘::« masalahan di dalamnya, contohnya adalah tidak sinkronnya peraturan
Upaya-upaya yang dibangun untuk mastian Hukum bagi kegiatgisat dan peraturan daerah yaitu misalnya pemerintah pusat telah membuat

Selaan e O Holam Jm::\?tl‘inesmg’“ndmg adalah Jaminfuran tentang pajak dan retribusi bagi penanaman modal, akan tetapi di
i i i ukum men :
investasi. Kepastian H

hukum dan ketentuan Peraturiierah tempat investor akan menanamkan modal ada pula peraturan yang
Pemerintah untuk meneml??tkzn an utama dalam setiap tindakan dienetapkan tentang pajak dan retribusi tersebut, dan peraturan tentang
sebagai landas:

ng-undangan gembukaan lahan dan pemanfaatan hasil hutan, peraturan yang mengatur
e agi Penanam Modal htang pertamb dan masih banyak peraturan lai kib
kebijakan bagi Penana ’ dal yang signifikan ke suatu negatang pe! angan, masih banyak peraturan lainnya, akibatnya
Untuk menarik arus mo y

us e : vang kondusif dan pros .°adi tumpang tindih antara peraturan terspbgt. Begitu pula dengan
dipengaruhi oleh faktor 1k\m.x mvessﬁ‘syel algn jtu, untuk menanamifgsama peraturan daerah, juga sering terjadi tumpang tindih dan
pengembangandinegarapenmmamo ’ butuhkan jaminan kepa ignumpukan peraturan. Akibat dari tumpang tindihnya peraturan dan

modalnya di Indonesia para investor mt,e;:tentuan perundang-undang bijakan tersebut, serta adanya pertentangan antara peraturan yang telah
hukum.* Kepastian h“k:l‘imll msh]p]u | bertentangan, dan juga mengy buat, maka faktor tersebut membuat investor ragu dan berfikir ulang
alti e as . 3 (4l 1:; K
alllg Salamaﬁa;leysttﬁsm " erigadﬂam Kesulitan-kesulitan tersebut dzjgiuk menanamkan modalnya.
elaksana

a ) embang yang mengunige. Kepasti.an usaha dalam bidang investasi acalah suatu kebijakan

Siikatakanyangd.ihadapl deh:l:fme;ig:n:ub;k&“mbuhm ekonominygtg berupa bidang usaha baik yang tertutup maupun terbuka yang
dal asing untux m ”

penanaman mo

" ar kepastian hukum dalam kegiatan inves{erbolehkan oleh pemerintah dan telah diatur di dalam Undang-undang
Tidak adanya jamman epas X Jahan. Permasalah NERana an‘Modal.
menyebabkan munculnya berbagal permasa b Selain memberikan kebijakan tentang bidang usaha, hendaknya

a{n k memberikan kepastian berusaha Pemerintah juga menyediakan

l S
nvestast, olume 2 0. ahunz 0 ’ ayasan pengetll anga!‘ ‘sms! m ]l(:ger]

% Ibid
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Pemerintah juga harus memberi jaminan keamanan berusahg
bagi investor, berupa suasana iklim yang kondusif bagi kegiatag
penanaman modal yaitu keseimbangan antara kondisi ekonomi, sosis
dan politik, serta tidak adanya praktik KKN yang sering terjadi selamsié
ini di Wilayah Indonesia. 4

Kondisi stabilitas politik dan keamanan yang kurang kondusiff
menycbabkan keraguan dan kecemasan investor asing untuk menanamkar
modalnya di Indonesia. Demikian juga dengan keterbatasan pengusaay
lcknologi menyebabkan kualitas produksi belum memenuhi standar industd

inlernasional * g

Bukan hanya kondisi ketidakstabilan yang berasal dari dalam sajgiiH
namun, kondisi keamanan intemnasional yang tidak stabil pun termasuk fakof
vang membuat para investor untuk berpikir ulang untuk menanamkan modalyie®
i wilayah Negara Indonesia.

Beberapa faktor utama yang masih menjadi penghamba
pemulihan, antara lain mencakup masalah stabilitas ekonomi, politik
<osial pertahanan dan keamanan. Oleh karenanya investor enggi
masuk, dan angka pengangguran cenderung semakin meningkaf
Melalui stabilitas ekonomi makro dan sistem financial diharapkan arg
modal (investasi) masuk ke Indonesia, roda kegiatan usaha dap
berkembang dinamis, lapangan kerja terbuka luas dan tingk
pengangguran dapat berkurang.

1. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah daerah dan Upayaya
dilakukan dalam memberikan jaminan kepastian hukun
menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Sela

Kegiatan Penanaman Modal adalah suatu hal penting b
pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu dae;
‘nvestasi tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihid
erekanomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemisking

Jemikian juga di Indonesia, Pasca Kebijakan Desentralisasi Tahun 1%
wunyak sckali Pemerintah Daerah yang bereksperimen dan berinoyj
‘lengan mengembangkan berbagai pola kebijakan investasi. Nan

""hltp:f/www.ankasi.or.id/mcdules.phn?namc=New&ﬁle=arti
s1d=111,diakses pada tanggal 20 Januari 2011. '
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demikian, tc

naf;nn’ te;:apat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para
g ., odal. Secara umum kendala-kendaly tersebut dap;
u ventanSlrantaralajn 397 : apat
-+ Regulasi Pemerintah yang tidak konsisten dar akomodatifsehin gua

Icg;ilefuajglglmc;nmlzmgungkm Penanam Modal dap calon Penanam Mod].
J PUblik yang ramah terhadap investas; seperti upaya reformas;
tf;l;nd:fa{;lrswtemldan Pemndagg—tmdangam. Persamaan didepan hukuim
congh yamaSI.h belum bcrja‘lan dengan baik dj Indonesia, Sebagai
e menger!ax perpajakan dimana pengusaha yang “menggelapkan
pajlak . dapa'tdlkenai saksi pidana, sementara aparal yang menan Qalnl i
paj:ak_apal?lla mengkorupsi uang pajak hanya -(likznai Sal:kﬂ
adnumstram.' Tt_mtunya situasi ini menakutkan parainvestor., ‘
Memperbaiki kualitas birokrasi melalui good governance
Pengelolaan pemerintahan yang baik masih mcn[?ldi cil';-"it'.
bersama. Artinya belum terealisasi. Masih banyak suapc ;'n‘w-
Peémerasan serta korupsi yang dilakukan o]k ap';‘r.r:mn‘ nc‘u'uf'l
terutam_a terhadap dunia usaha, baik yang dilegalkan meT't}Il]:
regulasi, Maupun berupa pungutan [jar. Oleh kurkcm itu gCI"l}"lll
Suap, anti KKN dan penegakan hukum seriy kepemim )‘ii:"u‘
nasional yang dapat menjadi teladan perlu Ltnluk(licunangk}zm -

3. Pe i
fi€rapan otonomi daerah telah melenceng darj tujuan awal

Otonomi i '

o ::r:iu dael}‘lah banyak dlgupakan sebagai dalih untuk bertindak

- p ?Sﬁr u%cur_n yang jelas, Munculnya banyak Perda
rmasala men;adl cermin bahwa otonom;j daerah perlu untuk

mendapat perhatian serius.

- Pelayanan Perizinan yang tidak bisa diprediks;. lambat dan tidak

transparan.

. Tidak kalah pentingnya insentif fiskal dan perpajakan. | "ajak adalah

sumbe ' J
I pemasukan negara yang dominan. Namuyp pemasukan

.: negaj(ra dari pajak selama inj diperoleh darj sebagian keci] wajib
4 p:_‘lak )Sfarllg ada. .(‘)leh_kar.ena 1tu perlu optimal; sas; pcnmngufan
i p _]l . Selain optmm.lhsas.l pemungutan pajak tersehyt. pemerintah
¢ Periuuntuk memberikan msentif fiskal.

E o
" Wawancara dengan Bapak Ir. Mustawani, CK. p1 s yaitu Kabid Pelayanan

gEnan Penanaman Moda] Bad
Rcent 3 s e an Penanaman Modal Daerah Provins; Sumatera
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0. Penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif seperti pemulihz
keamanan, kepastian hukum, dan perbaikan infratruktur se
keamanan menjadi faktor yang penting bagi investor. Pengaruh globa
terorisme terhadap iklim investasi di Indonesia cukup besar, menginga
munculnya beberapa kasus seperti Bom Bali, Bom Mariof
memberikan stigma semacam itu tentunya berpengaruh besar pad
minat para investor untuk menanamkan modalnya.

Secara umum diketahui bahwa penanaman modal asing
khususnya yang berlokasi dinegara berkembang sering merasa khawatif
akan begitu banyak resiko. Hal ini disebabkan oleh keadaan politik sosia
dan ekonomi negara-negara berkembang yang belum stabil.Padahall .
penanaman modal asing membutuhkan iklim yang kondusif sifatnya sepertf
rasa aman, tertib, serta adanya suatu kepastian atau jaminan hukun
negara penerima modal.

Berbagai permasalahan dan kendala yang muncul dalam penanama
modal akan menimbulkan ketidakpuasan antara kedua belah pihak. Untuf§.
itu, peran pemerintah sangat diperlukan melalui sistem kebijakan yange
terarah dan dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagl.
kedua belah pihak.

Semua permasalahan dalam bidang investasi harus diselesaikas
agar iklim investasi yang kondusif dapat segera tercipta. Permasalahagé
ini antara lain, Pertama, bagaimana mensejajarkan posisi investor dalag
berinvestasi, sehingga iklim kondusif bagi investasi dapat tercipta. Kedud
bagaimana menciptakan kepastian peraturan di bidang onvestasi sehinggl

tercipta iklim kondusif bagi investasi di tanah air. Ketiga, bagaimar

menciptakan harmonisasi hukum di bidang investasi pada era pasar beba.
dan era otonomi daerah untuk mencegah relokasi perusahaan ki,
berbagai negara lain. ' 1
Upaya-upaya yang terus dilakan Pemerintah daerah dalafl.
memberikanjaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investagi,
yang kondusif bagi investor yang berinvestasi di Sumatera Selatafie
antara lain : g
1. Membuat peraturan-peraturan kebijakan yang tetap dan konsiste :
yang tidak terlalu cepat berubag dan dapat menjamin kepastian h

karena ketiadaan kepastian hukum akan menyulitkan perencanaz

: Pmémpmmmn yang tidak berbelit-belit yang dapat mengakibatlan
high cost economy. Upaya ini terus dilakukan pemerintah daerah,
dan telah mendapatkan hasil yang cukup baik dimana Propinsi
Sumatera Selatan mendapat penghargaan dalam memberikan

pelayanan perizinan terpadu satu pintu di bidang investasi dari
pemerintah pusat.

- Jaminan terhadap investasi mereka dan proteksi hukum mengenai hak

atas kekayaan milik investor.
Dapat dimaklumi mengapa investor membutithkan adanya kepastian
hukum, sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada
ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain vang terkaitr
dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ketentuan tersebut, antara
lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, dan masalah
pertanahan. Semua ketentruan ini akan menjadi pertimaban gan bagi
investor dalam melakukan investasi.
Adapun arti penting hukum bagi masyarakat dikemukakan oleh V/.F.
de Gaay Fortman :” hukum dapat berbuat dalam lima hal yaitu :*

a. Mengatur dan menciptakan tata ;

b. Menimbang kepentingan yang satu dengan yang lain ;

c. Memberikan kebebasan ;

d. Menciptakan tanggung jawab ;

€. Memidana;

Jika arti penting hukum. dikaitkan dengan investasi, investor
membutuhkan adanya satu ukuran yang menjadi patokan dalam
melakukan kegiatan investasinya. Den gan kata lain, investor
membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.
Kepatian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan
hukum dan ketentuan peraturan perundang-undan gan scbagai landasan
utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal.
Sehingga adanya korelasi antara kepastian hukum dengan kegiatan
investasinya. Apabila ada kepastian hukum dalam berinvestasi, maka
kegiatan investasi pun akan berjalan dengan baik.

jangka panjang usaha mereka.

** W.F. de Gaay Fortman dalam Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Nuansa

Aulia, Bandung, 2007, him.37

108 Hukum Penanaman Modal Dalawm Teori dan Prakl

um Penanaman Modal palane Teori dan Praletike 107



4. Saranadan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya investassif§ ¢- PENUTUP

mereka dengan baik, antara lain meliputi komunikasi, transportasi ata
pengakutan, perbankan dan perasuransian.

Untuk itu dalam rangka memciptakan iklim investasi yang kondugif, .
ada tiga hal lain yang tidak kalah penting yang menjadi perhatianlg
Pemerintah daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, ;
tiga hal mendasar yang harus diperbaiki adalah masalah : Legal, Labour§g
dan Local (3L).

Legal,dalam hal ini harus membenalu sistem hukum dan menerapka
renegakan hukum yang ramah bagi investasi dan perdagangan. Labour, ha
i mengenai pembenahan masalah peraturan dan implementasi ket'en
perburuhan, yang boleh jadi adalah masalah yang paling pelik yang d .
pemerintah. Local, hal ini mengenai pembagian kewenangan antara peme:
pusat dan pemerintah daerah. |

Sclain itu, ada beberapa upaya perbaikan lainyang perlu sege
dilakukan. Upaya yang dilakukan baik dari aspek hukum maupun dari 2
hirokrasi. Upaya perbaikan ini meliputi :

| Menyempurnakan perangkat hukum yang lebih kondusifd terhada

peningkatan investasi lain deregulai peraturan penanaman modaj ¥

termasuk penyempurnaan sistem insentif, desentralisasi kewenanga
perizinan dan penyempurnaan Undang-undang penanaman deaL
Melakukan peninjauan daftar negatif (negative list) investasi secan
berkala sesuai dengan perkembangan keadaan, o
Menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparatnyabaik dip
maupun daerah agar menjamin pelayanan yang efisien kepa

penanaman modal, termasuk membentuk sistem pemantauan unt

'wd

mengindentifikasi praktik-praktik yang menghambat investasi dag i

meningkatkan kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat,

4. Meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri, ‘
5. Meningkatkan aliansi strategis dengan berbagai mitra ekonomi seca
salaing menguntungkan, dan
6. Meningkatkan negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral d
multilateral.
108
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1. Upaya-upaya yang dibangun untuk menarik investasi di Sumatcera
Selatan harus diikuti dengan Jaminan Kepastian Hukum bagi kegiatan
investasi. Kepastian Hukum menurut Undang-undang adalah Jaminan
Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan Peraturin
Perundang-undangan sebagai landasan utama dalam sctiap tindakan
dan kebijakan bagi Penanam Modal. Peran Pemerintah daerah dalam
memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi
yang kondusif terus dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan
investasi yang lebih kondusif, membuat kebijakan reformasi birokrisi
sebagai prioritas perbaikan iklim unvestasi, vany antara lain dilakukan
dengan penyederhanaan sistem perizinan usaha, penurinan pajak, seria
transparasi biaya perizinan, selain itu Pemerintah juga harus
memberikan jaminan keamanan usaha serta kondisi stabilitas politik
dan keamanan yang kondusif schingga investor tertarik untuk
berinvestasi di Sumatera Selatan.
. Kendala-kendala yang dihadapi olech Pemerintal dacrah dalum
memberikan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investsi
yang kondusif di Sumatera Selatan antara lain ;
Regulasi Pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatif schingua
cenderung membingungkan Penanam Modal dan Calon Penan:m
Modal.
Kebijakan publik yang ramah terhadap investasi seperti upava
reformasi mendasar sistem dan Perundang-undangan. Persamaan
didepan hukum tampaknya masih belum berjalan dengan baik di
Indonesia. Sebagai contoh mengenai perpajukan dimana pengusaha
yang “menggelapkan pajak”, dapat di kenai saksi pidana, sementara
aparat yang menangani pajak apabila mengkorupsi uang pajak hanva
dikenai sanksi adnimistrasi. Tentunya situzsi in menakutkan para
investor.
Pelayanan Perizinan yang berbelit yang dapat menimbulkan high
cost economy.
Penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif seperti pemulihan
keamanan, kepastian hukum, dan perbaikan infratruktur serta
keamanan menjadi faktor yang penting bagi investor.
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| BAB Vil
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENANAMAN MODAL ASING DALAM

MENUNJANG PEMBANGUNAN Di

SUMATERA SELATAN®®

emiberihan jaminan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasif
ving kondusifdi Sumatera Selatan, antara lain : menyempurnakan perangkat
lnkum yang lebih kondusif, menguatkan kelembagaan dan profesionalismeff

LA PENDAHULUAN

¢ perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain,

£ kemampuan moda] dalam negeri sendiri, apakah 111 o]l Pemerintah
b atau dunia usaha swasta dalam negeri.

Keperluan Penulisan Bukuy inj telah dilakukan revisj seperlunya.

n( Hukum Penanaman Modal palan Teori dan Prakt m Penanaman Modaj Dalave Teori dam Praktie

Tujuan dan arah Pembangunan Nasional schbagaimana ditetapkan
-dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yakni, berusaha
¢ mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat yang adil dan
£ makmur itu akan diwujudkan melalui Pembangunan di berbagai bidang,
‘dianlaranya bidang ekonomi. Pembangunan ckonom;i identik dengan
¥ Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Negara kit inj. seperti
1 ktor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industr,

Pelaksanan Pembangunan seperti diketahiui memerlukan modal
> dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu vang tepat. Modal
 dapat disediakan oleh Pemerintah dan olch Masyarakat luas, khusus duniz
& swasta. Keadaan yang ideal dari segi Nasionalisme adalah apabila
E kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh

; Namun kenyataannya tidak|ah demikian sebab pada umumnya
# negara-negara berkembang dalam hal ketersedian modal yang cukup untuk
‘melaksanakan Pembangunan secara menyeluruh mengalamj berbagai
jkesulitan, yang disebabkan oleh berbhgai faktor, antara lain lingkat

4 * Tulisan inj merupakan Hasil Inti Sari Penelitizn Penulis yang pernal di
jpublikasikan di Majalah Simbur Cahaya Fakultas Hukum No_ 43 Tahun 2010. Untuk



tehungan (saving) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal E: Modal asing yang dibawa olch investor merupakan hal yang sangat
v helwm efektif dan efisien, ketrampilan (skill) yang belum memadaipenting sebagai alat untuk mengintegrasikan ckonomi global. Selamitu, kegiatan
verla Lingkat teknologi yang belum modern. Kendala-kendala jnfinvestasi akan memberikan dampak positifbagi supply teknologi dari investor
wraminya oleh Negara-negara berkembang dicoba untuk diatasi dengaifiébaik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan
borbagia macam cara dan alternatif diantaranya melalui bantuan dan kerig lapangan pekerjaan.'®
wncdengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalamfles Di negara manapun di dunia ini, investasi kapital publik lazimnva
coeert vang dapat segera dikerahkan. $memang hanya bersifat stimulant. Proporsi terbesar dana pembangunan
sctiap Negara selalu berusaha meningkatkan Pembangunanfidan penggerak ekonomi masyarakat sesungeuhnya berasal dari dua
<jabiteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kearah tersebut dilakukaflstakeholders yang lain,yaitu : sektor privat dan masvarakal itu sendiri.
+wan berbagai cara yang berbeda antara Negara satu dengan NeganfPalam kondisi seperti ini, Pemerintah Pusat dan Dacrah dituntut untulk
cayie Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh Negara adalah me _enetapkan strategi bersaing yang tepat. Bagi Pemerintah Pusat stratey)
- "inyuak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.'® fitu bisa berbentuk antara Jain :
Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suat¢ (1) peraturan perundang-undangan yang kondusil dan memberikan
~eara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untulfé perlindungan hukum bagi investor,
nienjadi suatu Negara yang makmur, Pembangunan Nasional ha . (2) insentif di bidang perpajakan dan bea masuk barang miodal,
drarahkan kebidang industri. Untuk mengarah kesana, Negara-nega ; E (3) kewenangan dan prosedur perizinan yang jelas, cepat, murah dan
~rnebnt sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimny§ - mudah,
wwabdan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menujié (4) pengaturan dan penyediaan tenaga kerja yang kompeutif
<ustialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebufls
ilah mengundang masuknya modal asing dari Negara-negara majt Bagi Pemerintah Daerah, persaingan vang <cnilhin tajan
ke “egara-negara berkembang.'®! memunculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum. beban (gas vang
Negara Indonesia juga mengalami hal seperti diatas. Dimana untutfiharus dipikul oleh daerah adalah menyiapkan dacrahnya scdemikian rupa
ingkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pengembangailsehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan
prirekonomian, Pemerintah Indonesia membutuhkan modal dari investof investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia luar sceara strategis,
Klwsusnya investor asing. Karena para investor tersebut sangat memegangiistematis dan efisien.
j1unan penting dalam Pembangunan Perekonomian Negara Indonesiaj Upaya Pemerintah di era otonomi daerah dalam menjadikan daerah
Masuknya modal asing bagi Perekonomian Indonesia merupakag@sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi
“utan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif 7_'la.lcukar1 melalui regulasi dan formulasi kebijakan pembangunan yang
-1 2hiznpunan dana Pembangunan Perekonomian Indonesia melalui investasfdidasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunak an
dal sccara ]angsung sangat baik dlba_ndlngkan dengan men.arik dang otensi sumber daya manusia dan sumber dayn alam lokal, kelem h;l_i'_:i;m
. wmasional lainnya seperti pinjaman dari luar negeri.'® ' teknologi yang sesuai dengan karakteristik dacrah masing-masing,
_ Peningkatan investasi Daerah akan dapat terwujud Jikadi dacrah
flerdapat potensi yang dapat “dijual’” kepada para investor, baik itu berupa
fpotensi sumber daya alam maupun potensi sumber dayamanusia. Sclanjutnya

" Yulianto Ahmad, Peran Multilateral .... Op Cit, hlm 51.

""Ridwan Khairandy, “Peranan Perusahaan.......... Op Cit, hlm. 51. ‘ ' Delissa A. Ridway dan Mariya A. Talib, “Globaliz tion and Deve lopnient
" Yulianto Syahyu, “Pertumbuhan Investasi Asing ...... Op Cit, hlm. 46 ....... Op Cit, hlm 335.
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fal sangat penting lagi adalah kemampuan daerah menjual potensi yang, Kecenderungan iklim investasi yang kondusil tersebut, tidak
limilikinya tersebut. Kemampuan daerah untuk menjual tersebut harug ¢ terlepas dari keberhasilan Pemerintah mengesahkan Undang-undang
lidukung oleh terciptanya ik[imyangkonduszfdanmendukung investas Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 200)7 dan 1
wpertt adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor
Jususnya Penanaman Modal Asing di daerah tersebut.

Demikian juga dalam Pembangunan yang dilakukan di Sumater:
sclatan, Pemeintah daerah juga melakukan upaya untuk menarik§
nverstor khususnya Penanaman Modal Asing untuk menanamkan ;
codalnya di Sumatera Selatan. Khususnya dapat dilihat dalam] ' B. PEMBAHASAN
“smbangunan didaerah Sumatera Selatan, dimana Penanaman Mod:alle
oine memiliki peran yang sangat penting dalam Pembanguna @8 1. Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Dalam

harapkan dalam menggaet investor khususnya investor asing ke Menunjang Pembangunan Di Sumatera Selatan

wrafvakan dapat menimbulkan dampak positifbagi pengembangan 3
it usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi Penanaman Modal Asing memegany poeranan penting dalim
Frerih yang nantinya bermuara kepada peningkatan dan pemerataar & Pembangunan Perekonomian Negara Indonesia. Terbukti makin @iativa
sesejahteraan rakyat Sumatera Selatan. ) § Pemerintah Indonesia menarik Penanaman Modal Asing untuk menanami an

Menurut Dinas koperasi, Pengusaha Kecil Menengah, dai@modalnya. Salah satu cara yang dipergunakan Pemcerintah untuk mens ik
‘wnaiaman Modal Propinsi Sumatera Selatan, jumlah investasi hingpille Penanaman Modal Asing adalah dengan mengeluarkan berbaga peraty

penher 2007 mencapai Rp. 5,5 triliun. Kepala Dinas Koperasi Eyang bersifat manarik yaitu dengan memperhatiba L POLCHSt-polens -,
~nzusaha Keceil Menengah, dan Penanaman Modal Provins; Sumsec/fiada pada daerah dan menyakinkan Penanaman Modal Asmg. flal o
vowar Oemar melalui Kasubdin Kerjasama Pengawasan dag dilakukan tidak lain adalah untuk menarik investor Penanaan Modal As
" sgendalian Afrian Joni mengatakan, nilai investasi sejak 2003 hinggaidan kepastian hukum berusaha.Olch karena itu. hukum sehagai ala
vovember 2007 di Sumsel yang tercatat senilai Rp. 23,7 trilliun. Dig gPembangunan memegang peranan yang culup besar demikion juga doliam
srencungkapkan, total investasi sebesar Rp. 23,7 triliun merupakag ;a gembangan Penanaman Modal Asing,
srvestast dart Penanaman Modal Dalam Negeri sebanyak 44 perusahaar Propinsi Sumatera Selatan terkenal akan sumber dayva aluni va
fngan nilai Rp. 9,7 triliun, dan Penanaman Modal Asing sebanyak 5§ g melimpah. Untuk sumber daya cnergi seperti minyak bumi. ;
cerusahaan dengan nilai investasi sebesar 14 triliun. Afrian Jorf I, batubara dan panas bumi yang tersebar dan berlimpah. micrupulk.
sienuturkan, bila dilihat dari Jjenis usahanya, bidang usaha sektqf imodal dasar dalam mewujudkan Sumatera Sclalan schavar lumbuo
crkebunan masih mendominasi investasi di Sumsel, disusul jasgie rgi khususnya melalui Pembangunan ketenagalistrikan dan penyedioy
-therelan, pertambangan dan lainnya. Afrian Joni mengatakan bentul nergi bahan bakar dan industri. Sementar: untuk pangan, Sumat g
avestasi yang menjadi prioritas dari Pemerintah Sumsel adalalj atan juga memiliki daerah-dacrah yang menjadi swasembada pan;
wycdiaan infrastruktur, yakni Pelabuhan Tanjung Api-api dalam rangl
emperlancar distribusi arus barang dan modal, Sementara itu, pengamg

khususnya beras. Kekayaan alam yang melimpah itu tampaknya Juy

@Menjadi daya tarik kuat bagi masuknya Penanaman Modal atau ins st
~konomi Faisal Basri menilai, wilayah Sumsel] banyak memiliki poteng “ usnya investor asing. Apabila hal itu didukungoleh letak Propit
viang masth belum digarap secara serjus, ' R

matera Selatan diantara pulau Jawa dan Sin}';l['lm';l Vang secara ve

werhagai kebijatan
i khususnya tentang Penanaman Modal Asi g Walaupun dalam
 pelaksanaannya Perlindungan Terhadap Penanaman Modal Asing di
i Sumatera Selatan masih mengalami hambatan dan kendala-kendala

1

B ckonomi sangat strategis.
" kompas. Com, diakses tanggal 27 Maret 2011.
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Propinsi Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangal

carentuk dimanfaatkan melalui kegiatan investasi. Potensi yang yangk

- hup besarmenjadi Propinsi Sumatera Selatan sebagai peluang bagi pan

voestor untuk mengelola memanfaatkan potensi sumber daya yang
cunlibanya,

Pembangunan perekonomian berbasis lokal dengan potensif

b Daya Alam (SDA) yang ada di Sumatera Selatan terbagi menjadife

(i) sektor utama yang terdiri dari Sektor Primer, Sektor Sekundet

it Sektor Tersier. Dari 3 (tiga) sektor utama tersebut ada 8 (delapan)

‘~ewror yang diprioritaskan oleh Propinsi Sumatera Selatan sebagai

Dari 8 (delapan sub sektor ungglan tersubut Pemerimt
Selatan memfokuskan pada 2 (dua) bidane invesios

‘dan Lumbung Pangan.

- 2000 sampai dengan 2007, sebagai berikut ;'

Tabel 16
e, yaity 9 A

I, Pertambangan dan Ene'rgi ‘ ‘ TAHUN
Sektor Pertambangan, yaitu mmxak dan gas bumi, batu bara, emas [§ _ P ROTER INVESTASI (0. ] TENAGA
perak, marmer, pasir kwarsa dan laian-laian, Sedang}(an sektor energ §& JUTA) e
yantu pembangkit listrik , bahan baku batu bara dan listrik bahan bakafle - 5 i i
2as bumi. E I ——

2. Perkebunan, yaitu karet, kelapa sawit, kopi, lada, cengkeh, kelapa; 1 280 3 89'6”3,1(:_ S 7
coklat, vanila haramai, serai wangi, kapuk, tembakau, kayu manis <002 4 7"’?‘3"1‘”'72' 5 _ '””_
seniiri, jambu mente, gambir, kunyit, kencur, pinang dan tebu., 2003 ? h a2 | AT

b Pertanian Tanaman Pangan, yaitu tanaman perladangan seperti 2004 9 31341350 el
padi, palawija dan tanaman holtikultura seperti sayuran dan bual: 2005 7 CS.15746.7: | e
buahan. 2006 18 2,915.625.50 ; AR R

i. chutanan, yaitu Hutan tanaman Industri (HTD). : 2007 39 161722821819 | 21 o0

. Kclautan dan Perikanan, yaitu perikanan laut dan perikanan dara JUMLAH 92 17,944.295.85 | 52.507
mehiputi perairan umum, kolam, sawah, kerambah dan budi daya laut SUE———

o. Pariwisata, yaitu wisata air sepanjang Sungai Musi di Koty E Sumber :Badan Penanaman Modal Dacrah Propinst Sumatcra Seloran,
Pulembang, Danau Ranau di Kabupaten OKU Selatan dan Gun i

Dempo di Kota pagar Alam. _ 4
Peternakan meliputi peternakan kerbau, sapi, kamping dan unggz
(baik ras pedaging, petelur dan bukan ras)

3. Industri Perdagangan, yaitu industri kerajinan tenun songket,
kayu khas Palembang, makanan, minuman,

; Data Penanaman Modal Asing (PMA) diatas tidak mengy
Eseluruh kegiatan investasi di Sumatera karena data terschul (i,
Cinvestasi disektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembag;
gNon Bank, Asuransi, Sewa Usaha,Pertambangan Dalam rangka IContr

ortopolio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah tangga.

" Data Resmi Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Selatar
hn U008 1

Hukum Penanaman Modal palaw Teori dawn Pra m Penanaman Modal palaw Teoii dan 1+ aic: i1

ah Sumater

viautu brdanw
pertambangan dan energi serta pertanian dalam art) luas dengan
- mencanangkan Propinsi Sumatera Selatan sebagai lum hung nergl Nasion: |

Adapun Tabel Perkembangan Persctujuan Penananin Maodal uni.
Penanaman Modal Asing (PMA) di Propinsi Sumatera Sclatan dari Tahun

wambarkan
fak termasuls

a Keuangan

3, Perjanjian Karya Penansi Teknis/Sektor Usaha Pertambangan Bau
3, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh Instansi/Sektor Investiisi

' Sumber Data : Badan Penanaman Modal Da-rah P pinst Sumatera



Ferana

Asive bagt perekonomian di Sumatera Selatan merupakan tuntutaé

cadaat

wrriba
cnreat |

“porti pinjaman luar negeri.

dneat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi globa
selinin o kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negar
enerimia modal, seperti mendorong tumbuhnya bisnis, adanya suppl}
vkrologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupu
wriiesinan dan menciptakan lapangan kerja.

iporlu

teivagar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Sumatené
«ehitan. Faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnis adalai

naea

il kondisi sosial, politik dan institusi.

[TESAHEY

«si nal khususnya Perekonomian Daerah Sumatera Selatan, misalnya dap

FUpiL S

Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan Investasi Asinga :

6. Membuat sumber daya Sumatera Sclatan baik stmber daya aam
nan Modal Asing. Hal ini tidak dapat dipungkiri masuknya mod

dan sumber daya manusia Icbih baik pemanfantumya daripada semula,

+ baik ekonomi maupun politik. Alternatif penghimpunan daf
ieunan perekonomian melalui investasi modal secara langsung
aik dibandingkan dengan penarikan dana Internasional lainn

Dengan demikian, arti penting modal asing bagi Pembangunan
ekonomi Indonesia khususnya di Sumatera Sclatan pada dasarnya adalah
puntuk meningkatkan perekonomian dacrah din mode; nisaasi struk tur
-ekonomi daerah. Namun investor yang menananikan modalnva di Sumaiera
iSelatan khususnya menuntut kesiapan dacral terschut dari aspek
i keamanan dan kepastian hukum dalam berin estaso. Oleh karena 1,
¥ diperlukan sistem hukum dan ekonomi yang memadai untuk menarik modal
vasing masuk ke Indonesia khususnya Sumatera Selatan,

Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dapat
§ dikatakan sudah mencakup semua aspek penting termasuk pelayanan,

Lingkungan bisnis yang sehat untuk berinvestasi tidak hany@koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan dan
kan untuk menarik investor dari dalan dan luar negeri, teta

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yanj

i sektor-sektor yang dapat dimasuki investor yary terkait crat dengan
Bupayapeningkatan investasi dari sisi Pemerintah dan kepastian
berinvestasi dari sisi pengusaha/investor. Dua di antara aspek-aspek
Fersebut yang selama ini merupakan dua masalal serius vang dihadupi
epengusaha, dan oleh karena itu akan sangat berpengaruh positilterhadap
tkegiatan Penanaman Modal di Indonesia khususnya di Sumatera Selaian
bjika dilaksanakan dengan baik scsuai dengan ketentuan di Undang-
pundang Penanaman Modal terscbut.

Pasal 1 angka 10 mengenai ketentuan umun mengatakan
'pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelengparaan suatu
fperizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau
fpelimpahan wewenang dari lembaga atau insiansi yang memil ki
4 ewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannyva
dimulai dari tahap permohonan sampai tahan terbitmya dokumen yang
'fgl akukan dalam satu tempat. Sistem pelayanan satu pintu ing diharaphkan
idapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untulk memperoleh
fpelayanan yang lebih efisien, mudah, dan cepat. Memang untuk
embangun pelayanan satu pintu tidak mudah, karena sangat memerlukan
fWisi yang sama dan koordinas;i yang baik antara lembaga-lembauvg
Pemerintah yang berkepentingan dalam Penanaman Modal.

' Dapat dipastikan apabila ini benar-benar dilakukan dengan
nsi faktor-faktor lain seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh
vang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan

kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastrukty

Penanaman Modal Asing merupakan hal yang harus disambut baij
fapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomiz

Vienciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk lokal, sehingg
nmereka dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka
Vienciptakan kesempatan penanaman modal bagi investor domest k
schingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaar
perusahaan baru ; .
Meningkatkan ekspor daerah, sehingga mendatangkan penghasila
tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluz
tntuk kepentingan masyarakat ;

Menghasilakan pengalihan pelatihan teknis dan pengetaahuan, y
mana dapat dipergunakan oleh penduduk untuk mengembangka
perusahaan dan industri lain ;
Menghasilkan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berba
keperluan demi kepentingan penduduk lokal ;
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cane Londusif dan ketersediaan inftrastruktur mendukung pertumbuhat
nestastdi dalam negeri akan mengalami akselerasi. Bagi seoran
censisulamanca negara yang ingin berinvestassi disebuah wilayah §
nheresia pelavanan saty pintu melegakan karena ia tidak perlu lagg
cengzu dengan waktu lama untuk memperoleh izin

.

U BFR IR |

bizin dari instansi Pemerintah Pusat dan Pemering, Dacrah ving
diperlukan untuk merealisasikan persetujuan Penanaman Modal, A danun
fperizinan pelaksanaan PMA menuru ketentuan Pasal 2 ayi (43
eputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 vang terdin dar -
E 1. Perizinan yang diterbitkan olch BKPM berupa
a. AngkaPengenaI]mporlir'I‘crh;nus(.-\I‘I'i')
b. Izinusaha/lzin Usaha Tetap/Izin Perluasin
¢. Rencana Penggunaan tenaga Kerja Asing
d. Rekomendasi Visa bagi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
€. Izinmempekerjakan lenaga Kerja Asing (IMTA)
Persetujuan Fasilitas Penanaman Moda
2. Perizinan yang diterbitkan olch Pemerntah Propinsi sesqai
kewenangannya, berupa perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga
Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing v: ng bekerja di wilas ah
Kabupaten/Kota dalam ] (satu) Propinsi.
3. Perizinan yang diterbitkan olch Pemerintah K abu

usahanya dij
Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupugie:
fotun Limnya yang dapat membengkak dari tarif resmj akibaff
“Hisenyajalur birokrasi yang harus ditempuh untuk memperoleh izig
wicrersebut sebelum adanya pelayanan satu pintu. -
Schenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewaifils
¢prres No. 29 Tahun 2004 mengenai penyelenggaraan P {enanamay g £
odal baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) melalui sister
-Laanan satu pintu semasa Era Presiden Megawati Soekarno Putrif
leo Keppres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraap
-tieiman Modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan 3
~Isvivjuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan o]eh
“NPWL Pelayanan satu pintu ini meliputi ' a. Izin lokasi ;
itk ikan baik dj tingkat Propinsi, Ka b. Sertifikat Hak Atas Tanah
rdurakan kewenangan yang dilimp i ¢. Izinmendirikan bangunan :
Valit ota kepada BKPM.Jadi, BKPM bertugas melakukan koordinas d. Izin Undang-undang Gangguan /o (
sitanascluruh Departemen atau Instans; Pemerintah lainnya 1926-226
dengan pemerintah Kabupaten, Kot
wdang usaha Penanaman Modal.
Berdasrkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004
subah dengan Keputusan no., 70/SK/2004 dan diubah lagi dengan
ratiran Kepala BKPM No - |

@i Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangkg
ianaman Modal Asing dan

cletiokan bahwa Penanaman Modal yang akan melakukan kegiatag

paten'Kota, berupy ¢

Hinderordannantior S

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undany ini dipakai juga uniuk
izin-izin mendirikan pabrik-pabrik atau tempat-tempat berniaga,

1 Ketentuan-ketentuan lain teng kemudahan-kemudahan dalm
Penanaman Modak telah diatur dalam UU No. 25 Tuhun 2007 Tentang
Penanaman Modal. Dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Unda u-
:3-. dang Nomor 25 Tahun 2007, ditentukan bahwa investor baik domesiik
:aupun asing yang menanamkan investasinya di Indonesi diberik in
Eiasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam menanamkan investasing i
EPada dasarnya tidak semua investor akan mendapal fasilitas

mproleh persetujuan PMA. Jadi, surat persetujuan Penanamap
o EAsIng berlaku sebagai izin prinsip/izi
~patditerbitkan oleh BKPM,
Sulain it Perusahaan Modal Asing yang telah memperoleh Suraf
iaetapuan Penanaman Modal Asing wajib mengajukan permohonag
7ian pelaksanaa. Izin pelaksanaan Penanaman Modal adalap 1zing

atau
kemudahan-kemudahan, Fasilitas Penanaman Moaodal itu diberikan

ada Penanaman Modal yang :

1. melakukan perluasan usaha ; atau

2. melakukan penanaman modal baru.

Kriteriainv&storyangakan mendapat fasilitas penanaman modal ih
ditentuakan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun
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HOE A sepuluh kriteria dard investor yang akan mendapat fasilita
‘vnanaman Modal,

roritenia ilu meliputi;
menycerap banyak tenaga kerja ;
termasuk skala prioritas tinggi ;
iermasuk pembangunan inflastruktur ;
‘nclakukan alih teknologi ;
rclakukan industri pionir ;
herada didaerah terpencil, darah tertinggal, daerah perbatasan;§
menjaga kelestarian lingkungan hidup; 3
ielaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasigh
bermitra dengan UKM atau koperasi :

- industri yang menggunakan barang modal atau peralatan yanie
diproduksi dalam negerd.

pabila salah satu kriteria itu telah dipenuhi, maka dianggap ¢
bt Pecierintah untuk memberikan fasilitas atay kemudahan kepadg
titon Adiac 10 (sepuluh) bentuk fasilitas atau kemudahan yang diberikag
tocedininvestor, baik investor domestik maupun investor asing. Kesepuluj
Fes Btas tu adalah ;
I asilitas PPh melalui pengurangan penghasilan neto;
Fembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal
b lum bisa diproduksi di dalam negeri ;
I":mbebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperlua
produkst tertentu ;
I :mbebasan atau penangguhan Pajak Penghasilan (PPN) atas impq
barang modal ;
Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat ;
K cringanan Pajak Bumi dan bangunan (PBB);
P’»mbebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Fusilitas Hak Atas Tanah ;
* Fusilitas Pelayanan Keimigrasian ;
. Fusilitas Perizinan impor,

Hukum Penanaman Modal palaw Teori dan Pra

2.Kendala-kendala Pemerintah Proponsi Sumate
Pengembangan Penanaman Modal Asing.

. Banyak sumber daya alam yang belum didata ataw tid

. Upaya Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan
Pengembangan Penanaman Modal Asing

pumatera Selatan berbagai cara telah dilakukan |
dumatera Selatan untuk meningkatkan jumlah Penanaman Modal
Palah satu cara yang dilakukan melalui Badan Penanaman A

ana Badan penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi
a.

ra Selatan dalam

Kendala-kendala yang ditemui dalam rangka pengembangan

Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan antara lam:
L

Belum siapnya infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan seperti
belum selesainya Pelabuhan Laut tanjung Api-api schagai pelabuhan
untuk ekspor dan impor. Pelabuhan yang ada saat ini yaitu
Pelabuhan Boom Baru pada kenyataannya kapal-kapal harang yang
berbobot besar sulit merapat discbabkan pendanskalan dan
perbedaan pasang surut sehingga pelayaran hanya dapat dilayani ¢
(enam) jam sehari dan juga biaya pemanduan yang cukup tinggi.

. Kurangnyaperencanaandanpromosi yang dischabkan olch terbatasny

peralatan, dan mobilitas untuk mengembangkan promosi Penanaman
Modal Daerah.

ak lengkap data
base tentang potensi alam yang ada di Sumatera Sclatan,

Dalam

Dalam rangka Pengembangan Penanaman Mod. | asing di
‘emerintah Propinsi
Asing.
lodal daerah.

Menyususn rencana-rencana Penanaman Modal Dueraly vang dalam
garis besarnya berisi tujuan, susunan prioritas str
Penanaman Modal ;

Melakukan koordinasi dengan instansi-instans; (i dacrah dalam rangka
penyelesaian perizinan yang berhubungan denean pelaksanaan
Penanaman Modal g

Mengawasi persiapan dan perkembangan pelaksanaan Penanaman
Modal di daerah untuk kepentingan penilaian haik tentang laju
pelaksanaan maupun tentang penyesuaian-pcnyest
diperlukan di dalam proyek-proyek ;

ategis dan promosi

aran yang

Penanaman Modal palan. Teori dan, Praletik
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{4, Mengadakan penilaian mengenai permasalahan dan sumber-sumbdl
potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanagié
Penanaman Modal daerah ;

<. Mcmonitor pelaksanaan Pembangunan di daerah ;

'

Scbagai fasilitas pendukung investasi, Pemerintah Sumatet
scelatan telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung deng
‘ucnbingun infrastruktur yang juga sekaligus merupakan peluang inve
Dimtaranya Pelabuhan Samudera tanjung Api-api, kawasan industig
pergudangan, pembangunan jalan tol Palembang-Inderalaya, pembanguni
tal wi kereta api dari Tanjung Enim-Kertapati, perpanjangan bandara SMi#é
il agzar dupat didarati pesawat berbadan lebar untuk embarkasi haji d#
herbagai fasilitas lain. :

Sclaian itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Propi
Sumaltera Selatan dalam meningkatkan Penanaman Modal Asing adaliié
schagal berikut ;

I Melakukan kerjasama dengan BKPM di Jakarta tentang promosi investaf:

dan penanganan masalah investasi ;

2. Mcnambah aktivitas kantor Perwakilan Sumatera Selatan di jakafii

sckaligus sebagai tempat promosi, baik untuk berbagai hasil produk

kerajinan khas Sumatera Selatan maupun potensi bisnis dan investasi

Sumatcra Selatan;

3. una mempercepat pelayanan bagi investor dan mengurangj ekonomi bi

tinggi, maka telah disiapkan Gedung Graha Promosi Investasi Sriwijs

4 Mumbuka informasi melalui beberapa kedutaan besar RI di luar neg

tentang potensi dan peluang investasi dengan pihak-pihak terkait ;

5 Membuka informasi melalui beberapa kedutaan besar RI di luar neg
tentang potensi dan peluang investasi di Sumatera Selatan.

Peranan hukum dalam pembangunan tidak hanya menyang
pmbentukan dan pembaharuan hukum yang responsif atas kebu
k--butuhan masyarakat yang sedang membangun atau penegakan hukg
untuk kepentingan pembangunan saja, melainkan mencakup p
pendayagunaan pranata-pranata hukum untuk menunjang pro
pembangunan. Demikian juga dalam halnya dengan peranan hukuyé
dalam rangka pengembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia pa
umumnya dan khususnya di Propinsi Sumatera Selatan.

124 Hukum Penanaman Modal palam Teori dan Prakdli

Bebagai ‘cara dan tindakan yang telah dilakukan Pemerintah

‘ yIndonesia melalui BKPM, baik Pusat maupun Dacrah uniuk meningkarkan

gjumlah PMA setiap tahun dalam rangka membantu Pembanguan
erekonomian Nasional dan setiap kebijaksanaan vang dikeluarkan
gPemerintah dalam kaitan dengan Penanaman Modal selaly memperhatikan
fkelangsungan investasi asing agar merasa lerjomin dan aman daiam
enjalankan usahanya. Untuk mewujudkan hal ini vda beberapa faktor vang

s diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia, vaitia antara Lain ;
1. Kondisi perekonomian Nasional yang baik ;
Stabilitas Nasional/keamanan Negara ;
Kondisi hukum tertulis yang menjamin kepastian herusaha -
Suhu Politik ;
Budaya Bangsa yang mendukung kegiatann terschut;
Geografi;
Demografi negara setempat.

Nowuaw

Dengan adanya tujuh faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan

Frenanaman Modal Asing di Indonesia, khususnya di Sumatera selatan,

Pada dasamnya fungsi hukum adalah untuk menciptakan kedamaian

paitu ketertiban dan keamanan dan ketentraman atay Ketenangan. Demikian
®juga hal dalam kegiatan Penanaman Modal Asing, kedamaian arau
Rketertiban dan ketentraman berusaha sangat penting. Untuk mewajudh an

tersebut maka perlu dibentuk hukum sccara terty lis agar jelas ¢an
gas, sehingga dapat dibaca oleh semua oran g. Oleh karena itu. peranan
ukum tertulis sangat besar khususnya terhad
ekonomian.

ap perkembangin

Dalam hal pengembangan Penanaman Modal Asing di Sumatera

gselatan sejak diundangkannya UU No.! Tahun 1967 mulai ada
Penanaman Modal Asing yang menanamkan madalnva di Sumatera
latan. Bahkan sejak diundangkannya UU No. 25 Tahun 2007 dengan
gala kemudahan dan fasilitas yang dibcrik A
ususnya investor asing diharapkan akan terus membawa dampak yang
ngat besar terhadap Pengemban gan Penanaman Modal Asin g dalam
enunjang Pembangunan di Sumatera Sclatan.

an kepada investor
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| BAB VIii
Pelaksanaan One Stop Service (0SS)
Dalam Meningkatkan Investasi
 Di Sumatera Selatan'o?

Penanaman Modal Asing khususnya di Sumatera Selatan memegang
Perinan penting dalam Pembangunan Perekonomian khususnya
Sumatera Selatan, Untuk menarik Penanaman Modal Asinfk
Pemermtah mengeluarkan berbagai Peraturan yang bersifat menarif
setiamemperlihatkan potensi-potensi yang ada di daerah, hal infg
dapacditibat dari sektor-sektor unggulan SUMSEL sehingga tercipt
lepastian Hukum berusaha, Perlindungan hukum terhadag.
Penanaman Modal Asing di Sumatera Selatan telah mencakup semuf
Aspek penting termasuk pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dai b A PENDAHULUAN
Kewajiban investor, ketenagakerjaan dan sektor-sektor yang dapalfi
diniasuki investor yang berkaitan erat dengan upaya peningkatafle Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggp:l
v estast dan kepastian berusaha. 17 Agustus Tahun 1945 dikarenakan ingin melepaskan diri dar
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan Penanamag P'ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai. memeras dan
Modul Asing di Sumatera Selatan antara lain; $ menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alam yang menjaci

Belum siapnya infrastruktur yang ada di Sumatera Selatan seperify 1 ya. '

belum siapnya/selesainya Pelabuhan Laut Tanjung Api-api sebagyle

pelabuhan untuk ekspor dan impor.

Kurangnya perencanaan dan promosi yang disebabkan olel

terbatasnya peralatan dan mobilitas untuk mengembangan promog]
Penanaman Modal Daerah,
|

5 Cita-cita Bangsa Indonesia dengan kemerdekaannya adalah
#ikebebasan untuk hidup mandiri membangun masyarakat vang adil dan makmu
#di atas tanah tumpah darahnya yang kaya akan berbagat sumber alam untuk
¥bergerak bebas di dunia, membantu atas dasar persamaan derajat dan
mewujudkan suatu dunia yang damai.

! Cita-cita Bangsa Indonesia tersebut terukir bagaikan kata-kata emas
'sebagai cita-cita luhur Bangsa Indonesia yang terpatrt dalam Pembukaan
fUndang-undang Dasar Tahun 1945 alinca ke-4, yaitu :
“Atas berkat rahmat Allah Yan g Maha Kuasa dan de
oleh keinginan luhur supaya berkehidupan keh
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan in
kemerdekaannya. Kemudian daripada itw untuk membentuk suat
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap ban asa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan wni)

2

Janyak sumber daya alam yang belum didata atau tidak dilengkapal
datibase tentang potensi alam yang ada di Sumatera Selatan, ;
‘'pava-upaya yang telah dilakukan dalam upaya pengembangag
Cenanaman Modal Asing di Sumatera Selatan, antara lain : :
Melakukan kerjasama dengan BKPM dj Jakarta tentang promos
'vestasidan penanganan masalah investas; ;

Vieningkatkan upaya kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pih:
werkait,

ngan didoron

(ngsaan yang

' Tulisan Bab ini semula berjudul - "Kebijakan Pelayanan Perizinm
¥Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Di Propinsi Sumatera Selatan ™ pernaly o
Wublikasikan dalam Majalah simbur Cahaya Fakulias Hukum Unsri No. 42 Tahw
i 10. Untuk keperluan buku jni penulis telah melakukan revisi judul dan 1) seperhunva
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AL

v brmemaksimalkan modal melaly; peningkatan investasi dengan tetag

K

v dudnya pertumbuhan ekonomi,

[

-
data BEKPM ( ;
estas Tahun 2007 mencapai Rp. 125,94 triliun atau setara US $ 13,99

| Ovangtereatat Rp. 74,51 trilliun atau setara US § 8,28 milliar, Dar

(]

[

icnajuhan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupaf
Duttgsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkas

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ",
Dari tujuan tersebut terkandung cita-cita
apatdiwujudkan, kemerdelk

i berbagai bidang pembangunan,
nycluruh dal

vakar tersebut dapat terwujud.

‘wluksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan moda
pada waktu yang tepat. Namug
i kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya terdapd
tabungan (saving
‘svarakat vang masih rendah, akumulasi modal yang belum efekt
dan efisien, ketrampilan (skill) yang belum memadai serta tingkg

mumlah yang cukup besar dan tersedia

nlali-kendala yang dihadapi, yaitu tingkat

huolovi vang helum modern, 108 Sehubungan dengan ity, Pemerinta}

vedepankan potensi bangsa dan negera dengan tidak menutup diri pag;
“Knvimvestor baik investor domestik maupun investor asing demj

Miembaiknya perekonomian suaty negara selain digambar 2
rasdata ckonomi makro, juga dapat ditunjukkan dengan tingginys
dlisasinilai investasi baik investasi lokal maupun asing. Berdasar al
Badan Koordinasi Penanaman Modal), nilai realisag

saromcelonjak 169,02 % dibanding realisasi investas; selama Tahug

At penanaman modal Rp. 125,94 trilliun itu, investasj asin
tancian Modal Asing) mencapai Rp. 91,8 triliun dan Penanamag
tl Ealam Negeri Rp, 31,14 triljup, 19

)

Anuwraddin Hmar, Hukum Penanaman Modal
- Rovke Smaga, Investasi Tertinggi (2007)/http :
s ides php/20 Maret 2008,

Hukum Penanaman Modal palan Teori da Pra

mulia, yaity
uciptakan masyarakat adil dan makmur. Agar cita-cita luhur tersebuf
aan yang telah berhasil direbut harus dijg .
yaitu pembangunan secanle
am semua sektor yang melibatkan semua lapisag
v vanakat dalam pembangunan sehingga tujuan mulia yang dicitafle:

4114

-memunculkan beban tugas yang lel

yang harus dipikul oleh daerah adalah menyiapl
- fupa sehingga mampu menjadi w
perkembangan investasi dan sekaligus memasarkan |
f Sccara strategis, sistematis dan efisien.

sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembing;
dilakukan melaluj regulasi dan formulasj
sdidasarkan pada kekhasan dacran yang bersangk
ymenggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam Jol
Bkelembagaan dan teknologi yang sesuai den

jpara investor untuk menanamkan modalnya di Sumsel seiring
pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemeringal, |

m Penanaman Modal Dalawm Teori cicnn 1+

Bagi Pemerintahan Daerah, persaingan yang semakin tajang i

bih berat. Sceara unyun, beban tugis
Kan daerahnya sedemikian
adah bagi per umbuhan dan
vepada dunia luag
Upaya Pemerintah dj era otonomi dacrah dalam menjadikan dacraly
Lan investas
kebijakan pembangunan yang
utan denga
kal

san karakteristik dacra)

Pemerintah Sumatera Selatan terus melakukan upayauntuk menarik

dengan pesa Ny
serbagai upaya yang

dilakukan adalah :
Melakukan kerjasama dengan BKPM (i J
investasi dan penan ganan masalah investas; -
Menambah aktivitas kantor Perwakilan Sumatera Selnin di Jakarta
sekaligus sebagai tempat promosi, baik uniyk berbagar h
produksi kerajinan khas Sumatera Sclatan 1y
dan investasi di Sumatera Selatan ;
Gunamempercepatpelayanan bagi investor dan mengurangi ckonom;
biaya tinggi, maka telah disiapkan gedung Grahy Proy,
Sriwijaya ;
Meningkatkan upayakerjasama dan koordij dengan
terkait ;
Membuka informasi melalyj beberapa Kedutaan Besar 12 ; luar neger
tentang potensi dan peluang di Sumatera Sclagn,

akarta lentang promosi

astl
1avpun potensi hisnis
st Investasi

pihak-pihak

Selain Upaya-upaya tersebut diatas Pemerint, Sumaters Sclatan juua

meningkatan pelayanan investas; yang masuk ke Sumatera Selagan,

“anten 1

N
]



Menarut Kepala Badan Penanaman Modal Daerah, Ir, Permana pad
Filanani mendatang akan di-launching Program Pelayanan Satu Pinti
G wauistilahnya One Stop Service (0SS). Melalui program ing
coaplan tingkat investasi di Sumsel akan lebih meningkat."® 3
tpaya yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan inj tel[ I
aat lenean apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahuj
" rentang Penanaman Modal yang telah mencakup semua aspel
e (termasuk soal pelayanan, koordinasi, fasilitas, hak dar
vosnovestor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang dapaf
Lioleh investor) yang terkait erat dengan upaya peningkatan
-1 iri sisi Pemerintah dan kepastian berinvestasi darj sis
“tabidmvestor, Dua diantara aspek-aspek tersebut yang selama inj
o wanvduamasalah serius yang dihadapi pengusaha, dan oleh karen
wansangat berpengaruh positif terhadap kegiatan Penanaman Mog ::i
sratera Sclatan khususnya jika dilaksanakan dengan baik sesug)
ntundr Undang-undang Penanaman Modal . :
Dengan di-launchingnya Program Pelayanan Satu Pintu atay
vp Service (OSS) adalah satu langkah yang positif untuk
+ katkan investasi di Sumatera Selatan. Pelayanan Satu Pintu atag
P hervice adalah kegiatan penyelenggaran suatu perizinan daj
+man yang mendapat pendelegasian atau wewenang dari lembagg
tfmed yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang
reneelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengag
o ibiinya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
~istem Pelayanan Satu Pintu atau One Stop Service ini diharapkag
itmenskomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperole]
~anan vang lebih efisien, mudah dan cepat. Memang membangun sister
- vinan One Stop Service tidak mudah, karena sangat memerluka
veng sama dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembapj
¢ wratah yang berkepentingan dalam penanaman modal. :
Dapat dipastikan apabila ketentuan ini benar-benar dilakuk af
‘v asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitag
twar burulyyang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejigi
rdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mend -;.

fpertumbuhan investasi di dalam negeri khususnya Sumatera Selatan akan
mengalami akselerasi. Bagi investor baik investor domestik dan investos
fasing yang ingin berinvestasi, dengan adanya Program Pclayanan Satu
fPintu atau One Stop Service melegakan karcna para investor itu tidak
bperlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapal
smembengkak dari tarifresmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang haru
ditempuh untuk memperoleh izin usaha.

B. PEMBAHASAN

11, Pelaksanaan One Stop Service (OSS) Dalam Meningkatkan
& Kegiatan Investasi Di Sumatera Selatan

; Indonesia merupakan salah satu Negara vang sedan
berkembang, dalam proses itu diperlukan adanya pembangunan d
gsegala bidang kehidupan. Untuk melakukan pembangunan ini tidal
sedikit modal atau dana yang diperlukan . Sebagai Negara vang sedan::
Bberkembang, Indonesia masih belum memiliki modal atau dana yanyg,
icukup untuk menjalankan proses pembangunan. Salah satu cara yane
fdigunakan oleh Pemerintah untuk mengatasi ini adalah dengan menjalin
kerjasama dengan para investor untuk menanamkan odalnya ata
berinvestasi di Indonesia baik oleh investor dalem neseri (PMDN
m aupun investor asing (PMA).

Kegiatan investasi di Indonesia sudah dimulai scjak tahun 196
fyaitu dengan lahimya peraturan-peraturan yang mengtur tentang kegiatan
fnvestasi ini. Salah satunya adalah adanya Undang-undang Nomor | Tahun
j1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undarg-undang Nomor o
{Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Hal in
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pada para investor agar
para investor baik investor dalam negeri maupun investor asing berminai
smntuk berinvestasi di Indonesia.

] Pada tahun 2004 investasi di Indonesia menjadi menurun, salah satu
tho yang bisa menjadi hambatan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesi
alah masalah birokrasi atau perizinan. Para investor tidak mau berinvestas:
i Indonesia dikarenakan buruknya kualitas pelayanan publik di bidang
fbirokrasi. Untuk memperoleh izin usaha saja, dibutuhkan waktu dan dans

byan g tidak sedikit.

I Permana, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Sumsel, Budaya Lok
b investasi, Sumatera Ekspres, tanggal 30 April 2009.

]
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Untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamakan

fndonesia, pada Tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan peraturan baru
bidang investasi yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor.
fubun 2007 tentang Penanaman Modal. Hal ini dilakukan karena pa
Peraturan Undang-undang sebelumnya yaitu pada Undang-undang Nony
tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 dianggap tid
“estan lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercep
perkembangan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangun:
l:.ukum nasional di bidang Penanaman Modal yang berdaya saing d
Lerpihak pada kepentingan nasional. :
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bida !
ccitzinan yang cepat, efektif, dan efisien, perlu dilaksanak
ienyclenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau One S¥;
service (OSS) khususnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal. H :
ini Juga lerdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007. Pasal

iyat {5) disebutkan bahwa “izin diperoleh melalui pelayanan terpadi s: ila

pntu”. Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu bents
velayanan perizinan publik dengan mempermudah atau menyede
proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang terkait dengg

enanaman Modal. Dengan mempermudah proses perizinan ini diharapk

‘taput mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan melal
en:ngkatan investasi,
Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dikatak§

sudish mencakup semua aspek penting (termasuk soal pelayans
woordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, keternagakerjaan, dj

dnlaxg

sckior-sektor yang dapat dimasuki oleh investor) yang terkait erat deng &

1paya peningkatan investasi dari sisi Pemerintah dan kepastian berinvest ebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman mo

\ary sisi Pengusaha/Investor. Dua di antara aspek-aspek tersebut ya

«clama ini merupakan dua masalah serius yang dihadapi Pengusaha, &

»leh karena itu akan sangat berpengaruh positif terhadap kegiaf
Perunaman Modal di Indonesia jika dilaksanakan dengan baik sest
wetentuannya di Undang-undang Penanaman Modal.

Bab I Pasal 1 No. 10 mengenai ketentuan umum pelayan
terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan d
nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewens

Jeningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian

3
1

32
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i
i

perdagangan yang kondusif dan kesediaan in fr

gnengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainny

ik

Bilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada
gertugas melakukan koordinasi antara scluruh departemen
gmerintah lainya, termasuk dengan Pemerintah Kabupatc

we Bropinsi yang membina bidang usaha Penanaman Modal.
dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan d

gonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari t
pampai dengan tahap terbitnya dokumen yan
fempat.

Sistem Pelayanan Satu Pintu ini diharapk
keinginan investor/pengusaha untuk mempero
pfisien, mudah dan cepat. Memang membangt
bintu tidak mudah, karena sangat memerlukan visi
bang baik antar lembaga-lembaga pemerintah yai
Penanaman modal.

Dapat dipastikan apabila ketentuan benar-benar dilakuk
fengan asumsi faktor-faktor lain (scperti kepastian hukuem, stabili
pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ckonomi mal: ro, term

ahap permohonan
g dilakukan dalam satu
] an dapat mengakomodas:
leh pelayanan yang lebil
m sistem pelayanan satu
yang sama dan koordinas:
12 barkepentingan dalan:

HERN
tas.
asuk rejim
astruktur) mendukung
buhan investasi di dalam negeri akan mengalami aksclerasi. Bag:
g pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi discbuak
yah di Indonesia, adanya pelayanan satu pintu melegukan karene
investor tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk
jremperoleh izin usahanya di Indonesia, Bahkan investor tidak lagi perly
v yang dapat
lur birokrasi yang
ut schelum adanya

peoran

nembengkak dari tarif resmi akibat panjangnya ji

s ditempuh untuk memperoleh izin usaha terscl
pelayanan satu pintu.

Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan scbelumnya lew

0. 29 tahun 2004 mengenai penyclenggaraan penanam

jsing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) mcl

pintu semasa era Presiden Megawati Sockarno

at Keppres
an modal, baik
alut sistem pelayanan
Putri. Dalam Keppres
dal khususnya
an, dan fasilitas
ayanan satu pintu ini
aik di tingkat propinsi.
arkan kewenangan yang
KPM. Jadi BKPM
atau mstansi
n, Kota serta

fang berkaitan dengan pelayanan persctujuan, perizin
enanaman modal dilaksanakan olch BKPM. pe]
Meliputi penanaman modal yang dilakukan b
fabupaten, maupun kotamadya berdas

Menurut ketentuan penyederhanaan pelayanan adalah upaya

perizinan dan

ukum Penanaman Medal Datav Teori dan Praktik. 133



nonpertznian. Adapun kriteria kemudahan pelayanan menurut ketentuan Pas{li-
I angka 1) Pcrmendagri No. 24/2006 tersebut adalah :
/.

tvestasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usahy

nkre, keeil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan pelayanagii:
“rpadu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang pakefiles-
~bijakan Perbaikan Iklim Investasi, :

e

“u Pt (selanjutnya disebut Permendagri No. 24/2006), perizinan adz al
mberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan terten 3
ik calam bentuk izin Mmaupun tanda daftar usaha. '

ciiciintah untuk dalam keadaan tertentuy menyimpang dari ketentua i

iversitas Airlangga, Surabaya, 1991, him, 3,

g

Untuk melaksanakan Penanaman Modal dj Indonesia, Pemeriniah
mengeluarkan sejumlah izin berdasarkan Peraturan Kepala BKPM No. 1/p/
Waktu ; . & 2008, yaity :

(berapa lamakah wakty yang dibutuhkan oleh PMA untuk menguru BN Persetujuan Izin Penanaman Modal

perizinannya mulai dari permohonan izin fasilitas sampai diterbitny a. Persetujuan Penanaman Modal Bar PMDN/PMA

surat perizinan, b.  Persetujuan Perluasan Penanaman Modal

Prosedur ; : ¢. Persetujuan Perubahan Penanaman M odal
(berapa banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh PMA dalanlle d. IzinUsaha Tetap (IUT)

pengurusan izinnya tersebut dan apakah prosedur tersebut termasuk@®¥ 2. Izip Pelaksanaan Penanaman M odal

mudah atau tidak). ; a.  Izin yang diterbitkan Pemerintah Pusas

Biaya pemberian perizinan dan non perizinan ; & - Izin penggunaan Tenaga Asing (IMTA)

(berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mendapat perizinan - Izin Pabean untuk Fasilitas Bea Masuk Barang Modal (Mesin
lersebut dan apakah tergolon g murah atau tidak). dan Peralatan)

B - Izin Pabean untuk Fasilitas Bea Masuk Bahan Baku/Bahan
Dalam rangka mendorongpeﬂumbuhan ckonomi melaluj peningkataii Pembantu
- Izin Angka Pengenal Impor Terbatas
b. Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Dacrah
- lzin lokasi, Sertifikat atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan

= (IMB)
Menurut ketentuan Pasa] | angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeqies - Izin Undang-undang Gangguan /HO
=+ Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan terpadi@¥: 3. Izin lain

- Izin KPPA (Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)

Pengaturan tentang perizinan dilaksanakan melalui ketentuan Pas )
5s.d. Pasal 26 Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun
#2007 yang kemudian dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Dajam
#Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
#Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Dacrah, Ketentuan dalam
gpedoman tersebut pada intinya menckankan kepada semua aparatur
egera yang berkaitan dengan perizinan agar dapat mengambi] langkah
fpenyederhanaan perizinan beserta pelaksanaannya van g pada sasarannva
imien gurangi jumlah perizinan yang ada sampai kepada yang benar-benar
fdiperiukan, menyederhanakan perizinan yang telah dikurangj tersebut
Behingga memberikan kemudahan bagj masyarakat yang melakukan
kegiatan di bidang Penanaman Modal serts mencegah pengeluaran/

: = ; penerbitan perizinan yang diperlukan dengan memperhatikan
" Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Fakultas Hukug T sederhanaan dan kemudahan

P.M Hadjon mengartikan izin sebagai suatu persetujuay

Hukum Penanaman Modal Dalam Teori dan Prakik Penanaman Modal Dalam Teori dan Praktik 12
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Pengaturan lain untuk mendukung pelaksanaan Penanaman Moddlf
Ji ndonesia adalah dengan diciptakannya sistem pelayanan “satu pintu
2l "one stop service” melalui BKPM sebagaimana diatur dalanl
foputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraar
*tmaman Modal Dalam Rangka PMA dan PMDN melaluj Sistem
“vliyanan Satu Atap (selanjutnya disebut Keppres No. 29/2004) sertaf
‘crmendagr No. 24/20006. &
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Permendagri No. 24720068
rvelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut PTSP|¥
whilah k egiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proseg
- iprelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnyy
ieiimen dilakukan dalam satu tempat. i
Dengan Keppres No. 29/2004 tersebut, BKPM bertindak sebaga
whiksana pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaia
#oses Penanaman modal khususnya PMA urusan-urusan mereka denga
‘winenniah yang tersangkut paut dengan Penanaman Modal di Indonesia daps
“aelengarakan dengan lancar, '

o

Adapun tujuan PTSP menurut ketentuan Pasal 2 Permendagn
N¢.24/2006 adalah : a. meningkatkan kualitas layanan publik ; b
aicmberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperolek
pecavanan publik. Sedangkan pasal 26 UUPM No0.25/2007, memug
wicntuan bahwa ;
') PTSP bertujuan untukmcmbanmPenanmnModaldalammempcm ol

kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengena
I’cnanaman Modal.
"I'SP dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dif
bidang Penanaman Modal yang mendapat pendelegasian atat
pelimpahan wewenang dari lembaga atau instnsi yang memilik
kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat atag
lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dag
non-perizinan di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- “-clentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan PTSP sebagai
Jimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Op Cit, him.131
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¢ masyarakat terhadap pelayanan publik.

_ emudian, Pasal 5 Permendagri No. 24/2006 memu

ukum Penanaman Modal palan. Teori dam Tralkel,

Menurut ketentuan Pasal 3 Permendagri No. 242006, sasaran
penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya pel

avanan publik vang cepat.
murah,

transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak

Selanjutnya, Pasal 4 Permendagri No. 24/2000 memuat ketentuan

(1) Bupati/Walikota wajib melakukan penyederhanaan penyelenggaraa

PTSP.

(2) Penyederhanaan penyelenggaraan pelavanan sehagaimana dimaksu]
pada ayat (1) mencakup;

a. pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan
oleh PPTSP;

b. percepatan waktu proscs penyclesatan pelavanan tidak melehihi
standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daeralh -

c. kepastian biaya pelayanan tidak melehihi dari k clentuan yang
telah ditetapkan dalam peraturan dacral -

d. kejelasan prosedur pelayanan dapat ditclusur dun diketahui setizy
tahapan proses pemberian perizinan dan non pUrtZinan sesua
dengan urutan prosedurnya ;

€. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan vang
sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan ;

f. pembebasan biaya perizinan bagi usaha Mikro Kccil Menengal
(UMKM) yang ingin memulai usaha ban sesuai dengan peratura
yang berlaku, dan

g

pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informy;
dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perizinan.

is

at ketentuan -

(1) Pembentukan perangkat daerah yang menyelengparakan PTSI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurul
pada peraturan perundang-undangan yang rmen
pembentukan organisasi perangkat dacrah.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pida v
memiliki sarana dan prasarana yang berkaiin deng
pelayanan,yaitu ;

a. loket/ruang pengajuan permohonan dan infom.; i
b. tempat/ruang pemproses berkas -
C. tempat/ruang pembayaran :

i, berpedoman

e

tur mengcenat

1 (1), harus
anmekanisme

s 37



d.tlempabruang penyerahan dokumen ; dan
¢ lempatruang penanganan pengaduan.

Selanjutnya, Pasal 11 Permendagri No. 24/200¢ memuat ketentuan
bahwa jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan
& ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak
Herikutnya, Pasal 6 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentua@ diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya,
mu.;}mp;ui;’\\’ulikommendefegasikankewmanganpermndatangan iZina -
“town perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses
vrlavinen. J

(1) Besarnya biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuaj dengan
tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan dacral.

(2) Dokumen PeISyaratan perizinan yang discdiakan Kecamatan dan Desg

st Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan ; serta Kelurahan harus dalam saty paket biava perizinan.

th Lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semugl

bentuk  pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjad:

hewenangan Kabupaten/ Kota.,

) PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan den gal

mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi daf

keamanan berkas. :

Untuk wilayah Sumatera Selatan ini banyak investor yang
Fmengeluh sulitnya memperoleh izin usaha karena memerlukan walkty
jyang lama dan juga berbelitnya proses yang harus dilalui. Hal inj juga
tberkaitan dengan profesionalisme sumber daya manusia vang bertugas
funtuk menerbitkan izin usaha Ini pada investor Pemerintah Propinsi
fibeserta jajarannya telah membuat perencanaan mengenai
i penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu
BPintu atau One Stop Service ini. Selain itu Pemerintah Propinsi
/Sumatera Selatan juga berupaya untuk meningkatkan profesionalisme
{ atau kompeten sumber daya manusia tersebut dengan mendatangh an
bpelatih dan instruktur dari Jakarta untuk memberi kan pelatihan layanan

Sclanjutnya, Pasal 8 Permendagri No. 24/2006 memuat Ketentuag
s perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan PPTS}
vrkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknj
| pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesyg
senean bidang tugasnya. .
 investasi terpadu satu Pintu atau one stop service bagi staf-staf Badan
 Penanaman Modal Daerah setempat.
: Tugas pokok dari Pelayanan Terpadu Sat, Pintu atau One St op
Service, Badan Penanaman Modal Dacrah adalal membantu dan
,bertanggungjawab kepada Kepala BPMD dalam menyelenggarak an
#administrasi perizinan dan nonperizinan yang fungsinya adalah
#melaksanakan administras; pelayanan. Merumusk.an kebijakan teknis dj
jbidang administrasi pelayanan dan pengkoordinasian penyelenggaraan

crivdian, Pasal 9 Permendagri No.24/2006 memuat ketentuan ;
(1) Pengolahan dokumen Persyaratan perizinan dan non perizinan mul
dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dila
secara lerpadu satu pintu,
(') Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jen
perizinan tertentu atay perizinan pararel. ‘
Henkutnya, Pasal 10 Permendagri No. 24/2006 memuat ketentuan :
(1) Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim kerja Teknis §iladministrasi pelayanan,
bawah koordinasi Kepala PPTSP. Sesuai dengan Pedoman Umum Ppen yelenggaraan Perizinan
(") Timkerja teknis sebagaimana dimaksud padaayat (1) beranggotaks s cnanaman Modal Terpadu Satu Pintw/One Stop Service Badan Penanaman
masing-masing wakil darj perangkat daerah teknis terkait dagModal Daerah Sumatera Selatan kegiatan ini didukun gdengan dasar hukym
ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. bantara lain ;12
(%) Tim kerja untuk mengambil keputusan dalam memberikafie.

tekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohong
perizinan,

E " Buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman
gModal Terpadu Satu Pintu, Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
‘Tahun 2009,
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' Jndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang - Pemerintahan - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2
dacrah. . G
i . g .. % Pedoman Organisasi dan Tata Keria Unit Pelayanan Perva
Pusal 13 ayat (1) UmsanwajlbyangmenjadlkewenanganPemcnntah_ di Dagah = :
Da 1'sz.11ahs?1tunyap b (n)mehpuﬂ 5. Peraturan Daearah Sumatera Selatan Nomor 9 | ahun 2008 tentan,
Eela) an AdminisirasiP Modal ter nasuki Organisasi dan Tata Kerja Inspcktoral, Badan Porencanaa
lintas Kabupaten/Kota. ‘

Pembangunan Daerah dan Lembaga Tcknis Dacrah Provins
Ading-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal SuiateralSelatan:
Cusal 25 ayat (4) ¢ Perusahaan Pfenanaman ¥odal yang aI‘\'an . Badan Penanaman Modal Daeralh mempunyai fungsi
mclak‘ukan kegiatan usaha wajib mcmperolehlzin. ¢ Pasal 13 (b) : Pelaksanaan koordinasi d'cn_u;m;'_ nstinsi- instansi d
Reskal denga.n‘ keten_tuan peratl.n.‘afl perundang: | b daerah dalam rangka mcnyclcéuik;'ua perZinan,
undangal} dari mStan,Sl yang memiliki kewena.ngan, i Pasal 13 (f) :  Pemberdayaan dan pelaksanaan pelavanan penanama
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. ;1 modal terpadu satu pintu sesuai dengan kwewenanoun
wwal 25 ayat(5) - Izin diperolehmelaluipelayananterpadusatupintu_ 4 provinsi dan disukung dengan | cr_un]ll;m tcknolog
“isal 26ayat (1) : Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantug iformasi. . - ' '
pHianaman m(?qal dalam mem_pero]eh kemudahan i 6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2008 tentan -
pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenaifge Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Mol Dacrah Provine
.. PEIBRAMATINGAAL. . Sumatera Selatan.
J i) EEmntal NorqorBB talun 2907 tentangPembaglar.xU o Pasal 13 : Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyal tugas
' '.“'\"'A‘l.mml Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan menyiapkaan rencana program. bahan perumusan da
'=fmc:'1nAIuh:mdaerah Kabupaten/Kota. : penjabaran kebijasanaan tcknis pelavana penanama
“mbagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang menjadi; ’

10X tentan:
wan Terpadu

modal.
erenanaan B ; Aot . ; :
-__m;.mna.mlemexmtahPrownSL Pasal 14 : Bidang Pellayanan Penanaman Modil mempunyai fungsi
b Plidang Pelayanan Penanaman Modal :

a. Pengkajian, perumusan dan penusunan pedoman tat
cara dan pelaksanaan pelavanan terpadu satu pint
kegiatan penanaman modal vang bersifat linta

kabupaten/kota.

a. Mengkaji, merumuskan dan menyususn pedoman tataj
cara pelaksanaan pelayanan terpadu satu pinft
kegiatan penanaman modal yang bersifat lintag
kabupaten/kota berdasarkan pedoman tata cara dan}

| : ‘ b. Pemberian izin usaha kegiatan penananaman mod: |
pelaksanaan pe 4 anant.erpadusatupmrukeg'l . dan non perizinan yang moenjad; kewenangan
penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemmerintah! Provonsi.

b. Pemberian s keg;latsz_’snax- 1aman Mod: 1 c. Pemberian bantuan duan pelayvanan umum
dan non perizinan yang menjadi kewenangan e

kepada dunia usaha bagi kelancaran
pelaksanaan penanaman mocdal dalam negeri dan
penanaman modal asing.

d. Pelaksanaan pclayanan terpadu satu pintu
berdasarkan penyclesaian pelimpahan wewenan o
dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan nonperizinan yang

¢. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintif
berdasarkan pendelegasian atau pelimpahag
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliky
kewenangan perizinan dan non perizinan yangg
nasional bagi penanaman modal di Provinsi.
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oowtitan ini Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal ini tels

imbangunan Pemerintahan, yaitu ;

"ujuan Penyelenggaraan One Stop Service BPMD adalah untuk ;

persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanamanfl

modal yang menjadi kewenangan provinsi.

‘craturan Gubermur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2009 tentangllé

Punyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal terpadu satulé
Mitu, 4
Koputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 7/KPTS/BAN. P VD/
2089 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Penanaman Modal Terpadu Badan Penanaman Modal Daera
Provinst Sumatera Selatan.

vuangkan dalam Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan, pada Progra n_

. Memperbaiki dan menambah kapasitas pelayanan publik berbasig
ICT untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel ; $
b Meningkatkan mutu pelayanan satu titik (one Stop Service) dengafl
membuat baku mutu pelayanan (waktu, biaya, ketepatan)
masayarakat dan meningkatkan investasi daerah ;
Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam perenca

pelaksanaan, dan pengawasan program dan kinerja pemerintahf

Provinsi;
d Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam melayani masyaral at B
din pelaksanaan tugas pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan§ie
lanjut secara berkesinambungan,

vdapun Tujuan dan Sasaran.

o Meningkatkan kualitas layanan publik ;
b Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuld

yung berkaitan dengan penanaman modal ;
¢ Mempercepat proses pengurusan perizinan dan non perizinan yang
berkaitan dengan penanaman modal ;
¢ Memberikan informasi mengenai penanaman modal.

Hukum Penanaman Modal balan Teori dan Prakt

8 Sedanghan Sasarannya adalah :

a. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan,
pasti dan terjangkau ;

b. Terwujudnya hak-hak penanam modal untuk mendapatkan pelayanan
di bidang perizinan ;

¢. Terwujudnya iklim Investasi yang kondusil’

Tugas Pokok dan Fungsi

Ruang lmgkup pelayanan perizinan penanaman modal terpadu satu

£ pintwone stop service meliputi ;

a. Informasi mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan
persyaratan ;

b. Informasi yang berkaitan dengan jenis pelayanan dan persyaraktan
perizinan dan nonperizinan, mekanisme dan 1ata cara pelayanan

¢. Pelayanan penerbitan perizinan dan nonperizinan -

d. Pelayanan dan penanganan Pengaduan.

'Ihg&spokokPTSPBPMD adalah membantu dan bertanggung jawab kepada
B Kepala BPMD dalam menyelenggarakan administras: perizinan da
nonperizinan. Sedangkan fungsinya adalah :

a. Pelaksanaan administrasi pelayanan :

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pelayanan

¢. Pengkoordinasi penyelenggaraan administras: pelayanan,

ar Jenis dan waktu Penyelesaian Izin dan Non Izin pada pelayanan perizinan

gPenanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop service.

Jenis izin dan non izin yang dapat dilayani pada unit PTSP BPMD

Provinsi Sumatera Selatan sebagai 40 jenis yang ditetapkan berdasark an
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 200 )9 Tanggal 3 Juni

; 009 adalah :
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m Penanaman Modal dalam Teori dan Praktik

o

Tabel 17
\W1zin ;

NO JENIS WAKTURE JENIS T WAKTU
T [ 17in Usaha Perikanan (IUP) 5 (hari)
5" "[Surat izin Penangkapan lkan (SIP1) 5 Rekomendasi penempatan lokasi penumpang Tipe 13 14
3 “[Surat izin Pengangkutan lkan Indonesia s Rekomendasi Pengoperasian terminal Tipe 5~ |~ Ta~ "
4 Surat 1zin Kapal Pengangkut dan Pengumpul lkan Ind 5 Rekomendasi Penyelenggaraan perkreditan khusus | 14
5 Guarat lzin Perusahaan Pemboran (SIPPAT) Air Baawah yang jaringan jalumya melebihi wilavah satu

Tanah -
& ! SUarat 1zin Pemanfaatan air (SIPA) Bawah Tanah :ael::::::::a:e?: satu Provinsi ) | i
5 " | "Surat 17in Pemanfaatan Air (SIPA) Permukaan . angunan dan Pengadaan Kapal 14
. % T17in Lembaga Pencmpatan Tenaga Kerja Swasta sampai dengan GT 300 di Tugas Pemantauan Kepada
(LPTKS) ' Provinsi
v T Perpanjangan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Rekomendasi Pembangunan dan Pengadaan Kapal |74
10 Tizin  Pembentukan kantor Cabang Pelaksanaan Berukuran GT 7 yang Berlayar di Perairan Daratan
Pencmpatan tenaga Kerja Indonesia swasta dan Laut
o l.'/.m usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu (IUIPHHK) Rekomendasi Kantor Cabang dan Loket l-"él?x;'z'la_an e
- +.d 6.000 M3/thn Operator Bidang Telekomunikasi
Co2 17in Perluasan IUIPHHK s.d 6.000 M3/thn
' {"177in Perubahan dan Penggantian Nama Pemegang Rekomendasi Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan | 12
i JUPHHK s.d 6.000 M3/thn Transportasi (SIUJPT)
‘ ~i3 " Zin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) Rekomendasi Usaha Ekspedisi Muatan kapal Lawt | 12
\‘ " 57| T Usaha Perkebunan (1UP) Lintas Kabupatern/Kota (EMKL)
\ 6 ‘ [7in Usaha Perkebunan dan Bdidaya (IUP-B) Lintas Rekomendasi Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran | 13~

: . ‘ Kabupaten/Kota Rakyat (SIUPPER) 3 2

P i 1zin Usaha Perkebunan untuk Pengolaha:: (IUP-P) Lintas Rekomenio Ressm e L

i Kabupaten/Kota uk Rencana Makro 7

} : %" 17 17in Penyaluran Alat Kesehatan (Cabang) Pembangunan Perkebunan Provinsi oleh Gubernur !

" 15” T17in Laboratorium Prosthetic (PMDN) sebagai dasar Penerbitan Izin Perkebunan yang [

I ¢ | izin Medical Check up Center diterbitkan oleh Bupati/Walikota ‘

i 377 Tzin Klinik Rehabilitasi Medis Rekomendasi Usaha Industri Obat Tradisional T

23 | 1zin Klinik Fisioterapi Rekomendasi untuk Perizinan Pendirian Ruman Gak =
23 Surat 1zin Usaha Perdagangan B2 (Bahan Berbahaya) Rekomendasi Penyelonggaraan Undion ™ Cirntis 1 : ]
l Pengecer Terdafiar Bethadiah (Sales Promotion)
144
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lehomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) B2 14 11. Pemohon 'mengambil SKRD dan membayar retribusi di tempat

pembayaran yang telah ditentukan,

tHaban lerbahaya) Distributor Terdaftar

‘ R : 12. Pemohon mengambil surat perizinan keloket pengambilan dengan
Rebonendasi Distributor Minuman Beralkoho] 14 i o
S menyerahkan surat bukti pembayaran.
[ Hekonendasi Sub- Distributor Minuman Beralkohol 14 . i
I Rekomendasi Izin Biro Perjalanan dalam 3]

Untuk mendukung pelaksanaan One Stop Service yang prima
Pemohon berhak mengadukan keluhannya apabila dalam pelaksanaan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan ada hal-hal yang tidak berkenan. Adapu
tata cara pengaduan adalah sebagai berikut -

1. Apabila pelayanan perizinan oleh Uni PTSP-BPMD tidak scsuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pemohon

L beny clenggaraan Ibadah Haji dan Umroh

sncer : Badan Penanaman Modal Sumatera Selatan

“tichan Tata Cara Pelayanan Perizinan Unit PTSP BPMD adalaifl

avo bertkut

v

o

Pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persya
Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan,

!-'nmmli:'dzmkelengkapanpersyaratan disampaikan ke loket pendafiara

Petugas bagian pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan
dengan ketentuan apabila memenuhi persyaratan dengan maka petugag

memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasie

permohonan,

"'vlugas mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan abilg@

ddak lengkap dan/atau tidak sesuaj dengan ketentuan, untuk diperbaiki
dilengkapi oleh pemohon, ;
Berkas yang telah diregistrasi oleh petugas pendaftaran diteruska
Kepada petugas validasi dan verifikasi, :
Apabila hasil verifikasi dan validas; memerlukan pemeriksaan lapangzn,
maka koordinator UP-PTSP menyampaikan kepada Kepala Badan
untuk menugaskan Tim Teknis melakukan uji teknis lapangan,
Apabila berdasarkan hasil uji teknis lapangan dinyatakan tidal}
memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan menerbitkan s
penolakan atas permohonan tersebut. 3
Apabila berdasarkan uji teknis lapangan dinyatakan memenuh_l
persyaratan, maka Kepala Badan menandatangani dan menerbitkan|
surat perizinan. ]
* Apabila Surat izin telah ditandatangani oleh Kepala Badan makif
Koordinator unit PPTSP-BPMD menerbitkan SKRD dag

imenginformasikan kepada pemohon bahwa proses perizinan telak
selesai.

Hukum Penanaman Modal palane Teori daw Prak

dapat menyampaikan pengadunan.

2. Pengaduan dapat dilakukan baik sccara lisan san/atau tulisan melaluj
media yang disediakan.

3. Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh
unit PTSP-BPMD selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari
kerja.

2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan One Stop Service (OSS)

Di Sumatera Selatan.

Penanaman Modal (Investasi) sangat vital bagi pertumbuharn dan

] percepatan pembangunan ekonomi di suaty Negara. Modal terscbut
b dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekononiian,
- menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Demikian uga
- di Indonesia. Pasca Kebijakan Desentralisasi tahun 1999 banyak sckali
i Pemerintah Daerah yang bereksperimen dan berinovas; dengan
mengembangkan berbagai pola pelayanan perizinan dan invesiasi.
- Namun demikian, terdapat banyak kendala untul dapat menggali modal
- dari para Penanam Modal (Investor). Secara umum kendala tersebut
| dapat diinvestarisir antara lain :

1. Regulasi Pemerintah yang tidak konsisten dan akomodatifschingga
cenderung membingungkan penanam medal dan calon penanam
modal

2. Pelayanan perizinan yang tidak bisa diprediksi, lambat, dan tidak
transparan ;

- Hukum Penanaman Modal balan. Teovi dawn Praketi): 147



3. Kondisi politik dan keamanan dalam negeri ydng belum memadai
dan belum bisa diprediksi;

4. Belum adanya jaminan terhadap kepastian hukum terhadap kontrak-
kontrak yang telah disepakati pengusaha, terutama yang berkaitan§
dengan perusahaan asing ;

5. Peranan perbankan nasional dalam menyalurkan kredit ke sektor fi
belum berfungsi secara normal ; :

0 Pclaksanaan otonomi daerah belum memiliki arah yang jelas dar
cenderung menciptakan Pemerintahan baru di tingkat yang lebih
rendah, j
Dari kendala-kendala diatas, pelayanan perizinan merupakanj f stop service di daerah masih berpedoman pada Keputusan Presid

ndiliyang paling kasat mata. Studi yang pernah dilakukan Bank@ Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyclenggaraan Penanaman Modal dal.
‘wntmenunjukkan Birokrasi Indonesia sangat rumit yang dimulaij
1 prosedur untuk memulai penanaman modal baru, pengurusan;
-rizinan, pertahanan, ekspor-impor, sampai dengan pengurusar
ik Untuk memulai suatu usaha di Indonesia membutuhkan 124
seidur yang memakan waktu 97 hari. Dibandingkan dengan negaras
“waratetangga, Thailand misalnya, hanya butuh 8 (delapan) prosedu
ve memakan waktu hanya 33 hari sedangkan Malaysia hanys
'niutuhkan 9 (sembilan) prosedur dan waktunya 30 hari. 3
Untungnya, Pemerintah tampaknya telah melakukan langkahg
nekihuntuk mengatasi kendala itu dengan membuat kebijakan Pelayan:
'pau Satu Pintu atau One Stop Service (OSS) sebagai salah satu usat
«enarik penanam modal menanamkan modalnya di Indonesia.

penanaman modal.

f atau “officer on call”. Tetapi apabila pilihan ketiga vang dipili. niaka instis
¢ terkait harus memberikan pelimpahan wewenang kepada lembaga PTSP.

EPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Daer

*Meskipun keempat Peraturan Perundang-undangan tersebut dayp:
£dikatakan sejalan dengan menggunakan dasar | Indang- undang tl
jPeraturan Pemerintah, maka pembuatan kebijakan dan ])ul.lk‘wdlll
tPelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi lebih kuat.

§ diinventarisir kendala-kendala dalam pelaksnaan antara lain: '

‘ngkin akan dihadapkan pada benturan kepentingan barbagai pih'

mantap.
shugaimana terJad1 ketlka mula1 dlberlakukan Keppres 29 Tah it

3. Sebagai lembaga yang mempunyai otaritas mengchirkan izin b

: Masih berkaitan dengan bentuk organisasi adalah masala
f keanggotaan. Apabila yang diambil pilihan pertama dan kedua, maka ok

 terlalu menjadi masalah. Keanggotaan wakil dari instansi terl it di Pelavan.
f Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service (OSS) schagai “liason officer”

Untuk Pelaksanaan One Stop Service di Sumatera Selatan dap
i(1). Persepsi dan Komitmen Kepala Dacrah dengin stakcholder belu

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaran Perizinan Penanaman Mod il

h

Pelaksanaan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu atan one

n

11

f Rangka Penanaman modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Neger
t melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Mentori
tDalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentane Pedomans
ih
b hendaknya juga mengetahui pengaturan pelayanan dalam Undang-unda; 2
Nomor25 Tahun 2007 dan Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 200~

n

n

al

n

ahkai@ee:  ini sangat perlu persepsi dan komitmen Kepala Dacra din
f“-FkOGdeaS‘ dengan BKPM dalam melayani perizinan kepadg@8  Stakeholdel supaya pelaksanaan penyelengoaran perizinan
cunanaman modal. Seringkali di Indonesia kewenangan peirizinag E- penanaman modal ini dapat berjalan baik.Untuk itu perlu terns

nivap sebagal “profit center” yang mesti dipertahankan oleh suatg i dilakukan sosialisasi Permendagri No. 24 Tahun 2006 dun

niuk organisasi juga dapat menjadi ganjalan terlaksanannya PTSE
«pakah organisasi tersebut akan dibangun :

|- Scbagai unit promosi dan informasi penanaman modal,

" Scbagai sekretaris/koordinator yang mendistribusikan tugas ke dinag

dinas ke Instansi terkait, atau !

nanaman Modal, Badan Penanaman Modal Dacrah Sumatera Selat: m, tanggal

48 Hukum Penanaman Modal palam Teori dan Prakibl

Permendagri No. 20 Tahun 2008 serta SE Mendagri No. 188832
498/V/Bangda kepada seluruh stakcholder melalui perteniuan-

"™ Wawancara dengan Bapak Ir.Mustawani,CK,M.S1, Kabid Pe layanan
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pertemuan dan media komunikasi/informasi secara serentak dan
teras menerus. Sejalan dengan reformasi perizinan, perlu
mwmbangun sistem informasi perizinan paada masing-masing level
peaieritahan. Konsep refomarmasi perizinan, aspek yang relevan
dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah
modernisasi,efisiensi dan miimalisasi. Kuncinya dari reformasi
perizinan itu adalah One Stop Service. g
Apaubilaiklim investasi dapat dibangun lebih kondusif yang didukung §&
ol Kepala daerah dan Stakeholder yang ada, maka dalam jangka;
pinyang secara makro akan dapat meningkatkan insentif pajak dan
pettunibuhan ekonomi akan meningkat. Akhirnya, dengan iklim investasi
vany kondusif, investasi akan meningkat, dan secara sinergis #&
kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan aparatur penyelenggara
juga kan meningkat. 3
Musih terjadi kelemahan pengaturan kebijakaxﬂtwnpangtindhpengatman :
antar sekltor,

vizinset birokrasi masih belum reformis. :
Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dan §%
pembert izin. Dalam interaksi, terkadang muncul prilaku yang
‘enyimpang, baik yang dilakukan aparatur maupun dipicu olehi
“eoentingan bisnis pelaku usaha. Oleh karena itu, aparatur pelaksana
perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak
memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Selain itu masalah}
perilaku, juga menjadi persoalan jika prinsip good governance dituntu
antuk dilukukan dalam pelayanan perizinan. Dilapangang
penyvelenggaraan perizinan masih ditemui aparatur pelayanan yang$
belum memiliki sikap profesionalisme dan mengedepankan prinsip;
wustomer relationship manakala berhubuingan dengan pihak yang§
diberi pelayanan.Maka sudah sépantasnyalah sekarang untuk

merobah mainset birokrasi sebagai pelayan publik yang profesional,:
bersth dan ramah., ;

Hukum Penanaman Modal Dalaw. Teori dan Prakt 2

1. Pelaksanan Penyelenggaraan Pelayanan Pe

' C. PENUTUP

rizinan Penanaman Modal
Terpadu Satu Pintu/One Stop Service di Sumatera Sclatan adal:,

bagian dari pelayanan publik untuk memberikay
masyarakat khususnya kalangan dunia usahu
sendiri pada hakekatnya adalah pemberian P
masyarakat yang merupakan perwujuday
Pemerintah sebagai abdi masyarakat. Badan Penanaman Modal
Daerah Provinsi Sumatera Sclatan sebagai satuan kerja Perangkat
Daerah berdasarkan Peraturan dacrah Nomor ¢ Tahun 2008 tentan:
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Dacrah Provinsi Sumates a
Selatan merupakan Badan yang berwenang di Biding Pelayana
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu/One Stop Ser
Sebagai Badan yang bertanggung jawab terhadap inve
Sumatera Selatan maka dalam memberikan P
berkaitan dengan Penanaman Modu| dilakukan berdasarkan Peratur
Gubernur Sumatera selatan nomor 39 tahun 2009 tentang Penvelenggaraan
Pelayanan Perizinanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu atau One
Stop Service,
One Stop Service adalah Kegiatan Penyelengearan suat perizinan din
nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau instans: vang memilil
kewenangan perizinan dan nonperizinan ving
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitmya dokemer
dilakukan dalam satu pintu. Pelaksanaan One Stop Service ini diharapka
terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah. transparan.
pasti dan terjangkau, terwujudnya hak-hak penanaman modal untuk
mendapatkanpclayanandibidmlgpeﬁzin:m sertaterciptanya iklim investas
yang kondusif,
Pelaksanaan One Stop Service dalam menin ok
Selatan masih terdapat kendala-kendala, antara lain - (1) persepsi da
komitmen Kepala Daerah dengan Stakcholder yang belum mantap, (2
masih terjadi kelemahan pengaturan kebijakan/tump:

ang tindih pengatura;
antar sektor, (3) mainset birokrasi masih belum reformis.

' pelayanan kepada
Pelavanan publik iy
clayanan Prima kepada

1 kKewapiban aparatur

iL‘k'
stastde Provin

clayanan Perizinan vy

proses pengelolaann

atkan mvestasi Ji Sumater:

m Penanaman Modal oalan Teori dan 1 aRtk 15



, BAB IX
2Pengembangan Penanaman Modal Bagi
t Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Koperasi di Sumatera Selatan.’'®

i A PENDAHULUAN

, Salah satu tujuan Pemerintahan Negara adalah untuk memajukan
' f kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain telah dijabarkan dalam
& Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19:45
A dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh
3, Peraturan Perundang-undangan di bidang perckonomian. Agar cita-cita
A luhur tersebut dapat diwujudkan, kemerdekaan yang; telah berhasil dircbut
i tersebut harus di isi dengan berbagai bidang pembangunan karena dengan
4 -pembangunan, yaitu pembangunan secara menyeluruh dalam semua seklor
byang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan, tujuan
fmulia yang dicita-citakan tersebut dapat tcrwujud. Pembangunan
3§ menyeluruh tersebut merupakan Pembangunan Nasional yang merupak an
& suatu proses perubahan yang dilakukan berdasarkan rencana tertentu,
& dengan sengaja dan memang dikehendaki, baik olch Pemerintah ying
S menjadi pelopor pembangunan, maupun oleh masyarakat. Pembangunan
3 Nasional tersebut antara lain mencakup aspek-aspek ckonomi, politik,
hukum, intelektual maupun teknologi termasuk industri. Pembangunan

Enasional secara menyeluruh tersebut merupakan pembangunan yang

-3 1S Disari dri Hasil Penelitian Penulis dengan Judul :'Pengembangan
g Penanaman Modal Asing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi : Analisis
2 Implementasi Paaal 13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

g Modal Di Sumatera Selatan”. Dibiayai dari DIPA Nomor : 0700/023-04.2.01/06/2011
Etangeal 20 Desember 2010. Untuk tujuan buku ini Penulis telah merevisi judul dan isi
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“onerdekaannya, menciptakan masyarakat adil dan makmur meliput

“nesa disclenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerinta

~ . wujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang

pangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

wpada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dag

Jukana:PT. Rajagrafindo Persada, 2007, him.2-3.

«Jukuf yang mengutamakan perbaikan hidup rakyat menujy

.la bidang kehidupan dan meliputi segenap bangsa Indonesia.'®

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat$

Jin makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan@

el dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang

4cia. bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana

- cludupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan
¢+ mierdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kchldup

svirnkal menjadi pelaku utama pembangunan dan Pemerintal
skewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, sertamenumb I
~amdan 1klim yang menunjang,.

h peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ckonomi, dar
- berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus
i memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan
: seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakkan yang tegas kepada kelompol
:;usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan
£ Usaha Milik negara.

Demikian pula dengan pembangunan koperasi perlu dilanjutkan dan

@ diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badar usaha dan sekaligus
kscbagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta
isokoguru perekonomian nasional, yang merupakan wadah untuk menggalang
fkemampuan ekonomi rakyat di semua kegiatan perckonomian nasional,
ysehingga mampu berperan utama dalam meningkatkan kondisi ckonomi dan
¥ kesejahteraan rakyat.

Bila dicermati kita dihadapkan pada kenyataan bahwa

i RL mhllk Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politit ¥pembangunan yang dilaksanakan selama ini terkesan hanya bertumpu
e i dalam kcrangka Demokrasi Ekon0m1 Usaha Mikro, Kecil§ @ pada pertumbuhan perekonomian dan kurang terfokus pada pemerataan

AV yang mcmpunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis un

crkembang dan berkeadilan.'” ;
Pe mhudayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlg

" L lui ;;Lngunbmg,an iklim yang kondus1f, pemberian kesempa aff
usaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluag
.51 7. schingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan poteng
<al:1 Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhagi
-.onomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaag b

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha yang mampy
nemperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara lus

"¢ Dhaniswara K. Harjono,SH.,MH.,M.B.A, Hukum Penanaman Modilg

"I” Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usal

fhasil pembangunan tersebut. Sebagai dampalnya kita saksikon
tketimpangan yang ada dalam masyarakat baik ketimpangan ekonomi,
#sosial maupun secara fisik dan non fisik yang terlihat pada perkembangin
tantara wilayah barat dan timur Indonesia. Hal ini menimbulkan krisis
gekonomi yang berkepanjangan dan telah memberikan dampak buruk
ibagi kehidupan masyarakat Indonesia termasuk bagi dunia usaha dan
ftkrisis tersebut menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin d.in
Epengangguran di Indonesia.

Menurut Seni Harsono ada 2 (dua) persoalan dasar va

fmenyebabkan krisis ekonomi tersebut, yaitu :''*

1. Indonesia tidak memiliki pondasi ekonomi yang kuat.

2. Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan sclaima
ini termasuk di dalamnya program penanggulangan masalah vang
dihadapi usaha kecil tidak menumbuhkan kapasitas untuk mandir:.
Selama ini telah banyak usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah
untuk memberdayakan usaha kecil, namun usaha-usaha tersebut

“kurang berhasil untuk mengangkat derajat usaha kecil. Sebagai conioh

Vikro, Kecil dan Menengah.

154 Hukum Penanaman Modal palam Teori dawn Pra

1"* Kompas, Penguatan Ekonomi Rakyat oleh Soni Harsono, 3 November 2000.
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°. Bumi dan air dan kekayaan di dalamnya dikuasai oleh Negaraj

""" Kwik Kian Gie, Praktek Bisnis Dan Orientasi Ekonomi Indonesia, Jaka
iraamedia Pustaka Utama & STIE IBII, cetakan pertama, 1996, him. 197,

program Pemerintah yang berusaha membantu usaha kecil dar se i 4 Dengan demikian Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan
permodalan seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerjie:

keadilan dan memberi kesempatan yang sama bagi scluruh masyarakat,
Permanen (KMKP) dan lainnya yang dilaksanakan oleh perbankai® termasuk bagi semua pihak dalam dunia usaha. Jadi scharusnya dilakukan

lermyata membawa masalah yang berkepanjangan karena di satu sisi@l’ Pemerintah dalam menangani permasalahan usaha Mikro,kecil dan

kebanyakan usaha kecil tidak mampu memenuhi persyaratan kredit@} menengah adalah menciptakan suatu mekanisme pengermban gan dunia

vang lazim digunakan di dunia perbankan dan di sisi yang lain dunis@

@ usaha, sehingga yang kecil dapat berkembang menjadi besar dan van e
uul)dlkdn berusaha menghindar dari masalah kredit macet yangl sudah besar dalam mengembangkan sayapnva tidak berakibat akan
discbabkan usaha kecil.

& mempersulit atau bahkan mematikan usaha yang lebih kecil.'

Contoh lain yang program bapak anak angkat, dimana@& Untuk menegaskan arti penting dari usaha mikro, keeil, menengah

usaha menengah/besar membantu usaha kecil dalam suatill dalam struktur perekonomian nasional, Pemerintah raenerbitkan Undang -
kerjasama bisnis dengan tujuan untuk memandirikan usaha kecillle:

¢ undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
lersebut, tetapi karena kesalahan persepsi dari pihak Pemerintalifi: Menengah dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanva
imenyebabkan program tersebut banyak yang gagal. Kwik Kia jdalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi
Liie mengatakan bahwa konsep tersebut bertentangan dengan@¥# ekonomi yang berkeadilan, dan kemudian untuk semakin memperteg:s
hakekat pengusaha dan mekanisme pasar.'"® Suatu kerjasa g keberpihakan politik ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah,
bisnis tidak bisa dicampur adukan dengan kegiatan amal, karengl lembaga tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat
tkibatnya bisa menghancurkan modal sosial masyarakat dag@l g mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor X VI/MPR/1998 Tentang Politik
menumbuhkan ketergantungan yan g semakin besar terhadap Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Yang menjadi latar belakang
“emerintah dan pihak yang kuat. Sementara itu ketika programg@e dari ketetapan ini adalah karena amanat Pasal 33 UUD 1945 belum
remberdayaan dijalankan, kebijakan perekonomian Pemerintah # terwujud seperti yang diharapkan, sehingga perekoniomian nasional tidak
iepertinya kurang mendukung langkah tersebut, karena usaha i seimbang, akibat ketidakberpihakan Pemerintah kepada golongan terbesar
usaha yang kuat seperti di anak emaskan dengan diberi berbagaj L dari pelaku usaha yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.,
‘asilitas kemudahan dalam berusaha sehingga tidak terciptagie Dalam Agenda Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2004-2009

<escimbangan dalam struktur perekonomian nasional. i "yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2004-2009 digariskan 3 (tiga) agen:
tal ini tidak sesuai dengan konsep yang diamanatkan UUD 1945 : 48 ' Pembangunan, yaitu : /) menciptakan Indonesia yeng aman dan damei;

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atasl@® 2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demolrasi; 3) meningkatkan
asas kekeluargaan. @ kesejahteraan rakyat.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara yangiie Dalam prioritas meningkatkan kesejahteraan rakyat indonesia, maka
menguasai hajat hidup orag banyak dikuasai oleh Negara. ¢ dibuatlah kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia, malka
' dibuatlah kebijakan Pembangunan antara lain :

* 1. Penanggulangankemiskinan ;

2. Peningkatan investasi dan ekspor nonmigas ;

3. Peningkatan daya saing industri manufaktur ;

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rz

120 KPHN Hoedhiono Kadarisman, Modal Ventura Alternanf Pembiayann
¢ Usaha Masa Depan, PT.IBEC, cetakan pertama, 1995, him. 4.
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Fevitalitas pertanian
~leniberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungar

& Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi telah ditetapkan berbaga:

& kebijakan tentang pencadangan usaha, pcndanfi'an dan pengembangannya
Dengan demikian, penanaman modal sebagai salah satu alternatifjfiénamun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapa:

o hiavian pembangunan harus dapat memfasilitasi perkembanganflémemberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan {‘""”lm’f g MeTia)
©mona, dimana penanaman modal harus dapat semakin mendorong @ untuk pemberdayaan Usaha Mikro, K“*’CIL_MC“C“BH_}‘ dan Koperasi.

- tumbuhan ckonomi. Penanaman modal di Indonesia diarahkan kepada Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perh
ia-usaha pemerataan pendapatan masyarakat, usaha mikro, kecil, # diperdayakan dengan cara : a). Penumbuhan iklim usaha yang mendukunyg
venzah dan Koperasi dapat berpotensi untuk berkembang, sehingga §l§ pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan'b). Pengembangan

“wpu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejalan dengan# dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
shungunan ckonomi yang digariskan oleh Pemerintah. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran seria

\tas dasar kondisi tersebut, maka Pemerintah menentukan# kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan KUPCWS’ d“““f‘
“atiran mengenai pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM @ perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan olch
“operasi dalam Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun#&Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat sccara
L Pasal 13 @ menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. _ _ ,
emerintah wajib menentapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Karena pada dasamya pembangunan ekonomi haruslah didukung olch
wihamikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang 3 ‘pembangunan hukum karena antara kcduanlya 5“‘_1“2; G, dimana
vrbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan # pembangunan ekonomi hanya dapat tercapai apabila ada BC}“‘S“““ hukum.
waha mikro, kecil, menengah dan koperasi. & Antara hukum dan ekonomi meru;?akan dua system dari kemasyarakatan
“emerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, i yang saling berintegrasi satu sama lain.
ceil, menengah dan koperasi melalui program kemitraan, &
peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan @& 8. PEMBAHASAN
pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya. poa!

3 1. Pelaksanaan Pengembangan Penanaman Modal Bagi Usaha

Pemcrintah menentukan pengaturan mengenai pengembangan @  Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Di Sumatera Selatan.

wianian modal bagi usaha UMKM dan koperasi sebagai berikut: ¢

- wmesitah wajib menentapkan bidang usaha yang dicadangkan

ik usaha UMKM dan koperasi. Maksud bidang usaha yang$
wlangkan disini adalah bidang usaha yang khusus diperuntukan§
' ueaha UMKM dan koperasi agar mampu sejajar dengan pelaku§

cnonn lainnya, ;
Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan;

~anannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai g

cubatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam

+produkst dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan §

Lnolowi, permodalan, serta iklim usaha. :

1 Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil
i dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah
E'Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan
& berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib,
b dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

: Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan
Bbangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pem erintah.
iMasyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah
 berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan
: suasana dan iklim yang menunjang.
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Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan koperasi merupaka
- culatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikz
s« layanan ckonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan
«wlani proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakatj
rendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkat

Usaha Mikro, kecil, menengah dan koperasi mempurvai peranan ying
E sangat strategis dalam aspek memperluas kesempatan kerja, kesempatan
h berusaha, penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembingunan ekonom;
; perdesaan dan tak kala pentingnya adalah meningkatkan pendapatan
i masyarakat dan ekspor non migas. Oleh karena itu pembinaan usaha mikro,
tabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan " kecil, menengah dan koperasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
‘operasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus@ program pembangunan nasional.
wemperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dani Atas dasar itulah pemerintah membuat <ebijaksanaan untuk
reembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas#® membina usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam program
-pada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan) ' keterkaitan, dengan maksud agar usaha mikro, kccil, menengah dan
wiaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.  koperasi dapat dipacu pertumbuhannya melalui pembinaan yang inscntif
Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi telahiié kebijakan ekonomi Sumatera Selatan scsuai dengan petunjuk Gubernur
enunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masik }adalah pemberdayaan ekonomi rakyat dengan titik berat pemberdayaan
- ienghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal & sumber daya ekonomi 6 (enam) sektor unggulan dacrah, vaitu :
'+ upun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumbe@  a.  Sektor Perkebunan i
vaya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. o Sektor Kehutanan :
Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan} Sektor Kelauatan ;

SUB L R

!saha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijz 0 Sektor Pertambangan ;
tontang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namur Sektor Pariwisata dan
twelum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapaf} Sektor Industri Kerajinan.

memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang
muemadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengabh.
Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perly
Jiberdayakan dengan cara
penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha
Keeil, dan Menengah; dan
pergembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kopcerasi vang merupakan
- salah satu pilar ekonomi kerakyatan terbukti mempunyai peranan penting
- di dalam menstabilkan gejolak ekonomi yang hampir chaos sehagai
 akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan, pada kenyataannnya usaha
| mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan akar kebersamannn va
F yang kuat mampu bertahan menghadapi gempuraan krisis terscbut. Hal
f itu tentu menunjukkan bahwa Usaha Mikro, K ccil. Menengah dan

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran seria@@: Koperasi dapat diandalkan dalam sctiap kegiatan ckonon,

Jemihagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomiz it
itk maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah 4
1.erntah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis §
sl berkesinambungan,
Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selurub
' ratwran perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecild
-1 Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan
¢ ndang-undang ini.
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Tabel 18
Data Kumulatif UMKM Se-Sumatera Selatan
Per 31 Desember 2010

Tabel 19
Data Kinerja Koperasi Tahun 2005 — Desember 2010
Provinsi Sumatera Selatan

[T TANON TAHUNTTARUN” TTAHUN [ TARUN | R [ NoT ™ URATAN T SATUAN [ TAUN | TAHUN | TATN | TAUUN | TR0 | Feembargan
2006 2007 2008 2009 2010 | Perkembangm ] Tahun 2009
2006 2007 2008 2009 2010 !)1handinykan
Selama | e
I T'ahun
5 tahun | schelumnya
Sebel ' —_ L e
(:;lm I | Jumlzh Koperasi Unit 3.7% 4.051 4.164 4448 4737 h49
> = 5 (7| Tl Anggon | Orang | 718595 | 20550 76920 | 766700 | 782418 | a05
2 3 4 5 6 8 4 j o, 1R
R b aksanaan it 1.489 1512 | 111535 1.%63 2252 1472
b VMRS [T 1906377 [ 1506977 | 1507657 | 1937002 | 1047006 30 | | Peleksanan RAT [ Uni = e — —
; in } ; 549 | 947971 [ 948616 | %665 2
S LODAESS | 1905450 | 1906125 [ 1935394 | 1945375 | 13 [| ¢ [ModalSendin | Rp.Jua | 704122 | 9973 il Biswud® SN
. 49 702 454 716433 1,99
M dkan Keail | Ui 1.524 1527 1527 1628 1631 3,90 | 3 | Modal Luar Rp-Jua ] 1410042 1391328 | 64 iaid Bt N
' M | 6 | Volume Usaha Rp.Jula 2.247.681 | 2366376 2418.527 | 2.48314] 2535985 2.12
il | 3 —_— !
— | 7 [SHU Rp.Juie [ 86744 | 110955 | 111085 | 112283 | 114953 250
Cocnith T 1 NN U N N N { I R O R L I S N,
Moo R & (Rp Taa | S888095 | 889255 | G800 8937336 | 9.081427 159 [ 8 | Penyerapan Orang | 29930 35816 [ 36255 | 36741 | #7ie3 Lid
T [RKpJua | 7805695 |7.805795 TROT.145 | 7.843.242 | 7.917.002 1,03 Tenaga Kerja N
b T RpJdua 1083400 | 1083500 | 1.083.500 | 1094124 | 1164425 0,05
o Eeal | @ Sumber : Dinas Koperasi dan UKM
i : Propinsi Sumatera Selatan
— F
. l Rp Jua  123.542.594 [ 23.543.794 | 23.546.544 | 23722155 | 24019280 143 .Qi Sumatera Selatan jumlah koperasi yang terdafiar per Desember 2010
ree o Rp s 19.157.000 | 19.158.000 | 19.160.750 | 19.262.540 | 19,486,639 124 ada 4.737 koperasi dan 1.947.006 Usaha Mikro, Kecil, Menengah . Secara
s il {R,, Jula ] 4385.594 (4385794 | 4385844 | 4.459615 | 4532641 0,02 kcseluruhanhasilcvaluasipembmaan terhadap UMKM ini perkembangannva

) ! J

e [Orng | 2849576 | 2850976 | 2851451 2861527 | 2880639 0,76

§ relatifkecil, hal ini dikarenakan berbagai kelemahan yung dirasakan oleh para
Usaha Mikro,Kecil dan Menengah.
A Umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM_ antara lain ;'

e Kl [cmng 2825377 2826477 2827002 | 2836794 | 2855.3) 0,76 . Faktor Internal

Ber cusah j Orang 24193 | 24293 | 24409 14733 | 416 1,15 il Kurangnya Permodalan _

Wik dan kel | Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk
et i ! mengembangkan suatu unit usaha. Umumnya UMKM merupakan usaha
Mercngal ‘ 1

perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup yang mengandalkan
pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedan gakan

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM
Propinsi Sumatera Selatan

: '?! Sutrisno, Pemikiran lentang Arah Kebijakan Pemerintah Dalam
iPengembangan Usaha Kecil dan Menegah, Jakarta, 2004
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- Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas

- Faktor Eksternal

lainnya sulit di peroleh, karenk

dupat dipenuhi.

Scbagian besar UMKM tumbuh secara tradisional dan merupakan usah
kcluarga yang turun menurun, Keterbatasan SDM UMKM baik dari segh
pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilan sang;

berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usahf
tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu den gag
Keterbatasan SDMnya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadops

perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang
dihasilkannya.

Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar.
UMKM pada umumnya merupakan

rendah, oleh karena produk yang dihasilkan Jjumlahnya sangat terba
dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif, Berbeda dengan
besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta did

dengan teknologi yang dapat menjangkau Intemasional dan Ppromosi yanj |
baik.

[klim usaha belum kondusif

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan

dan koperasi terus disempurnakan, namun dirasakan belum

sepenuhnya kondusif. Hal inj terlihat antara lain masih terjadi

persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dag
hengusaha-pengusaha besar,

‘erbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuag
Jars teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana Yang mereka mili
jug tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan
chigaimana yang diharapkan.

3. Implikasi Otomomi Daeral
Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang
Otonomi Daerah, kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus
masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi
terhadap pelaku bisnis UMKM berupa pungutan-pungutan baru yang
dikenakan pada UMKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka
akan menurunkan daya saing UMKM. Disamping itu semangat
kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang k urang
menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanyi dj
daerah tersebut. !

Dalam rangka pemberdayaan sumber da ya ekonomi 6 (enam)
sektor Unggulan Daerah Sumatera Selatan UMKM yang dibina
diharapkan mampu mengambil peran sekaligus menjadi lokomotif
bagi UMKM lainnya dalam menggarap sektor u
potensi yang ada.

Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan olch pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha,
pembinaan dan pengembangan melalui pemberian bimbingan dan
bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan
UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan rnandiri.

Sedangkan iklim usaha yang ingin diciptakan adalah kondisi berupa
penatapan berbagai peraturan perundan g-undangan dan kebijaksanaan
diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperolch
kepastian, kesempatan yang sama, dan dukungan berusaha yang seluas-
luasnya sehinggga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan
mandiri.

Menurut Kepala Bidang

ngeulan sesuai

Usaha Kecil dan Menengah Kanwil

1 Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan tujuan dari pembinaan
i UMKM tersebut adalah ;'2

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, semakin terbukan va
kesempatan dan kepastian usaha mikro, kecil » menengah dan koperasi
sebagai prasyarat utama untuk menjamin berkembangnya usaha
mikro, kecil, menengah dan koperasi ;

! Wawancara dengan Bapal Efril Yansyah, Kepala Bidanp Usaha Kecil dan

"Mcnengah, Kanwil Koperasi dan UKM Propinsi Sumarera Selatan, tanggal 26
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2. Meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, menengah dap ‘

dengan penguatan akses permodalan berbasis produksi dar _
akses pasar ;
3. Meningkarkan mengembangkan semangat dan perilaky
kewirausahaan, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan|
kemampuan dan kualitas manajeman serta memperkuat day
saing usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengar
penguatan produktifitas dan mutu, penguasaan teknologi, jaringan

informasi dan pemasaran usaha ikro, kecil, menengah dan
koperasij.'®

hasuran pembinaan yang dilakukan adalah :
- Pemerataan kesempatan berusaha yang diharapkan dapaf
menumbuh kembangkan usaha mikro, kecil, menengah day
koperasi khususnya yang bergerak di komoditi unggulan,

Pemerataan penyebaran lokasi usaha yang mendukung pembang
daerah.

Pemerataan kesempatan kerja.

Menurut Bapak Wawan Gunawan.SE.M.Si, bahwa kriteri
koperasi dan usaha kecil dan menengah calon mitra binaan adalah :'2¢
I. UMKM telah melakukan kegiatan usaha yang mempuyai prospel
untuk berkembang, diutamakan usaha yang digarap adalal
termasuk dalam 6 (enam) sektor unggulan daerah Sumater
Selatan, yaitu
4. Sektor Perkebunan,
b.  Sektor Kehutanan,
Sektor Kelautan,
. Sektor Pertambangan,

. O

" Buku Panduan Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Suma
i, 2007 E

** Wawancara dengan Bapak Wawan Gunawan,SE.,M.Si, Kabid Koperig
Vol Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 26 September 20{§

1t Hukum Penanaman Modal Dalaw Teori dan Praki

3. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000

ipedom
Eipe

& Dalam rangka mewujudkan kemampuan dan peran usaha k
secara optimal dalam perekonomian nasional yan £ masi;
berbagai hambatan baik bersifat eksternal maupin mternal, seperii
idang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber day
manusia dan teknologi, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusi/
Buna mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan berusch.
farig saling menguntungkan antara usaha kecil dengan usah
ienengah dan usaha besar

)

€. Sektor Pariwisata,
£ Sektor Kerajinan

2. Menyediakan dana sendiri minimal 25 % dari vang dibutuhk.n

(diajukan)

-~ (duaratus
Juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan seria mempunyag
omzet maksimal Rp. 1.000.000.000).- (satumilyar rupiah).

4. memiliki surat izin usaha dan telah terdafter pada instansi tork iy

(legalitas usaha).

5. Usaha yang dijalankan telah beroperasi min mal 2 (dua) tahun dan

tidak bersifat temporer atau spekulatif,

6. Khusus bagi koperasi telah melaksanakan Rapat Angoota Tahin 1

(RAT) tahun buku berjalan (minimal 2 kalr)

Usaha tersebut tidak bersifat musinin ataw dengan kata lnin
tidak hanya mengandalkan bantuan senita dan telah mempuny g
tenaga kerja.

Pengaturan kemitraan dengan usaha keeil dalam kaitang: i
dengan penanaman modal diatur dalam Keputusan Bersan
Menteri Negara Investasi Bidang Peningkatan K cmampuo:
Badan Usaha Nasional dan Direktur Jenderl Bidang Pengusal
Kecil dan Menengah No. 10/SKB/ASM |- N.IV/X/98 dan No.
SKB/PKM/X/98 tanggal 1 Oktober 199§ tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil melalut Kemitraan
dalam rangka Penanaman Moda|

Petunjuk pelaksana tersebut digunakan scbagai dasar acuan dan
an dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal. Do,

tunjuk pelaksana tersebut pada bagian pendahuluan (; katakan sebagu;

L

ectl
hmenghadap;
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Viksud dan tujuan pengaturan tersebut adalah ;'25
Untuk memberikan pedoman pelaksanaan dalam
hemberdayaan usaha kecil melalu kemitraan antara usaha keci]
‘,urmasuk koperasi dengan usaha menengah atau besar dalam :
pclaksanaan penanaman modal; .
Ferwujudnya koordinasi pelaksanaan pembinaan dal'.l :
pengembangan kemitraan antra usaha'kecil termasuk koperasi 3
«Jengan usaha menengah atau besar di bidang penanaman modal 3
aik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ;

Beberapa keunggulan kemitraan pola inti plasmay in; adalah

dapat memberikan manfaat timbal balik antary Pengusaha besar aray

- menengah sebagaj int; dengan usaha kecj] sehagai plasmay melalui cary

¥ pengusaha besar/menengah memberikan pembinaan serta penyedisan

Sarana produks;i, bimbingan, pengolahan hasil serqy pPemasaran, Inj

: berarti bahwa Pengusaha besar telap membagi resiko

¢ bisnis dengan pengusaha kecj] sebagai plasma. e, karcr

model inti plasama akan tercipta saling
§ menguntungkan,

dan peluang
1 u melafy;
kclcrg;mtungun dan saling

% 2. Pola Sub Kontrak

. Dalampola Ini, usaha keci] memproduksi komponen vang diperlukan
oleh usaha menengah atau usahy besar sebagai bagian dari
produksinya. Usaha menengah atau usayjy besar memberikan
pembinaan dan pengembangan kepada ysap; keeil dalan; -
a. Kesempatap untuk mengerjakan sebagian produks; dan/atay

winsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan, N -
' Pola kemitraan yang dilakukan dalam rangka penanaman modal’
meliputi sebagai berikut 126

I Pola Inti Plasma

komponennya ;
Dalam pola ini, usaha menengah atau usahabesarbertindaksebagal b. Kesempatan meémperoleh bahan haky yang diproduksi aray
imti dan usaha kecil sebagai plasma Perusahaan ini melaksanakan manajemen ;

Bimbingan dan kemampuan teknjs produksi atau manajemen :
Perolehan, Peénguasaan, dan peningkatan tcknolo gi yang diperluka:
Pembiayaan dan Pengaturan sistem pem bayaran yan gtidak merugikay,
salah satu pihak -

3

A. penyediaan dan penyiapan lahan - £ Upayauntuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

b. penyediaan sarana produksi ; _ B

¢ pemberian teknis manajemen usaha produksi ;

. perolehan, Penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperl

. pembiayaan ;

I. pemasaran 3

& penjaminan;

h. pemberian informas; ;dan

L pemberian bantuan lainnya yang diperlukanbagipmh:gkatan -
dan produktivitas dan wawasan usaha,

+ Pola Dagang Umum
" Dalam polaini, usaha menengah atau usaha hesy - memasarkan has;j
produksi usaha kecil atau busany kecil memasok kebutuhan yang
diperlukan oleh usaha menengah dan usaha heg;, mitranya. Dalam
kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitragn
menengah atau usaha besar dan usaha keci] dapat he
i bentuk kerjasama Pémasaran, penyediaay |,
®  penerimaan Pasokan dari usaha kec;] mitra usahanya un(uk memenuhi
¥ kebutuhan yang diperlukan olch usaha menengah 404y, usaha besar
¢ Yang bersangkutan,

dnatara usahy
rlangsung dalam
kasi usaha, atay

"** Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Jakarta, PT. R
L findo Persada, 2007, him.149,
““Ibid, him. 151-153,
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. Pola Keagenan

Pola Waralaba

Pitam pola ini, usaha menengah atau usaha besar sebagai pemberi §
warilaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan§§
sia-uran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba disertai]
bantuan bimbingan manajemen. Usaha menengah atau usaha besardi
yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberikan$
wralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang$K
memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima warabala untuk &
usaha yang bersangkutan. :

Dalam pola ini, usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkaffi
barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Dalam]

hal ini menunjukan usaha kecil sebagai agen diutamakan untuj
kegiatan usaha yang tidak mensyaratkan adanya fasilitag
pemeliharaan/perbaikan yang memerlukan investasi tersendiri.

Pola Saham : ;
Dalam pola ini, usaha menengah atau usaha besar melakukangi
kemitraan dengan usaha kecil dalam pemilikan saham pada pendiri 1
proyek/badan usaha batu atau melaluj pembelian saham dengan hargl
yang wajar dengan sistem pembayaran yang ringan dan tidald
merugikan usaha kecil mitranya. :
Persyaratan kemitraan meliputi sebagai berikut :'? j
L. Usahakecil, usaha menengah dan usaha besar telah sepakat untulg
bermitra membuat perjanjian kerjasama secara tertulis d ar]
bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Yang telah disepakati da
terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Dalam melaksanak ar;
hubungan kemitraan, keduabelah pihak mempunyai keduduka
yang setara, Kerjasa kemitraan ini dibuat dengan menggunakar
p¢rj:mjian/l<es¢pakatan tertulis.

2. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan usaha menengah

atau usaha besar dilarang memiliki dan menguasai usaha
kecil mitra binaannya dengan pcraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam program kemitraan ini bidang usaha/jenis yang
dimitrakan adalah bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha
menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan
sebagaimana ketentuan Keppres No. 99 Tahun 1998 tentan g
Bidang Usaha/Jenis Usaha untuk usaha menengah dan usaha
besar dengan syarat kemitraan.

Dalaim kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau

esar, masirig-masing memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana diatur

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

gPasal 12 dan 13, yaitu sebagai berikut :
1. Hak pihak-pihak yang melaksanakan Kemitraan

a. Usaha Kecil, usaha Menengah dan usaha besar yang
melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk :
1. Meningkatkan efiensi usaha dalam kemitraan ;
2. Mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan ;
3. Membuat perjanjian kemitraan ;
4. Membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak
b. Usaha Menengah atau usaha besar yang melaksanakan
kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan
usaha kecil binaannya.
¢. Usaha kecil yang bermitra mempunyai hak untuk
memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha
menengah atau usaha besar mitra dalam saty aspek atau
lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan
manajemen dan teknologi.'?*

" Ihid, hal. 153,

Hukum Penanaman Modal Dalaw Teori daw Prakii} :

* Indonesia, Peraturan Perintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan,
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2. Kewajiban pihak-pihak yang melaksanakan kemitraan :12°
a. Usaha menengah dan usaha besar Yang melaksanakar]
kemitraan dengan usaha kecil berkewajiban untuk :
I Memberikan informasi kemitraan;

2. Memberikan informasi kepada Pemerintahmengensi
perkembangan pelaksanaan kemitraan -

3. Menunjuk penanggung jawab kemitraan ;

4. Menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
telah diatur dalam perjanjian kemitraan. .

b.  Usaha kecil yang melaksanakan kemitraan berkewajiban
untuk :

. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerjg

Dengan demikian, melaluj perlindungan hukum vang kuat maka
| dapat melindungi pelaku usaha khususnya UMK M dan Koperasi dari
] monopoli usaha besar dan memalui pola pembinaan da pengembangan
| tersebut didapat keuntungan yang bersinergi antars kebijakan pembinaan
UMKM dan Koperasi dengan kebijakan pemerintah dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan rakyat.

2. Kendala dan Upaya Pengembangan Penanaman Modal Bagillsaha
Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Di Sumatera Selatan,

Pemberdayaan Usaha Mikro, Keeil dan Menengab dun
ki Koperasi perlu diselenggarakan sccara menycluruh, optimal. dan
;berkesiilambungan-melalui pengembangan iklim vany kondus
B pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan
ipcngembangan usaha seluas-luasnya, schingga mamy; meningkatkan
Ekedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro. K ceil. Menengah don
F Koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ckonom;. pemeriataan don
¥ peningkatan pendapatan rakyat, penciplaan lapangan kerpo dan
ipengentasan kemiskinan,

' Meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koper:is
¢ telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional. nam
gmasih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, bk vang bersitat
_'nternal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan.
gpemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi. permodalin,
¥serta iklim usaha.

2. Memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai bentuf
pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh usah j
menengah dan usaha besar mitranya. ]

c. Usaha kecil,"§isaha menengah atau usaha besar yang
melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban : :

1. mencegah gagalnyakemitraan ;

2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan Kemitrag
kepada Menteri Teknis,Menteri Negara Investasi/K epali
Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteq
Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menegah, dan :

3. Meningkatkan kinerja usaha dalam kemitraan.

2.1 Kendala-kendala Pengembangan Penanaman Modal Baoj

Pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan terutamj UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan,

irahkan dalam peningkatan bidang produksi, pemasaran
rmodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Pengembangag
~wvunusahaan, kemitraan dan gerakan mencintai produk dalam neger

‘rivakan langkah strategis dalam pembinaan dan pengembang
VMIK'M dan Koperasi.

a. Kurangnya pendanaan
Permodalan merupakan fukior utama yang diperlukan
untuk mengembangkan suaty unit usaha, Umunine g
UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahann
yang sifatnya tertutup yang mengandalkan pada modal dari
si pemilik yang jumlahnya sang terbatas. sedangakn
modal pinjaman dari bank atau lembaga fainnva sul;y

" Ihid, Pasal 13

um Penanaman Modal palgn. Teori din (it i 17°
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h.

diperoleh, karena persyaralannya secara administrasi dap

teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi, |
Sedangkan permodalan yang diperoleh dari bantuan§

pemerintah atau asistensi pihak ketiga sangat terbatas. = °

Kurang Koordinasi antar Instansi Terkait :
Pelaksanaan pengembangan penanaman moda] bagi®
UMKM dan koperasi ini melibatkan beberapa instansif
terkait. Perlunya koordinasi antar instansi terkait inj
sangat penting untuk membentuk sinergi dari pelaksanaan :
pengembangan UMKM dan Koperasi secara utuh dj
Sumatera Selatan sehingga pemberdayaan UMKM dap!
Koperasi dapat diselenggarakan secara menyeluriih§

optimal dan l‘)erkesinambungan melalui pengembangan
tklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, ]
dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha

scluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan
kedudukan, peran dan potensi UMKM dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan
peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan@

/

kerja, dan pengentasan kemiskinan,

Keterbatasan Sumber Daya manusia 7
Kendala dalam pemberdayaan UMKM dan Koperasig

Hukum Penanaman Modal palam Teori dan Prakii

2.2.Upaya-upaya yang dilakukan Pemierintah dacerah dalam
pengembangan Penanaman modal bagi Usaha Mikro, Kocil,
Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan.

a. Pelatihan

Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagt pengusaha-pengusaha
dengan tujuan dapat meningkatkan kemampuan dan inovasi
serta kreativitas dalam melakukan kegiatan usahanya.
Pelatihan-pelatihan ini melibatkan penwvakilan-perwakilan para
pengusaha yang ada di Kabupaten-kabupaten dan Kota dj
Sumatera Selatan.

Pelatihan yang dilakukan misalnya Pengembangan dalam
bidang desain dan teknologi, hal ni dilakukan denuan
maksud :

1). Meningkatkan kemampuan d; bidang desain dan tekne ol
serta pengendalian mutu ;

2) meningkatkan kerjasama dan alik teknologi;

3) meningkatkan kemampuan Usahi Keeil dan Menengah di
bidang penelitian untuk mengemba vkan desain dan
teknologi baru ;

4) memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil lan
Menengah yang mengembangkan tcknologi dan
melestarikan lingkungan hidup ; ¢an 5) mendorong Usaha
Mikro,Kecil dan Menengah untuk men iperoleh sertif
hak kekayaan intelektual.

Kal

b. Kerjasama dengan Pihak ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembanian
UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan terus
dilakukan. Kerjasama dengan I Telkom misalnya dalam
memberikan ketrampilan kepada Pegawai yang ada di
Kanwil Koperasi dan UKM dalam pengembangan Uk M
Center yaitu dengan pengembangan teknologi komputer
sehingga seluruh informasi tentang Koperasi dan UK M
dapat diakses secara online. I1al ini dapat membantu
menyebarkan informasi sccara cepat.

. ukum Penanaman Modal balaw. T2ovi den 1 witik 75
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PENUTUP

¢ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
UUntuk itu kebijaksanaan yang ditempuh adalah
mcningkatkan prakasa kemampuan dan peran serts
masyarakat pengusaha mikro, kecil, menengah danf
Koperasi melalui peningkatan sumber daya manusia dalam

Melalui pengembangan sumber daya manusia diharapkan
kendala-kendala UMKM dan Koperasi dapat diatasi.

Pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara
stimulan dengan penciptaan iklim yang kondusif sertaj
pemberian bimbingan, bantuan dan perkuatan bagi UMKM _;
dan Koperasi untuk tumbuh dan berkembang. j

d. Promosi UMKM dan Koperasi
Dalam rangka pelaksanaan Sea Games yang akan.
dilaksanakan tanggal 11 Nopember 2011 di Palembang, #&
Pemerintah Daerah akan melaksanakan pameran Sriwijaya:
Internasional Expo yang akan memamerkan hasil produk-
produk yang diproduksi UMKM di Sumatera Selatan,
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempromosikan hasil- {

hasil produksi yang telah dihasilkan UMKM dan Koperasi
kepada investor, '

Pengembangan Penanaman Modal bagi Usaha Mikro, Kecil, |

Menengah dan Koperasi di Sumatera Selatan dilaksanakan
berdasarkan kebijakasanaan untuk membina UMKM dan
ILoperasi dalam program keterkaitan agar UMKM dan Koperasi |
dapat dipacu pertumbuhannya dengan memperdayakan sumber$
wkonomi 6 (enam) sektor unggulan daerah. Pola pengembangan
{'MKM dan Koperasi j uga dilakukan dengan pola kemitraan,

Hukum Penanaman Modal palawe Teori dan Praktiky

Kendala-kendala dalam pengembangan penananian modal bayi
UMKM dan Koperassi di Sumatera Selatan dischabkan karena
kurangnyaperrnodalan,kurang koordinasi antar instansi terka
serta keterbatsan sumber daya manusia, sedangkan upaya-upaya
yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan UMK M
dan Koperasi dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan,
kerjasama dengan pihak ketiga, meningkatkan sumber daya
manusia serta promosi hasil-hasil produk yang diproduksi oleh
UMKM dan Koperasi di Sumatera Selatan.

tHukum Penanaman Modal malan. Teovi dow 1 oot i1 17



BAB X
PENGARUH INVESTASI ASING DALAM
PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL
DI SUMATERA SELATAN. 130

i A. PENDAHULUAN

Setiap Negara selalu berusaha meningkatkan Pcmbangunan,
& kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha kcarah terschbut
¥ dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda artara Negara satu
: dengan Negara lainnya. Salah satu usaha yang sclalu dilakukan olch
B Negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke
g negaranya.'3!

3 Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suaiy
§@ Negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk
menjadi suatu Negara yang makmur, Pembangunan Nasional harus
) diarahkan kebidang industri. Untuk mengarah kesana, Negara-negara
f tersebut sudah sejak awal dihadapkan pada permasalahan minimnya
'-» B modal dan teknologi yang merupakan clemen dasar dalam menuju
& industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut
j adalah mengundang masuknya modal asing dari Negara-negara maju
ke Negara-negara berkembang. '32

; *° Disari dari Hasil Penelitian dengan Judul : “Peranan Penanaman Modal
f Asing Dalam Pengembangan Mayarakat Lokal Dj Sumatera Sclatan Ditinjau Darj
fUndang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. Dibiayaan olch
FDIPA UNSRI Tahun 2009. Untuk tujuan buku ini, Penulis telah merevisi dul dan isi
Eseperiunya,

" Yulianto Ahmad, Peran Multilateral Investment ... Op Cit, hlm 51,

132 Ridwan Khairandy, “Peranan peruszhaan Penanaman Modal Asing ...
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Negara Indonesia juga mengalami hal seperti diatas. Dimang
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan jug
penzembangan perekonomian, Pemerintah Indonesia membutuhkan
nradal dari investor khususnya investor asing. Karena para investo _
tersebut sangat memegang peranan penting dalam Pembangunan
Purckenomian Negara Indonesia.

Masuknya Modal Asing bagi Perekonomian Indonesiaf§
woorupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik
tidonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan
nervkonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung
» 1t baik dibandingkan dengan menarik dana Internasional lainnya

rorte pinjaman dari luar negeri.! :

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang &

-l penting scbagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global,
i, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi:

rupa sehingga mampu menjadi wadah bagi pertumbuhan dan
perkembangan investasi dan sekaligus memasarkannya kepada dunia
luar secara strategis, sistematis dan efisien. o
Upaya Pemerintah di era otonomi daerah dalam menjadikan
daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan
investasi dilakukan melalui regulasi dan formulasi kebijakan
pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan
dengan menggunakan potensi sumber daya manusia dan sumber Qaya
alam lokal, kelembagaan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik
daerah masing-masing. o .
Peningka'i_an Investasi Daerah akan dapat terwuj \{d jika di
daerah terdapét potensi yang dapat “dijual” kepada para investcr,
baik itu berupa potensi sumber daya alam maupun potensi sumber dava
* manusia. Selanjutnya hal sangat penting lagi adalah kemampuan daerah
3 menjual'pdtensi yang dimilikinya tersebut. Kemampgan daerah untug
-~y "eknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi menjual tersebut harus didukung oleh tcrciptanyg iklim vang kondu=if
© o permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.' i dan mendukung investasi seperti adanya jaminan keamanan dun

)i negara manapun di dunia ini, investasi kapital publik lazimnya @ kepastian hukum bagi investor khususnya Penanaman Modal Asing

- tuny hanya bersifat stimulant. Proporsi terbesar dana pembangunan @& di daerah tersebut. _ )

++» penggerak ckonomi masyarakat sesungguhnya berasal dari dus Demikian juga dalam Pembangunan yang dilakukan di Sumatera
#kehelders yang lain, yaitu: sektor privat dan masyarakat itu sendiri. Jl§ Selatan, Pemerintah daerah juga melakuka'n upaya untuk menarik
J#tam kondisi seperti ini, Pemerintah Pusat dan Daerah dituntut untuk: inverstor khususnya Penanaman Modal Asing untuk rr.lc‘:nanamk:m
w netapkan strategi bersaing yang tepat. Bagi Pemerintah Pusat strategi# modalnya di Sumatera Selatan. Khususnya dapat dilihat dalam
te bisa herbentuk antara lain : 8 Pembangunan di daerah Sumatera Selatan, dimana Penanaman Modal
*1) peraturan perundang-undangan yang kondusif dan memberikan@& Asing memiliki peran yang sangat penting dalam Pcmbangunan.
perlindungan hukum bagi investor, B Diharapkan dalam menggaet investor khusqs.n ya investor asing ke
-} «nsentif di bidang perpajakan dan be masuk barang modal, B daerah akan dapat menimbulkan dampak positif bagi pen gembangar.)
) #ewenangan dan prosedur perizinan yang jelas, cepat, murah dan 3 dunia usaha daerah dalam rangka memacu pertumbuhan ckonomi
udah, . B dacrah yang nantinya bermuara kepada peningk atan dan pemerata:n

B kesejahteraan rakyat Sumatera Selatan. ‘
| Selain itu Penanaman Modal khususnya Penanaman Modal Asing
 atau Investor Asing mempunyai peranan sangat penting bagi
t pengembangan masyarakat lokal karena Investor Asing terscbut
memberikan pengaruh dalam kehidupan masyarakat sctcmpat. Dengan
[ adanya Investasi asing di lokasi tersebut dapat meningkatkan
g kesejahteraan masyarakat sekitar. Artinya para investor yang

g berinvestasi tersebut tidak hanya mengejar kcuntungan semata dimana

.} nengaturan dan penyediaan tenaga kerja yang kompetitif.

tagi Pemerintah Daerah, persaingan yang semakin tajam ini§
#¢: vinculkan beban tugas yang lebih berat. Secara umum, beban tugas
s haras dipikul oleh daerah adalah menyiapkan daerahnya sedemikian'

" * Yulianto Syahyu, “Pertumbuhan Investasi Asing ...... Op Cit,hlm. 46 1§
* ' DelissaA. Ridway dan Mariya A. Talib, “Globalization ..... Op Cit, him 335.4
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iaupun global. Di dalam pengimplementasianya diharapkan agar unsur- &
/isus perusahaan, pemerintah dan masyarakat saling berintekrasi dan 1
ticndukung, supaya CSR dapat diwujudkan secara komprehensif,

ichingga dalam pengambilan keputusan, menjalankan keputusan dar
erlanggungjawabannya dapat dilaksanakan bersama,

i Indonesia sendiri, munculnya Undang-undang No. 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menandai babak baru

sdalah pergeseran paradigma dunia usaha yang tidak hanya semata-

mata untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga bersikap etis:

“un berperan dalam penciptaan investasi sosial,

Pada umumnya implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi

lvh beberapa faktor, antara lain
I.- Komitmen pimpinan perusahaan

Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah-§

masalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akang
memperdulikan aktivitas sosial.
2. Ukuran dan kematangan Perusahaan

Perusahaan besar dan mapan lebih mempunyai potensi

memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belumi8 _
mapan. Namun, bukan berarti perusahaan mengengah, kecil danflh

belum mapan tersebut tidak dapat menerapkan CSR.
3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah

Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuatd

semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan
donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat.

‘cberapa contoh Peranan Penanam Modal dalam pengembanga .«f

+iusyerakat lokal di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Hukum Penanaman Modal alam Teori dan Prakis)

a. Peranan PT. Sinar Alam Permai (SAP) dalam Pengembangan
Masyarakat Lokal di Sumatera Selatan

PT. Sinar Alam Permai adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) vang

: bergerak di bidang pengolahan minyak sawit. .okasi pabrik terletak di esa

Prajen Mariana, Kecamatan Banyuasin byang berjarak k urang 25 Km dari

#§ KotaPalembang,
engaturan CSR. Selain itu pengaturan tentang CSR juga tercantum @

I dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
vlodal (UUPM). Walupun sebenarnya pembahasan mengenai CSR
wwdaly dimulai jauh sebelum kedua Undang-undang tersebut disahkan, ; ]
«1talvsatu pendorong perkembangan CSR yang terjadi di Indonesia @

PROGRAM KER)A COMMI/U‘«'!'I'Y
DEVELOPMENT 2009
PT. SINAR ALAM PERMAI

{ 1. Donation (Pemberian Bantuan Barang/Uang)

1.1. Program Wilmar Education Partnership Program
Lokasi SDN 1 Prajen
Target yang ingin dicapai adalah terciptanya kegiatan belajar-
mengajar dan aktivitas perpustakaan scria kegiatan rohani vang
opyimal. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus
Juta Rupiah).

g 1.2. Program Wilmar Education Partnership Program

Lokasi SMUN Mariana

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah lercapainya
kegiatan ekstrakulikuler bidang otomotif dan boga sccara optimal.
Dana yang disalurkan dalam kegiatan ini p. 30.000.000
puluh Juta Rupiah).

Figa

'1.3.ProgmmPenyquhandan pemenksaan gigi untuk siswa SDN SSD Prajen

(Cakur).

Target yang ingin dicapai agar siswa SD (cersebul dapat
memelihara kesehatan gigi. Dana yang disalurkan Rp. 15.000.000
(Lima belas Juta Rupiah).

X vy : 15
pHukum Penanaman Modal baland Teori ciam 1 oot 89



cobatan gratis (umum) dan Balita sehat SAP

tureet yvang ingin dicapai memberikan kemudahan kepada §

inusyarakat tidak mampu untuk berobat gratis. Dana yang disalurkan
whesar 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).

» Renovasi Masjid Darul Hijrah

Target yang ingin dicapai adalah agar masyarakat di sekitar pabrik

(ring 1) dapat melaksanakan ibadah lebih nyaman dan khusyuk.’
Duna yang disalurkan 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

- Paliet Lebaran untuk masyarakat

lurget yang ingin dicapai adalah agar masyarakat dapat terbantu #
akin kebutuhan minyak goreng. Dana sebesar Rp. 25.000.000 (Dua §

P'uluh Lima Juta Rupiah).

" Bantuan Qurban bagi masyarakat

larzet yang ingin dicapai agar warga yang tidak mampu disekitar
1 SAP dapat ikut merayakan idul adha melalui pembagian gading
jurban. Dana yang disalurkan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta

Rupiah).

- Pemberian berdasarkan proposal yang telah diseleksi oleh managemen. :

Faryet vang ingin dicapai adalah PT. SAP dapat berpartisipasi .

serta memberikan bantuan sesuai dengan prioritas bantuan d

sesual dengan prioritas disposisi proposal yang telah diseleksi ;

managemen. Dana yang disalurkan menyesuaikan dengan budget 3
¢’ per bulan 3 ilir = Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Pabrik }

[¥p. 38.000.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

. Beu siswa untuk siswa Ring I yang berprestasi.

faruet yang ingin dicapai adalah PT.SAP dapat membantu siswa §
berprestasi tersebut agar tidak putus sekolah. Dana yang 3

disalurkan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Hukum Penanaman Modal balan Teori dan Praktik §

t 2. Income Generation Activity (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)

2.1. Budiday perikanan (Tahan I1)

Rincian implementasi adalah memberikan beih ikan kepada

masyarakat yang memiliki kolam bekas rawa vang tidak

termanfaatkan, atau kepada 20 warga yang telah memiliki kolam

ikan dengan sistem bagi hasil. Target yang ingin dicapai adalah

memberikan peluang kerja untuk meningkatkan perckonomian

masyarakat. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga

Puluh Juta Rupiah).

a. Pengelolaan pakan ikan
Rincian implementasi adalah mengelola sampah buangan
masyarakat (sayur-mayur, rumput/daun) menjadi pakan ikan agar
memiliki nilai jual. Target yang ingin dicapai adalah untuk
menunjang program budidaya ikan SAP dan menciptakan
lapangan kerja baru. Dana yang disalurkan sebesar Rp.
60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).
b. Pembuatan Sapu ljuk

Rician implementasi adalah melanjutkan program sapu ijuk SAP
dengan sistem bagi hasil. Target yang ingin dicapai adalah untik
menunjang pendapatan ibu-ibu serta remaja putri yang ada
disekitar SAP. Dana berupa modal bergulir untuk pembelian
bahan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

{ 3.Community Involment (Bekerjasama dengan masyarakat)
3.1, Memperbaiki jalan sekitar PT. SAP

Rincian Implementasi memperbaiki/pengaspalan jalan yang
berada pada RingI(sekitar PT.SAP pabrik dan 3 Ilir). Tarcet
yang ingin dicapai adalah memperlancar arus mobilisas: d.an
transportasi.

a. Partisipasi dalam peringatan hari besar keagamaan,dan
nasional seperti peringatan Isra Mikraj dan HUT R,
Target yang ingin dicapai adalah meningkatkan hubungan
yang dinamis serta citra positif perusahaan.

b. Buka puasa bersama/ceramah agama
Rincian implementasi mengajak masya-akat sckitar PT. SAP
dan karyawan serta anak yatim piatu untuk berbuka puasa
bersama serta mengadakan ceramah agama. Target yang ingin

tHukum Penanaman Modal palane Teori dow (oot il



iR

warga sekitar.

i Elsternal Relation (Membangun hubungan bajk dengan piha
Pemerintan masyarakatmedia massa dan LSM),
+ 1 Kunjungan rutin ke tokoh Mmasyarakat/trifika ;
Rincian implementas;i adalah mengunjungij tokoh masyarakat
wrta pihak trifika (Polres, Kecamatan, Koramil) setiap;

culanmya, Ty

»Peranan PT, Indosat Thik dalam Pengembangan Masyarakat Lojglil
di Sumatera Selatan

"I Indosat Tbk., sebelumnya bernama pPT Indonesiang

cehite Corporat

cHurielekomunj

leKomunikasi dan multimedia terbesar kedua diIn
i seluler (Mentari, Matrix, IM3, Star One). Saat j

“pemilikan sal

clecom QSC (40,37%) serta Pemerintah Republik |

F4.249%) terma

shiunnya dj Bursa Efek Jakarta, Byr
s Saham New York.

‘ndosat didj
e dan memuy

“loratmenjadi Badan Usaha Milik Nega
s milii Pemeringah Indonesia.

Ml Satelit

“U3 A bawah pengawasan PT. Indosat. Perysap

“roperasi pada
Slelindo schugai

Cperator GSM pert

fenb et dan pasea

Pada tahun 1994 Indosat memperdagangkan sahamnya di Byrsy
Efek Jakarta, Burga Efek Surabaya, dan New York Stock
= Indosatmerupakan perusahan pertan; Mang mener
dengan konsep syariah pada tahun 2002 Sctetelah i, Pengimplementasian
obligasi syariah Indosat mendapat peringlar AA ¢ Nilai
2002 sebesar Rp. 175.000.000.000.01) dalam
tahun 2005 pjla; emisi obligasi syariah Indosyy v sebesar Rp,
'285.000.000.000,00. Setelah tahun 2002 Penerapan obligasi syariah
tersebut diikuti oleh perusahaan-perusahaan linnya,

Memasuk;j abad ke-21, Pemerintan Indonesiy melakakan
& deregulasi dj sektor telekomunikasi dengan membyl kompetisi pasar
& bebas, Dengan demikian, Telkom tdak lag; memonopoli telekony,:
: | Indonesia, Pada tahun 2001 Indosat mendirik pp Ind
& Mobile (IM3) dan ia menjadi pelopor (;pp g

Exchange,

aplan ol lgasi

emisi pada talun
tenor lima tahuy. Pada

tkasi
osat Multi Medig

dan multimed di
¢ Indonesia, dan pada tahun Yang sama Indosayy memey

8T Satelindo Palapa Indonesia (Satelindo),
Pada akhir tahup 2002 Pemerintah Indon
f saham Indosat ke Singapore Technologics Telemedia pye. Ltd. Dengan
demikian, Indogat kembalj menjadi PMA. Pada bulsy,, November 2003
Indosat mengakuisisi PT. Satelindo, PT .|M 3 dan Bim
' Penjualan 41,94 % saham Indos
‘banyak kontroversi. Pemerintah R ey berupaya untug membelj
‘kembalj (buyback) saham Indosat tersebuyy agar p
: pemegang saham yang mayoritas dan menjadik
suk saham Serj A. Indosat juga mencatatkag : sebagaiBUMN, namun kini upaya Pemering

1 kendali pengh

eslamenjual 41 04 oy
ion Tbk., adalah sebuah perusahaap penyelenggary

kasi di Indonesia. Indosat merupakan perusahag;
donesia untyk

ni, komposisi
1am Indosat adala, - Publik (45,19%), Qatar

agraha,
at tersehyg menimbulloan

cmerintah menad;
an kembhagl; Indosal
ah tersehyy belum terial s

Layanan selyer bagi Indosat merupakan jon;
Ememberikan penerimaan paling besg yakni |
B seluruh penerimaan pada tahyp 2000. Berd
lndosat menguasai 26,99 pasar oper
Emelalui Mentar; dan IM3) dan 3,7,
StarOne).
1 Dengan masuknya moda] investor asing yaitu 41,940, sahim
{dari Singapore Technologies Telemedia Pie | memberikan bany ak
'engaruh bagi masyarakat Palembang. Peranan
iPengembangan masyarakat dj Sumatera Sel

rikan pada tahup 1967 sebagaj Perusahaan Mod:
lai Operasinya pada tahup 1969. Pada tahun 19808

ra yang seluruh sahamnyag

s lavanap ving
Mngea mencapai 75% dari
asarkan data tahun 20006,
ator telopon scluler GSM (yakni

3 pusuru[wr:ltur('I)M/\ (melalyg
Palapa Indonesia (Satelindo) didirikan pada tap o

tahun 1994 sebagai operator GSM. Pendiriag

ama di Indonesja yang mengeluarkan karty p

L Indosa dalam
bayar Matrix.

alan l{hnxusnyu Kota
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w  Mewbangun Palembang menjadi Smart City f HIPMI pun memiliki kesempatan yang diberikan oleh Indosat
‘mplementasi teknologi informasi dalam skala besar dangl

® untuk menyediakan telekomunikasi yang diberikan oleh Indosat

vipleks pada level Kota mulai menjadi konsep yang sangat@® yntuk menyediakan telekomunikasi informasi dengan menggunakan
«inbangkan oleh Pemerintah daerah. PT. Indosat Tbk pada acara ¢ fasilitas Palembang Exchange Point yang bertujuan menekan biava
ondatangan MoU dengan BPD HIPMI Sumsel, menawarkan fpenggunaan internet.
Lopada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, konsep Kota pintar§
ataStart City. Gubernur Sumsel, Ir H. Alex Noerdin SH menyambut
il Konsep Smart City.,

Mol dengan BPD HIPMI pun merupakan implementasi
ugulan teknologi informasi dalam wujud penyediaan jaringan dan
svanan jasa telekomunikasi di Sumsel. Jika mengacu pada data}

: b. Mengadakan khitanan massal

Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-40, PT. Indosat

‘mengadakan kegiatan khitanan massal kepada 50 anak yatim dan

¢ dhuafa bekerjasama dengan Rumah Zakat [ndonesia Cabang
i Palembang sebagai penyelenggara. Kegiatan ini dilaksanakan i

el vang disajikan dari International Telecommunication Uni‘on-: i Kantor Cabang J1. Veteran Palembang. Sebagai peserta 50 anak

! vang berada di bawah naungan PBB, dijelaskan bahwa: £ yatim dan dhuafa tersebut berasal dari wilayah sckitar kantor

- tumbuhan 1 persen di bidang telekomunikasi akan meningkatkany ; Cabang Indosat di Jalan Veteran dan gerai Indosat di Plaju seria
Jvtumbuhan ckonomi 3 persen. '

M Kantor Indosat yang baru di Jalan Angkatan 45
'ndosat memang memiliki kapasitas dan akses untuk 8 Kegiatan di buka Pukul 09.00 WIB oleh Muhammad Almawer;
nonghadirkannya karena mempunyai lisensi yang paling lengkap. Rachman, Head of Palembang Branch PT. Indosat. Dalam sambutannya
whingra Indosat menawarkan konsep Kota Palembang sebagai i Alma mengatakan harapannya, semoga dengan adanya kegiatan khitanzn
« yang sepenuhnya memanfaatkan penggunaan telekomunikasi# massal ini Indosat lebih dapat diterima oleh masyarakat terutama i

penieetahuan terbaru pada seluruh level kehidupan. Smart City 38 tempat kantor Indosat berada.

tddiwujudkan, jika seluruh komponen kota, pemerintah, Setelah dikhitan para peserta mendapatkan bingkisan dari
igan bisnis, perubahaan budaya kerja dan gaya hidUP Indosat berupa kain sarung, baju koko dan peci serta uang sejumlah
varehat berpadu mendukungnya. & Rp. 100.000,- per orang. Selaian itu masing-masing peserta juga
chih lanjut untuk membangun Kota Palembang menjadi Smart§ i mendapatkan 2 kaleng kornet qurban dari Rumah Zakat. Kornet ini

sronadiperlukan service dan infrastruktur yang memadai. Mulaig kmerupakan penyaluran sepanjang tahun dari Program Superqurban.
dioofbice building, residential, soho (ruko/rukan) dan public facility/ S

» Momberikan gambaran keunggulan atau manfaat yang bisai
Jalame Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Dodi Reza Alex:4
teatihan, Mol dengan Indosat adalah upaya membantu program
- duh dalam penerapan ICT. Salah satu rencana pengadaan
‘v seluruh sekolah di Sumsel. Tujuannya untuk menciptakans
‘I handal dan berkualitas. 4
‘palagi Indosat memang memiliki program internet sekolak
~1IM3 @ School yang meliputi sistem informasi sekolah, II

Ecacher, Wifischool, E-learning, IM3blog, Schoolarship, IC "
s dan IM3 Agenda.

Ko

~

N

2.c. Memberikan Program CSR

: PT. Indosat Tbk Palembang menyerahkzn tiga unit Laptop,
ksatu unit modem internet, voucher internet satu tahun dan modul
fsoftware Pesona Edu kepada SMAN 8 Palembang. Ini merupakan
bagian dari Program CSR (Corporate Social Fesponsibility) PT
iIndosat diawal tahun 2009. Dengan adanya Program Indosat
¢Science and Multimedia School ini, mutu pendidikan dapat terus
pditingkatkan lagi. Program ini, jelasnya dilakukan diseluruh kantor
foperasional indosat di Indonesia, dengan memilih sekolah-sekolah
yang memenuhi kriteria. Fasilitas internet serta inodul pengetahuan
tini akan dapat menambah wawasan serta minat belajar para siswa.
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Indosat Science and Multimedia School,

Di Indonesia Carrefour membuka Cabang dj scjumlah P
clurjutan dari Program Indonesia Belajar yang dius

“termasuk di Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang.
crak 2008 lalu, Indosat memberikan fasilitas Laptop s _‘ Perusahaan yang merupakan Pusa: Perbelanj aan ini di
ritlis kepada sekolah untuk dapat dipergunakan siswa yang ingin@ Palembang berada d; kawasan Mall Palembang Square di Jalan
lajar atau mencari informasi melaluj internet. Sedangkan modulangkatan 45 Palembang, Kegiatan penanaman mody] yang dilak ikan
oltware aplikasi Pesona Edu, didalamnya bermuatan modyf Carrefour dj Palembang juga mempengaruhj pengembangan
lajuran Fisika yang dikemas menarik. Schingga lebih muda j masyarakat lokal di Palequang. 7 i
mengerti siswa, Saat penyerahan kemarin, juga digelar seminarils: Berdasarkan hasi] Pengamanatan terhadap (_;arre‘four dapat
- ugenai blog, public speaking dan communit » dengan mengundang idisimpulkan kegiatan penanaman modal Carrefour Juga telah
wekilan 10 sekolah dj Palembang. SMAN 8 Palembang adalaf menyumbangkan kontribusinya dalam pengembangan masyaraka
‘b satu sekolah yang siswanya banyak menggunakan IM38E

 lokal, yaituy :
nean dg [;_lndatanganinya kerjasama tersebut, .1-‘1. Pengamh ter}!adap Perekonoh‘”lﬂn ]"(1}(1"{11’ I”(.‘J"L’HI."I)H’H_Q

Pentuknya komunitas pengguna kartu IM3, yang tergabung@® a. Carrefour memang tidak melakuk
Slan komunitas IM3 Generation. Para Pclajar dapat menjkmatill:

‘S aratis dan potongan tarif nelpon ke sesama komunitasny
wiiy delajar pengguna IM3 lebih diuntungkan,

rovinsi

an kegiatan membanty secara
langsung namun perusahaan inj telah menampung tenaga kerja
lokal. Karena merupakan salah satu usahy yang membutuhkan
tenaga kerja dimulai darj penjaga mesin kasir, cleaning service,
sampai manager. Carrefour menyerap banyak tenaga kerja baik
dari Palembang maupun luar Palembang. Dengan begity
otomatis akan mengurangi angka Pengangguran sekaligus
berdampak positif pada perekonomian rak yat Palembing
karena kesempatan untuk bekerja bertambal

b. Selain menyerap tenaga kerja, dengan adanya ¢

- eranan Perusahan Carrefour Dalam Pengembangan Masyars
Lokal Di Sumatera Selatan.

Perusahaan Asing maupun perusahaan domestik mempunyaj
watban hukum untuk melakukan pengembangan masyarakaf!
©layuh dan kemitrausahaan atau Corporate Socia] Responsibility
sngeung jawab Perusahaan). Teknik atau tata cara untuk
“liksanakan kegiatan ity diserahkan pada perusahaan untuk
wruniuskannya,
Pengembangan masayarakat adalah upaya untuf
cieningkatkan kualjtas masyarakat yang bermukim diwilayal
Hivesiasi yang ditanamkan oleh Investor sehingga mereka mampyg
tengejar ketertinggalan dalam berbagaj bidang. 3
Kegiatan penanaman modal yang telah dilakukan di Palemp; i ;
canyak memberikan pengaruh terhadapa pengembangg - Pendapatan Pajak
cuinvarakat Palembang. Salah saty kegiatan Penanaman Maoda] olehmm. Sebagai subjek pajak Carrefour Juga diw
nanam Modal Asing di Kota Palembang adalah Carrefour i pajak dimana pajak tersebut dapat digunakap oleh Negara
Yerasahaan yang berbasis di Paris Perancis terse ali : untuk kepentingan umum dalam hal jpj
enanamkan modalnya dj berbagai Negara termasuk di Indones;gi: mensejaahterakan rakyat Indoncsia
: Palaembang pada khususnya,

arrefour juga
apat hcr]\'cmh:ﬂg

- Angkutan Umum;

Setelah dibukanya pusat berbelanjaan Carrefour omsel jasa
angkutan umum darj dan menuju Carrefour meningkat drasts.

- Usaha-usaha keci] Seperti ; penjual goren gan dan minuman.
Apabila diamati disekitar kawasan Carrefour sekarang
bermunculan usaha-usaha kecil yang memperoleh keuntungan
dengan dibangunnya Carrefour

ajibkan membayr

untuk
padaumumnya dan rakyat
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kepada investor, Adanya fasilitas kurnmluhnn-]\'cmud(lhan
Yang diberikan kepada para invesior Scemakin meluasnya
regulasi dan penataan Pajak akan mcmbua semakin kecj)
keterkaitan perusahaan untuk memberikan donasi dan
sumbangan sosial kepada masyarakat

dalam bidang kesehatan namun Carrefour memberikan
Jaminan Kesehatan bagi karyawan maupun keluarga
karyawan terhadap resiko yang berhubungan dengan
kesehatan dengan jalan asuransi kesehatan.
Dengaruh Terhadap Ketrampilan Masyarakat
Terhadap setiap calon karyawan Carrefour memberikan Training
Khusus. Dengan begitu calon karyawan akan memperoleh pengalaman
vang berharga dan pengetahuan dari training tersebut,
Sektor Pariwisata
Cwrrelour juga merupakan salah satu Program Pemerintah dalam &
Visit Musi. Diharapkan dengan bertambahnya pusat perbelanjaan
dialembang akan menarik wisatawan asing untuk datang ke
i‘.lln-mlnmg.

C. PENUTUP

¢ 1. Pengaruh InvestasiAsing dalam pengembangan masyarakat loka]
' di Sumatera Selatan adalah upaya pengembangan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas masyarakat yang bermukim d; wilayvah
investasi yang ditanamkan olch investor schingean mereka mampu
mengejar ketinggalan dalam berbagaj bidang kchidupan. Secara
normatif, kewajiban pengembangan masyarakat hanya meliputi
pengembanngan kualitas sumber daya manus; kesehatan dan
pertumbuhan ekonomi. Pengaruh Investas; Asing dalam
pengembangan masyarakat lokal di Sumatery Sclatan te¢lah
dilaksanakan oleh Investor Asing sesuai ketentuan yang diatur
dalam Pasal 15 huruf (b) dan Pasa] 17 [,lmlangﬂlndzmg Nemor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Kendala-kendala Yang dihadapi Investor Asing dalamj
Pengembangan Masyarakat Lokal Di Sumatera Selatan,

«. Budaya Masyarakat —
Iiendala yang dihadapai Investor Asing Asing dalam

f 2. Kendala-kendala Yang dihadapai oleh Investor Asing dalam
: Pengembangan Masyarakat Lokal adalah Budays vang ada dj
masyarakat dalam menerima bantuan pengembangan usaha darj
investor belum dimanfaatkan secara maksimal sclain jiy regulisi
dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah, semuakin meluasnva
regulasi dan Penataan pajak akan membuat semakin ke 1
keterkaitan perusahaan untuk memberikan dengs; dan sumbangun
sosial kepada masyarakat,

tnenerima bantuan pengembangan usaha belum dimanfaatkan
s-cara maksimal. Seperti yang telah dilakukan oleh PT:Sinag
Alam Permai dalam Pemberdayaan Ekonomj Masyarakat dalam
beglatan Pembuatan Sapu [juk. Disini terlihat masih kurang minaf
‘warga untuk terlibat dalam program “Sapu [juk SAP. 3
Motivasi untuk dapat mengembangkan usaha sendirj belum
tumbuh dalam diri masyarakat itu sendiri, sementara mereks]
sudah dibantu modal dari investor.Cenderung masyarakat
lebih suka mendapat uang langsung tanpa ada kegiatan yang|
fierceka lakukan,

boFequlusi dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah, _
Harus ada hubungan yang baik antara Pemerintah dan parg
Hivestor sendiri. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatug
Femerimtah hendaknya memberikan kemudahan atay keringan
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Verimbang

a.

d.

UNDANGUNDANGREPUBLIKE‘JDONESIA Mengingat : Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 Yat(1).(2), dan (5), Pasal 20,

NOMOR 25 TAHUN 2007 serta Pasal 33 Undang-Undelng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
TENTANG 1945;
PENANAMANMODAL - Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMA N MODAL
DENGANRA}MATTUHANYANGMAHAESA Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENA NAMAN MODAL
PRFSIDENREPUBLIKINDONESIA,

Dengan Persetujuan Bersams,

bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan DEWAN PERWAKTLAN RAKYATREPUBLIK 1Ny INESIA

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia |

dan
‘Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomj nasional yang PRESIDEN REPUBLIK INDONF SIA
berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk MEMUTUSKAN :

mencapai tujuan bernegara;

Menetapkan: UNDANG—-UNI)ANCTEN'I‘AN(; PENANAM AN MODAL
bahwa sesuai dengan amanat Yang tercantum dalam Ketetapan

BABI

MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, KETENTUAN UMUM

kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomj Pasal 1

kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, Dalam Undang~Undang ini yang dimaksud deq, gan:

menengah, dan koperasi; - 1. Penanaman moda] adalah segala benqk kepiatan nenanan, modal, bk oleh

bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan §
mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan |
peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonom; -
menjadi kekuatan ekonomi rii] dengan menggunakan modal yang
berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; |
bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan #8
keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional‘ 2
perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, §

Penanam modal dalam negeri maupun penanam mos | asing
di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman moda] dalam negeri adalah kegiatan menan;m
E usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilak o)
dalam negeri dengan menggunakan modal dalam neger
3. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam moda | untuk melakukan -y
di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan cleh penanan
baik yang menggunakan modal asing sepenuhnyg aupun

untok melakukan aha

adal untuk me akuikan

anoleh penanam modal

vmodal asing,

vang herpatun g
memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap | dengan penanam moda] dalam negeri. I
memperhatikan kepentingan ekonomi nasional; 4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan ysaly, yang melakukan penanap
bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam nepery fyp Penanam madal asing
Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang A 5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan wirgy egaa Indonesia, badan
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang- E usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atay facral vang melakol an
Undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan F - Penanaman modal dj wilayah negara Republik Indonesi:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Moda| . 6. Penanam moda] asing adalah Perseorangan warga neparg asing, hadan usaha asye.
Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang E dan/atan pemerintah asing yang melakukan pemanman modal di wilyyvah newnra
Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang- @&  Republik Indonesia, ' ‘
Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 38 7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lygp, yang bukan uang ying

Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 3 dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilar ckonomys.
percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum 28 g Moda] asing adalah modal yang dimiliki olel negara asing,
nasional, khususnya dj bidang penanaman modal; @  negara asing, badan usaha asing, badan hukum asmg. dansatan badan hukum
bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huryf §

¢ Indonesia yang sebagian atau selurul, modalnya dimiliki o]el, pil
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan hurufe perlu membentuk Undang. § .9' Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki olch Negara Republik Indones; ;.
Undang tentang Penanaman Modal. a8 Perseorangan warga negara Indonesia, atau baday usahi yang berbenquk badun
hukum atau tidak berbadan hukum,

WIS TANEAN warog

1k asing,
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e

T

" tavanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suaty perizinm? ‘
L nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan we»\"e.nang dari
Sl alaw instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang
soses pengelolaannya dimulaj dari tahap permohonan sampai dengan tahap

wilnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Chonome dacrah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
aengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat |
~tenipal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangax'l. _
e bemenntah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republ{k
indoresia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indones}a
whagamana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Labun 1945,

I temcomiah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah
gt unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Biro Hukum & Humas BADAN

SOTDENASI PENANAMAN MODAL 3

Pasal 2

s dakam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor

i bl negara Republik Indonesia

BABII
ASASDAN TUJUAN
Pasal 3

Penunaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
« hepastian hukum;
1 Kewrbukaan:

abuntabilitas;
£ p-tlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

K bersamaan;

visiensi berkeadilan;

b rketanjutan;
it berwawasan lingkungan;
Kemandirian;dan
hoscimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
£ Twuan penyelenggaraan Penanaman modal, antara lain untuk:

nwmngkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
" venciplakan lapangan kerja;

miziingkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- memngkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

incnigkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi pasional;

tiendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

© ewngolah ckonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengax{ menggunakan
v vang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

- weningkatkan kesejahteraan masyarakat,

.

(1) Pemerintah memberikan perlakuan

Hukum Penanaman Modal patave Teori dan Praktik

BAB I
KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODA]
) Pasal 4
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman maod
a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional vang
modal untuk Penguatan daya saing perekonomian
b. mempercepat peningkatan penanaman modal.

afuntuk:
Kondusir hagi penanaman
wsienal; dan

(?) Dalam menetapkan kebijakan dasar sch
Pemerintah;

a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal negeri dan penanam
modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasiong|:

b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, iy keam
Penanam modal sejak proses pengurusan perizinan samp
kegiatan penanaman modal sesuai dengan kereny
undangan; dan

¢. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan pe lindungan ke pada
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperas).

agaimuana dimaksud pada aver (1),

anan berusah: bagi
at dengan berakhirnya
A pLrturan perundang.

() Kebijakan dasar sebagaimana dimaksuq pada ayar (1) dan YAU(2) diwujudkan
dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Biro Hukup & Humas BATAN
KOORDINASI PENANAMAN MODA]. 4

BABI1vV
BENTUKBADAN USAHA DAN KEDUDUKAN
Pasal s
(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalan: bentuk
berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum us
dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
(2) Penanaman moda) asing wajib dalam bentuk perseroan terbay
Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayal negar
ditentukan lain olep undang-undang.
(3) Penanam moda] dalam negeri dan asing yang melakukan pen
bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbagas:
b. membelj saham; dan
C. melakukan cara lajn sesuai dengan ketentuan peratuy

badun usaha yang
aha Perscorangan. sexuaj

ax berdasarkan hukum
a Republik Indonesia, keenali

anaman modal dalam

an purun(i;mgvun(lungazn.

BABV
PERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODAL,
Pasal 6
yang sama kepada senwg penan
berasal dari nhegara mana pun yang melukukan kegja
Indonesia sesuaj dengan ketentua

dmmodal yanpy
an penanaman modal J;
n peraturan perundang-undangan,
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(" Peddakuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penanam modal
sartonatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan Perjanjian dengan
fndanesia,

Pasal 7
Pemcrintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak
sepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.
©. Oalum hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak
bepenilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan
Kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.
hka (v antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi
atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan
mclalui arbitrase,

Pasal 8
* Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang
shuzzinkan oleh penanam modal sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang
uneingan,
) Asci yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merup.
aset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai oleh neg
t) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valu
asing, antara lain terhadap:
4. modal;
b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
<. dana yang diperlukan untuk:

Imana dimaksuqg Pada avat (3)
an pcrun(lung~uml:muun. '

ud pada ayar (1) tidak me
. K mengurang;:
pemndanga: :emerm!ah untuk memberlakukan ketentuan pPeratura
“undangan yang mewaiibl . Hlapor; ransfor
o yang ajibkan pelaporan pelaksanaan transfer

untuk mendapatkan Pajas dan/agay royaltr dan/atay

eri inny; [
ntah lainnya dar; penanaman myy) Sesuai dengan
ran perundang-undangan; ¢

atau lLln[!ag.! lal
n
Sf(.l dal)/.](;“l IL‘[)dl“(lSl. dﬂ”

aan hak unqyy melakukan transfer

melaksanakan Penetapan pe

. : I an penun
pengadllaz} sebagaimana dimaksud Padaayat (1) huryf
tanggung jawap Penanam modaj,

laan berdasarkan penetapan
b hingpa sclesainya seluruh

BAB V]

1. pembelian bahan baku dan penolong,
jadi; atau
2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hid
penanaman modal;
| tumbahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
<. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
. royalti atau biaya yang harus dibayar;
itro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMANMODAL 5

barang setengah jadi, atau b

perusahaan penanaman modal;

- hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
kompensasi atas kerugian;
kompensasi atas pengambilalihan;

- pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang
tibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan
bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual;

I hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

;o -

pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dala* @

210 Hukum Penanaman Modal dalan, Teori dan Prak:

AGAKERJAAN
Pasal 10

A tenaga kerja g

Perusahaan negara Indonesiy

€nanaman

"nmkjabatal:l dan keahl;::c:::tge::ak menggunakan ienagy o, WArga negarn asong
ntu se, g & Baraasng

undangan, suai dengan ket Muan peraturan perundang.

() Perusahaap penanaman

gerundang-undangan.
erusahaap penanaman mody) '

; yang mempckerjak

zenyelenggarakan Pelatihan dap melakukan afj}

arga negara Indonesi, sesuai dengan ketentuan

antenaga kerj;,
1 teknolog; kep
peraturan peru

asng diwajibk.ag
ada tenagy keia
ulung-undangzm.

penye]esaiannya 1 dimaksud Pada ayar ( 1) udak mencapai has;)

melaluj upa is partit. 3 '
BADANKOORDINASIPENAN AA}; A)‘/; n;:(l;ag:;jlg triparti, BlmHuknm&Huma:»

ukum Penanamap Modai Dalan Teori gigy,, Prale:().

Ral



AL esil \Lbagal!“a“a (iullaksud pada aya{ 2 tldﬂk I“enCapal haSll,

' : . e ] ( y) P ‘Slhan
W Py 1an dal dan g T

suh WANAmaa mo tenaga kc a men Clesa]kall EISCI

i i i ial.
foanean idustrial melalui pengadilan hubungan industria

BAB VII |
BIDANGUSAHA
Pasal 12 . . _—
uw bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan gem:n;;ﬁag denga,; |
;.‘..h m‘.inn:u usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan te
tsyvaratan ) . .
| adang usaha yang tertutup bagi penanamdmodal :i::zrgl :2?;;:- dan
: i era !
produkst senjata, mesiu, alat pclec%ak,_ an p fane.
:l:L:!'.m'! usaha yang secara cksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang
andang,. ) ) ot
| |[ :::.ai berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bld@g usaha ysngd :; arkai
. penanaman modal, baik asing maupun da].a{n nege?t;gzngigaslr(emmn
7‘ e Leschatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pe na

BABIX
H.AK,I'CEWAJ[BAN, DANTANGGUNG JAWAB PENANAM MODALI,

Pasal 14

Setiap penanam modal berhak mendapat:

a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalank;

c. hak pelayanan; dan

d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesu:

ai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINAS] PENANAMAN MOD AL

mnya;

Pasal 15
Setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik:
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan:
¢. membuat laporan tentang kegiatan penanaman
Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sckitar lokas; kegratan
modal; dan

modal dan meny ampartkannya kepada

usaha penananian

roral, serta kepentingan nasional lainnya. .

i Coter dan persyaratan bidang usaha yang tertutup gan y:;g E:;:‘\ikk: gengan e
sersyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup anpyesf1en

" syaratan masing-masing akan diatur dengan Peramralr: :1 . ar; persyaratan
Pemerintah menetapkan bidang x-maha ygng u:r_l:n(ll a a;sﬁmbcrdaya ey
berdusarkan kriteria kepentingan nasmnal., yaitu pct:llm m;gen e
perhindungan, pengembangan usgha m_lkro, kecil, mt: tegk:[m,logi R o
pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas t 4 an, L
‘\-m.l i dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang

e entab,

mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16
Setiap penanam modal bertanggung jawab:

a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber vang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; '

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan ken ]
menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara
sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: '

¢. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegeh prakiik monapoli, d:n
hal lain yang merugikan negara;

d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

¢. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan. dan kesejal

f mematuhi semua ketentuan peraturan pen

zian jika penanam moclal

BAB VIl
PENGEMBANGAN PENANAMANMODALBAGI '
USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DAN KOPERAS
Pasal 13 _ T
) Pemerintah wajib menetapkan.bidrat:%}::nl};zz:i d;;zitfﬁauiau;\n e
ke nenga koperasi se 1 _ :
Tit:.'l.::l:l;;?;ﬂr:a:;l beicxja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, d

erian pekerja; dan
mdang-undangan.

Pasal 17
Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wapth
fmengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standa;
kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesua deny
peraturan perundang-undangan,

Sk i mikro, kecil, mene

P'esuerintah melakukan pembmankdan.}:;:ngen::;ii?ki;l:daya ;aing i
i i itraan, A

fan koperasi melalui program kem _ AN

:h‘mng:m inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang

an ketentuan

BAB X
luasnya. FASILITAS PENANAMAN MODAL
Pasal 18
(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yanzmelakukan penanaman
modal.
» Hukum Penanaman Modal balawm Teori dan Prak kum Penanaman Modal palan. Teori daw raktik 213




hepada penanaman modal yang :
4 melukukan peluasan usaha; atau
h. melakukan penanaman modal baru.
23 Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dlmaksud padfa ayat (2)
adulah vang sckurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
i imenycrap banyak tenaga kerja;
ritermasuk skala prioritas tinggi;
¢ termasuk pembangunan infrastruktur;
‘ d. melakukan alih teknologi;
¢ melakukan industri pionir;

lain yang dianggap perlu;
. menjaga kelestarian lingkungan hidup; . )
h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan moxtasu
- hermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
I industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang

RPN Bt

S b Y

PENANAMAN MODAL 8

)
§: pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: . .

§ . pajak penghasilan melaluj pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertenty
' terhadap jumlah penanaman modal yang dilal.mkan dalam waktu tenen?u;

b pembebasan atay keringanan bea masuk atas mpor barang modal, mesin, atay

u&ugcri;

uhtuk Keperluan produksi untuk Jjangka waktu terten

V. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu,

E
3
(=}
E
g
E
;
E‘.
3
£
g
]
5
5
[~
E

nilai strategis bagi perekonomian nasiona].
hy

pembebasan bea masuk. . ‘ )
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagalmar}a dimal
pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuan

Hukum Penanaman Modal patanm Teori dan Prak

I Dasditas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan »

I bherada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah §

diproduksi di dalam negeri. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINAS] 5

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud |

Peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam &

- pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong §

8 (2) Hak atag tanah sebagaimana dimaksud pad
i keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnyauntukbidang usaha tertenty,

Bai penanaman modal yang sedang berlangsung yang melakukan Ppenggantipy
mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan ata;

Pasal 19
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 4y, (1)

dan avar (s diberrkan
berdasarkan kebijakan industrj nasional yany itetapkan of¢

h 'emicrinah,

Fasilitas §ebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak beyly Kubags penanaman modal
asing Yang tidak berbentuk Perseroan terbstas,

. Pasal 21
Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1x,

kemudahan Pelayanan dan/atay perizinan kepada perusaluiyg
memperoleh: .

a, hak atas tanah;
b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan
¢. fasilitas perizinan impor.

Perernntah memberikan
TReRaman modiat untuk

anab sebagaimang dimaksud

anjang di mnks sekaligus dan
dapat diperbaryj kembali atas permohionan penanam nog

a. Hak Guna Usaha dapatdibcrikandcngalljuml;xh 95 Csembi an pulyly i tihun
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di ko chalignn selivg ne
(enampuluh) tahun dan dapat diperbau; selma 35 oy Pl g

b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlals g0 tdelap
dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang A pks, sekaligus selany sq
(lima puluh) tahun dap dapat diperbarui selama 20 2y nulib) ahan; ooy

¢. Hak Pakaj dapat diberikan dengan jumiah 7¢ (tuguh puty
dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selng s (empat putyh
lima) tahun dan dapat diperbaruj scelama 25 (duy pulal Ty by Biro Hidoum
& Humas BADAN KOORDINASI PENA NAMAN MOD A o

al- Terupa:

e puluh ahyn

) than dengan carg

davat () dapag diberikan day

diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan Perimimin oy dengan

Persyaratan antara lajp:

. penanaman moda] yang dilakukan dalam Jangka Pangang dan terky i dengan
perubahan struktur Perekenomian Indonesiy yang lebih berdayy

b. penanaman modal dengan tingkat risiko penan
pengembalian moda) dalam jangka panj
Penanaman moda] yang dilakukan;

- Penanaman moda] Yyang tidak memerlukan area yang luas.
S tanah negara: dan
keadilan mas vimakat dan ndak

aing;
aman modal vang memerfukan
ang sesuai dengan Jenis Kegiaran

ao
:
g
Q.
B
&
3
=
g
B
[
S
8
13
o
=
=
1Y
=
2

€. Penanaman moda] Yang tidak mengganggu ras
merugikin kepentingan umum,
i

H
'
|
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r1) 1oako ates tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih
- reunathan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan
prembenan hak.
4y Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan
~any duapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
ithentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal
wenclantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau
awnianfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas
«anahunya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

pettanahan,

Pasal 23

(1 Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat diberikan untuk:

4. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan
penanaman modal;

L. penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifet
sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan
pelayanan purnajual; dan

¢. calon penanam modal yang akan melakukan penjajakan penanaman modal.

{71 Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan
kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huru

b diherikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi

I'enanaman Modal.

¢4) Umuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:

a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun]

b. pémberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi iz

tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahu

berturut-turut;

¢. pemnberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang

wzin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan un

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terba
diberikan; .

pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegan

izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untu

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tingg

terbatas diberikan; dan
.. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegar
izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empag§,
bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan.

:4) I'einberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing sebagaimana dimaks
prada ayat (3) huruf a dan huruf'b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi at
dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Biro Hukum & Hum

sBADAN KOORDINASIPENANAMAN MODAL 10
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~

AT Hukum Penanaman Modal palam Teori daw Praktil

® Izm sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) diperoleh melalu; pel

(1) Pelayanan terpadu satu pintu b

() Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembag

Hul
kum Penanaman Modal patan Teori dan Praktik

Pasal 24
Kemudahan pelayanan d izi
. an/atau perizinan atas fasilitas erizi i
S penizing - sebag; ang
;imt:zl:::d dalam P?saIZI huruf ¢ dapat diberikan untuk :nmnr e sehagamana
. n, i .
undangaya} g selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perund:
b. ba gan yang mengatur perdagangan barang; penne:
. ke:::gtyanlg. tidak memb.erikan dampak negatif terhadap kesel
. ose a ;nl, ingkungan hidup, dan moral bangsa;
d: bara:g n?ozmlrangka relokasi pabrik dari luar neger: ke Indonesia:
g al atau bahan baku untuk kebutuhan produks: sendisi

amatan, keama nan,

an

PEN BAB X1
GESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN

(1) Penanam modal yang melakukan s

me €nana I
kententuan Pasa] 5 Undang-Und};ng inir.m nmodaldiin
)] !l:eggcsahan pendirian. badan usaha penanaman modal d
adan hukum atau tidak berbadan hukum dilakuka
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengesahan pendirian badan usaha Penanaman mod

al asin an l)Clh(,[Hlll\
3y g
pelseloau telbatas d!lakukan seésuail de an kete"tud“ ,)C aturan p(,[ulldd" -

donesia harus sesuaj dengan

alam negeri vang berbentuk
n sesuai dengan ketentuan

(4) Perusahaan
mempann s;a::?uzfldmodal ])(lang akan melakukan kegiatan usaha wajib
. ‘ 1 dengan ketentuan peratyr | '
instatst yang e N[ an perundang-undangan darj
tans g iki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang

.y avanan terpadu satu

Pasal 26

ertujuan membantu penan;
ang
memperoleh kemudahan Pelayanan, fasilitas fisk ; —

penanaman moda],

: al dalam
al, dan informasj mengenaj

i biinmg o aatau mstansi yang berwen:
e ang erwenang
Penanaman modal yang mendapat pendelegasian atay pelimpah'l;

wewenang dari le i i ili

nonperiZignan i itil:aﬁa atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan
gkat pusat atau lembaga atau instansi vang berwenang

nsi atau kabupaten/kota,

pelayanan lerpadu satu pinty
n Peraturan Presjden,



BAB XII
KOORDINASIDAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PENANAMANMODAL
Pasal 27
(1) Pemermtah mengoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antarinstansi
Pemierintah, antarinstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarinstansi
Pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antarpemerintah daerah.,
) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5 Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin
uleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
i Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Aienpkat dan diberhentikan oleh Presiden. Biro Hukum & Humas BADAN
K OORDINASTPENANAMAN MODAL 11

Pasal 28
i) Dulum rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal,
Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a2 melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman
modal;
b mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
¢ menctapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan
penanaman modal; '
mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan
memberdayakan badan usaha;
 membuat peta penanaman modal Indonesia;
mempromosikan penanaman modal;
mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman
modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing
menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi y
scluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
imembantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan
dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegia
penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan
). mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.
i2) seluin tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Ba
Koordinasi Penanaman Modal bertugas melaksanakan pelayanan penanaman
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayanan terpadu satu pintu, Ba
i oordinasi Penanaman Modal harus melibatkan perwakilan secara langsung dari seti
«wltor dun daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenang

18 Hukum Penanaman Modal balave Teori dan Prakt

. BAB XI11
ENYELENGGARAAN URUSANPEN

. Pasal 30

1 . 3

(1) l;err?(:rlntah dan/atau pemerintaly daerah menjamin kepastan d
g aglp?laksanaan Penanaman modal, A -

(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penang

kewenangannya, kecual; urusan penyele
urusan Pemerintah.

(3) Penyelenggaraan urusan peme
;lempal-.ca.n urusan wajib pemerintah daerah did

. untabilitas, dan efisiens; pelaksanaan kegiat

“ enyelenggaraan Penanaman modal yang ry
urusan Pemerintah,

5

(%) PenJ{c]e'nggaraan penanaman modal yang ruang Imgkupny:
menjadi urusan pemerintah provinsi. l _

ANAMANNMODAL,
an keamanan berusaha

imin modal yang menjadi
nggaraan penanaman modal yang menjadj

rintahan di bidang penanaman modal yang

asarkan pada kriteria cksterng
an penanaman modal,

litas,

ang lingkupnva lintas Provinsi menjadi

vhintas kabupaten/kota

4. penanaman moda] terk
dengan tingkat risj
b. penanaman modal

/ ait dengarll sumber daya alam Yang tidak terbarukan
o kerusakan lingkungan yang tinggj:

pada bidang industri vang merupak

e i an prioritas tinggi pada

_ BlrocHukum&Hunms BADAN KOORDINAS] Pl
. pe i
;Jml:;t::.linan]:nodal yang tt.erkatl pada fungst pemersaty dan,
i Hlayah atau ruang lingkupnya lintas provins::
* Penanaman modal yang terkait pada pel
keamanan nasional;
€. penanaman modal asing dan penanam mod
yang berasal darj pemerintah neg
d!buat oleh Pemerintah dan pemeri
f. bidang penanaman modal |
undang,
:(8) Dalam urusa i i bi
ol Sz;):gr:ebnn:;zh;n dlkl:ddang penanaman modal yap menjadi kewenanean
% maksud pada ayat (7), Pemerintah s
- : ) »remerimtah menyelengearakanny
L mehmpahkannya kepada gubernur sclaky wakil Pemeringal e
pemerintah kabupaten/kota. o
) Ketentuan meng
diatur lebih Ja

INANAMAN MO IAL 12

penghubung

aksanaan strategr pertahanan dan

: al vang menggunakan modal asing
ara lain, yang didasarkan perjanjian vang
ntah negara lain: dap - -

ain yang menjadi urusan pe
yang Jadi urusan Pemeringah menurut undang-

atau menugasg

enai pembagian urusan pemerintahan di big

: ange penang
njut dengan Peraturan Pemerintah, J e

Hukum Penanaman Modal patan, Tepyi dan T

ety

(aNe]



BABX1IV
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
Pasal 31 )
bl mempereepat pengembangan ckonomi dj wilayah ter{enm. yang bersifat
shaees bagi pen sembangan ekonom;j nasional dan untuk menjaga keseimbangan
Fenajuan suagy dacrah, dapat ditetapkan dan dikembangkan kawasan ekonomi
L usus,

P sermtan berwenang menetapkan kebijakan Penanaman moda] tersendiri dj
Posasan ckanomi khusus,

S wentuan Mengenai kawasan ekonomj khusus sebagaimana dimaksud pada ayat

BAB XV
PENYELESA!ANSENGKETA
Pasa] 32
Pl terjadi sengketa di bidang Penanaman moda antara Pemerintah dengan

i stam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui
Hisviwarah dan mufakat,

S ) penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

Lrrvapai. penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atay

slenatir penyelesajan sengketa atay pengadilan sesuaj dengan ketentuan Peraturan
privndang-undangan,

S D i al terjadi sengketa di bidang Penanaman'modal antarg Pemerintah dengan §

i modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut

v ladaiarbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian §engketa
o Litai arbitrase tidak disepakati, Penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukag

doengadilan,

folanhal werjadi sengketa dj bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan

it modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melaluj §

SUsEsC internasional yang harus disepakati oleh para pihak. Biro Hukum & Humas
PDAN KOORDINAST PENANAMAN MODAL 13 .

BABXVI

SANKSI

Pasal 33

Py mmlaldalamhegeridanpenammmodal asingyangmelakukanpenanam ]

bl datam benguk perseoran terbatag dilarang membuat Perjanjian dan/atay
i fataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan terbatag
sk dan atas nama orang lain,

&0 Dilam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat
P rjian dan/atay Pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pperjanjian
ki vatau pernyataan jny dinyatakan batal demj hukum

G D L hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
Peianiian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatap -

o) Hukum Penanaman mogay Balam Teori dan. Praktik, §

() Selain dikenai sanksi administratif, bada, us

Perjanjian intemasx’onal, baik bilatera

Penanaman moda} yang telah disetujui oleh Pemering
Undang inj berlaku, tetap berlaky s,

bidang Penanaman moda] Yang belum disetujuj ol

(1) Pada sagt Undang-Undang i berlaku, semuyg keteni

Blukum Penanaman Moga) Palam Teori dan prajy).

» Pengeelembungay biaya Pemulihan,
Cmemperkegi) kcunumgan yang
Han atau pemeriksaan oleh pihak
ampengadilan yang berkekuaran
alau kongrak Kerpa samg dengan

pejabat yang bei'wenang dan telah mendapat putyg
hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian
Penanam mody] yang bersangkytan

Pasal 34
(1) Badan usaha atau usaha Perseorangan sebagaimuny dimaksud dafm py
tidak memenyp; kewajiban sebagaimang ditenukan daign, Pasab 15 dapag dikenag
sanksj administratif berupa;
a. peringatan tertulis;
b. pembatasap kegiatan usaha;
C. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasiligys pen
d. pencabutan kegiatan usahy dan/atau fasilify Penananin ni,|
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pad avat(hy diberikan olel, Instans;
atau lembaga Yang berwenang sesuai dengan ketentuay peraturan perundany.-

sal S vang
anaman maody)- alau

aha atau usahy berscorangan dapat

dikenai sanksi lainnya sesyaj dengan ketentuan peraturan pvrund;mg-undang:nn.

BAB X v|1
ANPERALIHAN
Pasa] 35

l, regional, maupun muliilagery), dalam bidang
ah Indonesiy schelum Undany.

mpai dengan hcrukhirny:l Perjanian ierselhy,

Jregional, MRUpu mulilaery), dalam
ch Pemeringan Indenesiy pada sau
inketenngn | Inding 1 ndang i,
Pasal 37

AN peratay Perindang -

undangan yang merupakan Peraturan pelaksanaan (i Undang.| ndang Nomor |

Tahun 1967 tentang Penanamap, Modal Asing sebagaimang (o), diubah dengay,

Undang-Undang Nomor 11 Tahyp 1970 tentang Perubahan dyy, Tamba iy Undang.

Undang Nomor I Biro Hukum & Humas BADAN K OORDINAS) pi:x ANAMAN
(0) 4

Tahun 1967 tentang Penanamap ModalAsing dan Undapp. Indang Nomor 7

ahun
1968 tentang Penanamap Modal Dajam, Negerj sebagaimang (o]

ah diubah dengan

ang Perubahan da), Tambahan | ndang-
Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penananyay, Modal Datan, Negeri din Yatakan

221



th_tm:au;w:* [ N I

et berluku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan
pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

P2} Persciujuan penanaman modal dan izin pelaksanaan yang telah diberikan oleh
Pemerimah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Mud:tt Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor { ] Tahun
1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tvutang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanamana Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-.
Hndang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya persetujuan penanaman modal dan izin
pelaksanaan tersebut.

(4 Permohonan penanaman modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan
penanaman modal yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang dan
pada tnggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan
'emerintah wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(8 P'erusahaan penanaman modal yang telah diberi izin usaha oleh Pemerintah
herdasarkan Undang-Undang Nomor | Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

BABXVINI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
+*tan berlakunya Undang-Undang ini:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembarag

Nepara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negan
Kepublik Indonesia Nomor 281 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
~otor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor
¢ Lahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republi
!ndonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiy
Notoor 2943); dan

Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undany
Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negan
Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 39
ng-undangan yang berk

AN Moy asarkan dan menyesuaik
Undang-lil;xdang Ini. Biro Hukum & Humas BADAN KOORD

aitan secara langsung
an pengaturannya pada
INASI PENANAMAN

Pasal 40

\ da tangga| diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

ini pengundangan Undap 2-Unda
ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negar. : & indang

a Republik Indonesia.
Disahkan di Jakara
pada tanggal

PRESINDENRI:PL BLIK INDONESIA,
SUSILOBAMIA NG YUDHOYON()

Diundangkan dj J akarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONES

HAMID AWALUDIN
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Lo VLN
i ij lam Pasal 33
wpubiteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam

i manat
dane |ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan x;'f:l‘ulj:nkg::gan & H
. .m¢ vang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang

. o i
i sok st Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, penge g

fankebijakan dasar penanaman modal.

ST A R R A U T TV T e 5 e

PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
PENANAMANMODAL

i memajukan
“.lal satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk j

mi nasional
Lo perckonomian, Konstitusi mengamanatkan agarclz-pembangt;:nanjzl;(;x;: ninasions!
Lini o _ : :
i b cdasurkan prinsip demokrasi yang mampu me tak‘an rwu ulaian
1n- Ilu ;i)ll‘:“iliil. Keterkaitan pembangunan ehkdm_mlr.mpimmlgj:yf;i:;; Rl
ot A < i ajelis
fLyatan Jdinantapkan lagi dengan Ketetapan s \ il
|‘{|! |IIn i(”lll:‘v'i‘l Romnr‘ XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rang|
DR WO Sl .

1 modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian
[ENTERERE N O

> (] i ba 1an da-n
"k'l'l'fllil'.ll'. dLngan hal t rsebut, pcnanaman modal hams mcﬂja.d g
. ) . ‘ . !
Chvelrnaparadan [)chk()nomlan naslonal da.“ dltetllpalk.all Scbagal upaya untuk
. e l‘”\ an l- Urlumbuhan konoml naSlOnaL m nClPt kan 1apang 1
g Hl‘."k'. i e : (] ) a an kclla
ill\. k'l“"ln I)L]llbangunﬂﬂ Ckonom] berkelanlumnv menlngkat p
il LR TR kan ka asitas dal'l
(4] 3| i dorong pembanglman ekono]lu kCIakya[all, serta
Sraatapuan lL'Il.nOl 191 naSlonﬂl, men . .
l L \.ll| ”\. i I\L 'Liﬂhtcrﬂaﬂ masyarakat dalam suatu sistem per
1 ARl 5 UKL 14 (] ekﬂnolluan ya]lg

T it i apabila faktor
o ll«x\;ll|-u;-pcuyclcnggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apa

ikli iatasi, antara lain melalu
wnunpang yang menghambat iklim penanaman modal dap:t :rl:;:x p,endptaan EIoic
tbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan ada] ,bia e ot
wp clesien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biay

inggi ikli dusif di bidang ketenagakerjaan
vdaya saing tinggl, serta iklim usaha yang kqn : _ e
; ! -"“‘i': Jnd il:i?usaﬁ:. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharap

. * . . an.
Areast penanaman modal akan membaik secara signifik

an Modal mengatur hal-hal yang
dnrees Undang-Undang tentang Penanam e
; 'lll'lm;-‘.ll.||ll;u‘;l lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebij

bidaze
RS modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang

. : g

1h, serta keterkaitan pembangunan ekono‘rm dengan pelakue:l:g:;:;un Ef;adak{b

» v wlliwu'udkun dalam pengaturan mengena‘l pengembangan p : Th

w‘“.- |1uklm keeil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan. :‘mggkoil:l .

“U”;“;',;,. n .m‘.riml, serta fasilitas penanaman modal, penggs;hlan danap;r;?:tr:r o
Cunoelulisanaan kebijakan penanaman modal yang di dalamny

4 Hukum Penanaman Modal palawe Teorl dan Pra

# guna mengatasi hambatan penanaman modal,
Penanaman Modil|
: Undang-Undang tentang -
Suasana kebatinan Pemb;ntuka? — ilElimpeﬂﬂﬂﬂm“ modal yang kondusif§ peran penanaman modal tersebut harus tetap dalam kordor kebijak
-k akan pada semangat untuk mencip i masional yang direncanakan dengan tahap memperhation kestal

dan keseimbangan ekonomi antarwilayah, sckior,

kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal,
mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 16Biro
Huklun&HumasBADANKOORDlNASII’IENANA;\'I,\.\‘ MODAL 17

dan Ketentuan yang

Undang-Undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman mod
sektor. Undang-Undang ini juga memberikan jamin
penanaman modal. Selain itu, Undang-Undang ini memerimtalhkan agar Pemerintah
meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarinsimne; Pemerintah dengan
Bank Indonesia, dan antarinstansi Pemerintal dengan pemerintah dacrah, Koordinasi
dengan pemerintah daerah harus sejalan dengan semangat otonomi daerah, p
daerah bersama-sama dengan instansi atau |
harus lebih diberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi dacrah
maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal. Pemerintah dacrah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
penyelenggaraan penanaman modal berdas lacrah dan tugas
pembantuan atau dekonsentras;. Oleh karena i, penmgkatan koordims kelembagaan
tersebut harus dapat diukur dari kecepatan pemberian perizinan dan fsilitas penanaman
modal dengan biaya yang berdaya saing. Agar memennhi prinsip demokry
Undang-Undang ini juga memerintahkan penyusunan peraturan pe rung
mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk
bidang usaha yang harus dimitrakan atay dicadangkan bagi wsaha mikeo. kecil,
menengah, dan koperasi.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dylan; memulan usaha i
Indonesia diperhatikan oleh Undang-Undang inj sehingea terdapa pengaturan
mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapa penaturan mengenai
pelayanan terpadu saty pintu. Dengan sistem i, sangat dihary
terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanam perizinan dan
Percepatan penyelesaiannya. Selain pelayanan penanaman modal o daerah, Badan
Koordinasi Penanaman Moda] diberi tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan
penanam modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seor
yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden,
Badan Koordinasi Penanaman Modal pada dasarny;

al Tangsung di semua
an perlakvan vane soma dalam rangka

emerintah
embaga, baik swasta maupun Pemerintah,

sendirt urusan
arkan asas otononu

S1 k‘l.ni:\!l]l[.

fang-undangan

wan hahwa pelayanan

ang kepala
Tabaran tugas pokok dan fungs
tmemperkuat peran badan (eraebu

meningkatkan kepastian pemberian
fasilitas kepada penanam modal, dan memperkuat peran penanam modal. Peningkatan
an pembangunan
vl makrockonomi

pelaku usaha, dan kvl(rmPUk
masyarakat, mendukung peran usaha nasional, serta memenyhy Kaidah tata keloly

perusahaan yang baik (good corporate governance)

Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingka dava
saing perekonomian dap kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkn
dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya key

rastrn |iL?.1lii£!H ;11.'1]11]]!“]12!”
modal ini mendorong pengaturan secara lebj

h detail terhadap benuk fasiliag fiskal,
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aotas Lak silitas perizinan impor. Meskipun demikian,
(o [asilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong
Lo tenaga Kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi
i, erientast ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam
|, g menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam
|1 -eria lasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan
gan infrastruktur terbatas yang akan diatur lebih terperinci dala

ius tanah, imigrasi, dan fa

odaern den
L otentuan peraturan pcrundnng-undangan.
| engan memperhatikan hal tersebut, Undang-Undang ini juga memberikan ruan
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(ala Pemermtah untuk mengambil kebijakan guna meng
ligus untuk mendorong kerja sama internasio

tonal yang terjadi dan seka
puna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk b
Lnpea dan (ndonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah terten
panpatkan sebagal bagian untuk menarik potensi pasar int
fLya doroug guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilay
Sionomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan petekonomian nasio
“olun i, Undang-Undang ini juga mengatur hak pengalihan aset dan hak un
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g ini dengan pengaturan mengenai pen

I1ak. kewajiban, dan tanggung jawab pena
Lwemberikan kepastian hukum, mempertegas ke
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tadist budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab
gung jawab penanam modal diperlukan untuk
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o Yung dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang
mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama
dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

T

R Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan™ adalah asas yang
mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan rnc'.ngec!cpan.kan
chisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha
yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Rl Ry

B Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara
lerencana mengupayakan berjalannya proses pembangun::zn melalui
penanaman modal untuk menjamin kesejahtera-ar! dan kemajuan dalam
sepala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan
datang,.

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” ada}lah asas
penanaman modal yang dilakukan dengan tetap rpemcrhahkap dan
mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
T
o Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman
modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa
dan negara dengan tidak menutup diri sz\d.a masuknya modal asing
demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Hurul'y

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hak istimewa™
yang berkaitan dengan kesatuan kep
pasar bersama (common market), kesatuan moneter, kelembag
sejenis, dan perjanjian antara Pemerintal
yang bersifat bilateral, regional, atau nu
hak istimewa tertentu dalam penyelengg:

adalab antara lin hak Istimewa
abeanan, wilayah perdagangan bebas,
aan yang
1 Indonesia dan pemerintah asing
Hulateral yang berkaitan dengan
aan penanaman modal.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “harga pasar”
menurut cara yang digunakan secara inte
yang ditunjuk oleh para pihak.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “arbitrase™ ad
perdata di luar pengadilan yang dida
para pihak yang bersengketa.

adalah harga vang ditentukan

rnasional olel penilaj independen

alah cara penyelesaan suat sengketa

sarkan pada kesepakatan tertulis oleh

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kcsa.tuan Pasal 8
vkonomi nasional” adalah asas yang berupaya men_]agal Ayat (1) .
keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Ayat((:;)kup jelas.
. nasional. st
b jelas Ayat (3)
!.‘:wp‘ jelas Cu}ﬂlpjc!as.
"\.:ll.\f at (1) Ayat (4)
u‘;;m\r i’L I(u.‘; Cukup jelas.
val(2) Ayat (5)
‘- Hurufa
o $iro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 209 o Cukup jelas.
uru
sne dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa Pemerintah tidat Cukup jelas,
nembedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalny Hurufc .
i indonesia, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan. o Cukup jelas.
dwuth

Cukup Jelas.
Hural ¢
Cukup Jelas

Hukum Penanaman Modal Dalaw Teori dan Pm}ztih'ﬂukum Penanaman Modal palgn. Teort daw i aleti

Dalam hal terjadi kerugian negara, |

emerintalt dapat melakukan
tindakan hukum, antara lain be

Tupa peringatan, pembekuan,
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Vaadin

sad 1

wl Y

wup pelas

Lead 1

Phagg 3

pencabutan izin usaha, Biro Hukum & Humas BADAN KOORDH_\IAsl
PENANAMAN MODAL 21 tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cubap elas,
Cukup jelas,

Ayt 1)
Iidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan

aratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu
dar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis
yaitu klasifikasi berdasarkan Klasifikasi
LI} dan/atau Internasional Standard

persy
JJattar yang berdasarkan stan
usaha yang berlaku di Indonesia,
i3aku Lapangan Usaha Indonesia (KB
foor Industrial Classification (ISIC).

Ayat(2) _
w Yang dimaksud dengan “alat peledak™ adalah alat yang digunakan untuk

kepentingan pertahanan dan keamgnan.
Avat ()
Cukup jelas.
Avat ()
Cukup jelas.
ayat ()

Cukup jelns.

wat (1) . )
) “bidang usaha yang dicadangkan adalah bidang

Hurufb
Cukup jelas,
Hurufe
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Pasal 15
;Izumf;i Biro Hukum & Humas BADAN KOOR DINASTPI
Cukup jelas.
Hurufb
Yang dimlaksud dengan “tanggung j
tanggung jawab yang melekat pad
untuk tetap menciptakan hubung

dengan lingkungan, nilai, norma, ¢
Hurufc

NANAMAN MODAL

awab sosial perusahaan™ adalah
a setiap perusahaan penanaman modal
an yang serasi, seimbang, dan sesuai
fan budaya masvarakat setempat

Laporan kegiatan penanam modal yang memu
m ithadapi
beo}c:::ll (;l(an kendala yang dihadapt penanam modal disampaikan sccara
!' fa . ‘
a kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah dacrah

Humrc)lrang bertanggung jawab di bidang penanaman moddal

Cukup jelas,
Hurufe
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17

Ketentuan ini dimaksudkan untuk

wperkembangan penanaman

menganusipast kerusakin hingkungan vano

rakatih 231

£ i disebabkan oleh kegi
e . ; €h Keglatan penanaman modal.
usaha yang khusus diperuntukkan bagi usaha mikro, kccx'l, mcnengah daj Pasal 18
koperasi agar mampu dan sejajar dengan pelaku ekonomi lainnya. Ayat (1 )
\yut (2) Cukup jelas.
ukup jelas. Ayat (2?
Pasil 14 Cukup jelas.
Hurul a o —_— Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalal? jaminan Pemern ag Hurufal
penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telgCukup jelas
melaksanakan kewajiban yang ditentukan. o . Huruf‘];!
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untyCukup jelas
menempatkan hukum dan ketentuan peraturan pe'ljundang-llmdang umfc.
sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanajCukup jelas
fd
modal. . fHuru |
Yung dimaksud dengan “kepastian perlindungan” a.dalah jamindCukup jelas
bemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalaHurufe
melaksanakan kegiatan penanaman modal.
230 Hukum Penanaman Modal palaw Teori dawprahdiukum Penanaman Modal palane 7201 don T



Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki Ayat (2)
keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang Hurufa

S serai - bt

tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis Cukup jelas.
bagi perekonomian nasional. Eurafh
; Hutul 1 Cukup jelas,
Cukup jelas, Hurufc
* Hural g Cukup jelas.
: ¢ukup jelas. Yang dimaksud dengan “area yang luas™ adalah luas tanah vine
P Hurut' h diperlukan untuk kegiatan  penanaman modal denvan
( ‘”k“p |L.']il.\'. mempcrtimbangkan kc;mdni;ln |1cmilld:l|~._ hl:[;lligz l!.‘%:lh:l. atan |L‘m};
i Hurut' usaha yang ditentukan dengan peraturan perondang-undanean
& Cukup jelas. Hurufd :
: Hurul ) Cukup jelas.
Cuknp jelas. Hurufe
\al (4) Cukup jelas.
Cukup jelas. Ayat (3)
Ayat (5) Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Cukup jelas.
23 Ayat (4)
Cukup jelas. Cukup jelas.
Ayal (6) Pasal 23
Cukup jelas. Ayat (1)
Ayat (7) Cukup jelas.
Cukup jelas. Ayat (2)

Pasal 19 Rekomendasi diberikan setelah penanaman maodal memenuhn ketentuan
Cukup jelas. penggunaan tenaga kerja asing scsuar denpan ketentuan peraturan
1 sal 20 perundang-undangan ketenagakerjaan. Riro Hukum & Thimas BADAN
Cukup jelas. KOORDINASIPENANAMAN MODAL, 24
Pusal 21 Ayat (3)
Cukup jelas. Cukup jelas.
IPasal 22 Ayat (4)
Ayat (1) Cukup jelas.
Harufa Pasal 24
Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan Cukup jelas.
diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan { pasa] 25
dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun. Cukup jelas.
Furulb Pasal 26
Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengan cara dapat diberikan Cukup jelas.
dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun § pasa] 27
dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun. Ayat (1)
Hurul'c Cukup jelas
Hak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapat diberikan dan Ayat (2)
diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun Cukup jelas
dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun. Ayat (3)
Hukum Penanaman Modal palan Teori daw Praktik fHukum Penanaman Modal balan. Teori deun i 13




Vane dimaksud dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
lilal bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan
tugas, menjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggung jawabnya
langsung kepada Presiden.
ERRE
wad (1)

Fharul

2ms a1 Erx e

Uukup jelas
Patut b

('ukup jelas

Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedur Badan
K oordinasi Penanaman Modal berkoordinasi dengan departemen/
instansi terkait
Hurul'd
Cukup jelas
Hurufe
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Hurul g
Cukup jelas
Hurufh
Cukup jelas
Hurufi
Cukup jelas.
Huruf}
Cukup jelas
Ayat(2)
Cukup jelas.
asal 29

akup jelas.
aal 30
Cukup jelas. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL 25
["asal 31
Cukup jelas.
Fasal 32
Cukup jelas.
Fasal 33
Avat(1)
I'ijuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang
.cara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik
perseroan tersebut adalah orang lain,

4 Hukum Penanaman Modal palaw Teori dawn PraktiR:

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
\I"ang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan™ adalah informasi vane
tidak benar mengenai laporan vang terkait (11_'1).1::”1 pemungutan pajak ;!c;\;;ai
menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar am.u tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak henar schingea dapat
menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan [a il :
undang-undang yang mengatur perpajakan.
Yang dimaksud dengan “penggelembungan biaya pemulihan™ adalah biaya
yang dikeluarkan di muka oleh penanam modal vang jumlahnya tidak \\';1i1|lr
dan kemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluaran kegintan pcn;mnn;:m
modal pada saat penentuan bagi hasil dengan Pemenntah .
Yang dimaksud dengan “temuan olch pihak pejabat yang berwenang” adalah
temuan dengan indikasi unsur pidana berdasarkan hasil pumuriks:mn vang
dilakukan oleh BPK atau pihak lainnya yang memilik kewenangan untuk
memeriksa, yang selanjutnya ditindaklanjuti sesua: dengan peraturan
perundang-undangan. r

in vang diatur dalam

Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas. Biro Hukum & Humas BADAN KOORDINASI PENANA MAN
MODAL 26
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